
Menirnbang 

Mengingat 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREK'l'UR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-32/BC/2014 

TENTANG 

TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

a. bahwa ketentuan rnengenai tata laksana kepabeanan di bidang 
ekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan 
Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-
27 /BC/2010; 

b. bahwa untuk rneningkatkan pelayanan dan pengawasan 
kepabeanan di bidang ekspor perlu menyernpurnakan 
ketentuan rnengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dirnaksud 
dalam huruf a dan huruf b serta dalarn rangka rnelaksanakan 
ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang 
Ekspor sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nornor 145/PMK.04/2014 dan Pasal 34 
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 214/PMK.04/2008 tentang 
Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 146/PMK.04/2014, perlu 
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang 
Tata I ,aksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor; 

1. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 17 
Tahun 2006 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nornor 93, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 

2. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan 
Bea Keluar Terhadap Harang Ekspor (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 116, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4886); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 145/PMK.04/2007 tentang 
Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagairnana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145 / PMK.04/ 2014; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 214/PMK.04/2008 tentang 
Pernungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 146/PMK.04/2014; 



Menetapkan 

MEMUTUSK/\N: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI 
EKSPOR. 

BABI 

KETENTU /\N UMUM 

Pasal 1 

CUKAI 
BIDANG 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini 1 ang dirnaksud dengan: 

1. Undang-Und.ang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nornor 
10 Tahun 1995 tentang Kcpabeanan sebagairnana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah 
pabean. 

3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
melakukan Ekspor. 

4. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya 
disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang rnelakukan 
kegiatan pengurusan pernenuhan kewajiban pabean untuk dan 
atas kuasa importir atau Eksportir. 

5. Pcrusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat dengan PJT 
adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan 
dari instansi yang berwenang serta mernperoleh persetujuan 
untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor 
Pabean. 

6. Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan 
pemberitahuan ekspor bmang dan telah rnendapatkan nornor 
pendaftaran. 

7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat 
dengan PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan. 
untuk mernberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di 
atas formulir atau data elektronik. 

8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu 
di pelabuhan laut, bamiar udara, atau tempat lain yang 
ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di 
bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

9. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutriya disingkat 
dengan TPS adalah bangunan dan/ a tau Iapangan a tau tempat 
lain yang disarnakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk 
mcnirnbun barang semcntara m.enunggu pemuatan atau 
pengeluarannya. 

10. Tempat Penimbunan Bcrikat yang selanjutnya disingkat 
dengan TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang 



memenuhi persyaratan tcrtentu yang digunakan untuk 
menimbun, mengolah, memamerkan, dan/ a tau menyediakan 
barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea 
masuk. 

11. Tempat Penimbu nan Pabcan yang selanjutnya disingkat 
dengan TPP adalah bangunan dan/ a tau lapangan a tau tempat 
lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh 
pcmcrintah di kantor pabean yang berada dibawah 
pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 
menyimpan barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan 
barang rnilik negara berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan. 

12. Minyak Dan Gas Bumi Serta Bahan Bakar Minyak yang 
selanjutnya disebut dengan Migas dan BBM adalah 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai minyak dan gas bmni. 

13. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang 
digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan 
pelayanan kepabeanan. 

14. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan 
PDE adalah alir informasi qisnis antar aplikasi dan organisasi 
secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan 
standar yang disepakati bersama. 

15. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat 
menyimpan data elektronik seperti disket, compact disc, flash 
disk, dan yang sejenisnya. 

16. Pembebasan adalah pembebasan bca masuk dan/ a tau pajak 
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak 
penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas 
impor bahan. baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada 
barang lain J.engan tujuan untuk diekspor. 

17. Pengembalian adalah pengembalian bea masuk, yang telah 
dibayar atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, atau 
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 

18. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang­
Undang Kepabeanan yang d.ikenakan terhadap Barang Ekspor. 

19. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan 
NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa 
dokumen, Sistem Komputer Pelayanan atau pejabat pemeriksa 
barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi 
pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean 
dan/ a tau pemuatannya ke sarana pengangkut. 

20. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya 
disingkat dengan NPPD adalah pemberitahuan kepada 
Eksportir oleh pejabat pemeriksa dokumen atau Sistem 
Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk 
menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi 



tcrkait. 

21. Pemberitahuan Pemcriksaan Barang yang selanjutnya disingkat 
dengan PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh 
pcjabat pemeriksa dokumen atau Sistem Komputer Pelayanan 
di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik 
terhadap Barang Ekspor. 

22. Pemberitahuan Kesiapan 13arang yang selanjutnya disingkat 
dengan PKB adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Eksportir 
atau kuasanya yang menyatakan kesiapan Barang Ekspor 
untuk dilakukan pemeriksaan fisik. 

23. Nota Pembcritahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat 
dengan NPP adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh 
Kepala Kantor Pabean, pejabat pemeriksa dokumen, pejabat 
bea d an cukai penerima dokumen atau Sistem Komputer 
Pelayanan di kantor pa bean pemua tan yang memberitahukan 
bahwa PEB ditolak karena pcngisian data PEB dan dokumen 
pelengkap pa bean tidak lengkap dan/ atau tidak sesuai. 

24. Pemberitahuan Pembetulan PEB yang selanjutnya disingkat 
dengan PP-PEB adalah pemberitahuan yang berisi rincian data 
PEB yang akan dilakukan pembetulan. 

25. Konsolidasi Barang Ekspor adalah kegiatan mengumpulkan 
Barang Ekspor yang diberitahukan dalam 2 (dua) atau lebih 
PEB dengan menggunakan 1 (satu) peti kemas sebelum barang­
barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk 
dimuat ke sarana pengangkut. 

26. Konsolidator Barang Ekspor yang selanjutnya disebut 
Konsolidator adalah badan usaha yang melaksanakan 
pengumpulan (konsolidasi) Barang Ekspor sebelum barang­
barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk 
dimuat ke sarana pengangkut. 

27. Pembcritahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya 
disingkat dengan PKBE adalah pemberi tahuan Barang Ekspor 
konsolidasi yang dibuat oleh Konsolidator, Eksportir, atau 
Eksportir dalam sa tu kelompok perusahaan, yang berisi rincian 
seluruh PEB, Nota Pelayanan Ekspor dan dokumen pengiriman 
barang layanan pos. 

28. Pemberitahuan Pembetulan Pemberitahuan Konsolidasi Barang 
Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan PP-PKBE adalah 
pemberitahuan yang berisi rincian data PKBE yang akan 
dilakukan pcmbetulan. 

29. Barang Ekspor Gabungan adalah Barang Ekspor yang 
mendapat fasilitas Pembebasan clan/ a tau fasilitas 
Pengembalian yang wajib diekspor dalam satu kesatuan unit. 

30. Diekspor Dalam Satu Kesatuan Unit adalah hasil produksi 
perusahaan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh 
dengan hasil produksi perusahaan lain, narnun masing-masing 
barang masih dapat dipisahkan seperti akumulator yang 



dipasangkan pada kendaraan bermotor. 

31. Perusahaan Pengirim Barang adalah perusahaan di dalam 
negeri yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/ atau fasilitas 
Pengembalian, yang mengirim barang hasil produksinya ke 
perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi Barang 
Ekspor Gabungan. 

32. Perusahaan Penerima Barang adalah perusahaan di dalam 
negeri yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/ a tau fasilitas 
Pengembalian, yang menerima barang hasil produksi 
Perusahaan Pengirim Harang untuk digabung menjadi Barang 
Ekspor Cabungan. 

33. Surat Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat SSTB 
adalah bukti telah diserahkan dan diterimanya suatu barang 
antara Perusahaan Pengirim Barang dan Perusahaan Penerima 
Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

34. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah laporan hasil pemeriksaan pabean Barang Ekspor yang 
mendapat fasilitas Pembebasan· dan/atau fasilitas 
Pengembalian, yang diterbitkan oleh kantor pabean tempat 
pernuatan setelah dilakukan rekonsiliasi. 

35. Nota Basil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah 
produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi 
mengenai adanya pelanggaran di bi dang kepabeanan dan/ a tau 
cukai. 

36. Kegiatan Intelijen Di Bidang Ekspor adalah serangkaian 
kegiatan didalam siklus intelijen )' ang meliputi perencanaan 
tugas intclijen, pengumpulan, penilaian penyusunan, 
pembandingan, analisis, penyebaran, dan pengkajian ulang 
data berdasarkan informasi yang berasal dari database 
dan/ a tau informasi lainnya yang rnenunjukkan indikator risiko 
adanya pelanggaran di bidang ekspor. 

37. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK 
adalah nornor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengguna jasa 
yang telah 1nelakukan registrasi kepabeanan untuk rnengakses 
atau berhubungan dengan sistern kepabeanan yang 
menggunakan teknologi informasi maupun secara manual. 

38. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor yang selanjutnya 
disingkat SPPBE adalah surat persetujuan pengeluaran Barang 
Ekspor dari Kawasan Pabean tempat pemuatan ke daerah 
pabean. 

39. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan 
menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang 
berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang 
mcnggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat 
diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke 
suatu tempat yang ditcntukan untuk penyerahan barang 
tersebut. 



40. Pelabuhan Muat i\sal adalah pelabuhan laut atau udara tempat 
dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut 
dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari Angkutan 
Multimoda. 

41. Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut a tau udara 
tempat dimuatnya Barang Ekspor ke: 

a. sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar 
daerah pabean; atau 

b. sarana pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian 
dari .\ngkutan Multimoda. 

42. Tempat Muat Ekspor adalah Kawasan Pabean atau tempat lain 
dengan izin Kcpala Kantor Pabean untuk pemuatan Barang 
Ekspor ke sarana pengangkut laut a tau darat yang akan 
berangkat ke luar daerah pabean melalui perbatasan laut atau 
perbatasan darat yang ditunjuk. 

43. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 

44. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai 
dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat 
dipenuhinya kewajiban pabean. 

45. Kantor Pabean Pemeriksaan ada lah Kantor Pabean yang 
rnelaksanakan perneriksaan fisik Barang Ekspor. 

46. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, 
penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan. 

47. Direktur Jenderal adalah Direktur Jcnderal Bea dan Cukai. 

48. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan. 

49. Pejabat Perneriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai 
yang berwenang untuk rnelakukan penelitian dan pcnetapan 
atas data PEB. 

50. Pejabat Pemcriksa 13arang adalah Pejabat Bea dan Cukai yang 
berwcnang untuk rnelakukan perner iksaan fisik Barang Ekspor 
dan ditunjuk secara langsung rnelalui Sistem Komputer 
Pelayanan a tau oleh Pejabat Perneriksa Dokumen. 

51. Petugas Pengawasan Stuffing adalah Pejabat Bea dan Cukai 
yang mengawasi pemuatan barang ke dalarn peti kemas. 

52. Petugas Dinas Luar adalah Pejabat Bea dan Cukai yang 
melakukan pengawasan pemasukan atau pengeluaran Barang 
Ekspor di Kawasan Pabean tempat pernuatan atau pemuatan 
Harang Ekspor di tempat Iain, serta pengawasan pengeluaran 
Barang Ekspor di Ternpat Penimbunan Berikat. 



BAB 11 

PEMBERITJ\HU AN EKSPOR BARANG 

Pasal 2 

(1) Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke 
Kantor Pabean pcmuatan dengan menggunakan PEB. 

(2) Kewajiban memberitahukan PEB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berlaku juga terhadap ekspor: 

a. barang yang pada saat impornya telah diberitahukan 
sebagai barang impor sementara; 

b. barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat 
impornya dapat diperlakukan sebagai barang 1mpor 
kembali; atau 

C. barang yang dikenakan Bea 
pengecualian pengenaan Bea 
peraturan perundang-und.angan. 

Keluar melebihi batas 
Keluar sesuai d.engan 

(3) PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Eksportir 
berdasarkan dokumen pelengkap pabean, berupa invoice, 
packing lisl, dan dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai 
pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor. · 

(4) Pengurusan PEB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sendiri oleh Eksportir atau dikuasakan kepada PPJK. 

(5) Kewajiban untuk memberitahukan PEB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku a tas ekspor berupa: 

a. barang pribadi penumpang; 

b. barang awak sarana pengangkut; 

c. barang pclintas batas; atau 

d. barang kiriman 1Ttelalui pos dengan berat tidak melebihi 
100 (scratus) kilogram. 

Pasal 3 

Dalarn hal ekspor barang dikenakan Bea Keluar, ketentuan 
mengenai pengecualian men) ampaikan pemberitahuan pabean 
yang digunakan untuk rnemberitahukan ekspor barang 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mengikuti ketentuan 
perundang-undangan mengenai Bea I<eluar. 

Pasal 4 

(1) Ekspor barang kiriman melalui pos dengan berat melebihi 100 
(sera tus) kilogram untuk setiap pengirim barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, harus diberitahukan 
dala m 1 (sc1tu) PEB. 



(2) Pengirim barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
bertindak sebagai Eksportir dan penyelenggara pos bertindak 
sebagai PPJK. 

Pasal 5 

(1) Ekspor barang kirirn.an dapat diberitahukan dalam 1 (satu) PEB 
oleh PJT untuk beberapa pengirim barang, dengan ketentuan: 

a. PJT bertindak sebagai Eksportir; dan 

b. PJT wajib rnengisi lembar lanjutan khusus PJT pada PEB. 

(2) PJT yang tidak mernenuhi kewajiban mengisi lembar lanjutan 
khusus PJT pada PEB scbagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, atas PEB berikutnya tidak dilayani sarnpai dengan PJT 
menyelesaikan kewajibannya. 

(3) Dalam hal ckspor barang kirirnan melalui PJT diberitahukan 
d.alam 1 (satu) PEB untuk setiap pengirim barang, pengirim 
barang bertindak sebagai Eksportir dan PJT bertindak sebagai 
PPJK. 

Pasal 6 

Ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, nomor 
dan tanggal dokurnen pelindung pengangkutan dari pabrik atau 
tempat penyimpanan ke pelabuhan pernuatan (CK-5) harus 
dicantumkan pada PEB. 

Pasal 7 

(1) Eksportir atau PPJK menyampaikan .PEB ke Kantor Pabean 
pcrnuatan: 

a. paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan 
ekspor; dan 

b. paling lmnbat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan 
Pabean tempat pemuatan. 

(2) /\.tas ekspor barang curah, Eksportir atau PPJK dapat 
menyampaikan PEB sebelurn keberangkatan sarana 
pengangku t. 

Pasal 8 

(1) PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalarn 
bentuk tulisan di atas formulir. 

(2) Pada Kantor Pabean pemuatan 1 ang dalam sis tern pelayanan 
kepabeanannya rnenggunakan sistem PDE kepabeanan, 
Eksportir atau PPJK menyampaikan PEB dengan rnenggunakan 
sistem PDE kepabeanan. 

(3) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalarn sistem pelayanan 
kepabeanannya tidak menggunakan sistem PDE kepabeanan, 



Eksportir atau PPJK menyampaikan PEB dengan menggunakan 
Media Penyimpan Data Elektronik a tau tulisan di atas formulir. 

(4) PEB atas Barang Ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan 
dan/ atau fosilitas Pengernbalian, d isampaikan oleh Eksportir 
atau PPJK ke Kantor Pabean pernuatan dengan menggunakan 
sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Data 
Elektronik. 

(5) PEI3 a tas I3arang Ekspor dengan kategori ekspor khusus 
berupa: 

a. barang pindahan; 

b. barang perwakilan negara asing atau badan internasional; 

c. barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, 
pendidikan, kebudayaan, olah raga atau bencana alam; 

d. barang cinderamata; 

e. barang contoh; dan/ a tau 

f. barang keperluan penelitian, 

dapat disampaikan oleh Eksportir dengan menggunakan 
tulisan di atas formulir. 

(6) FEB a tas Barang Ekspor dengan kategori ekspor khusus berupa 
barang kiriman disampaikan oleh Eksportir dengan ketentuan: 

a. Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE 
kepabeanan, penyampaian PEB menggunakan sistem PDE 
kepabeanan; atau 

b. Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeanannya tid_ak menggunakan sistem PDE 
kepabeanan, penyampaian PEB menggunakan Media 
Penyimpan Data Elektronik atau tulisan di a tas formulir. 

Pasal 9 

(1) Eksportir wajib memenuhi ke tentuan larangan dan/ atau 
pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. 

(2) Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/ a tau 
pembatasan sebagaimana Jimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh: 

a. portal Indonesia N(l tio11al Single Vv'indow (INSW); 

b. Sis tern Komputer Pelayanan; dan/ atau 

c. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 
larangan dan pembatasan. 

(3) PEB dilayani setelah ketentuan larangan dan/ a tau pembatasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi. 



Pasal 10 

(1) Barang Ekspor meliputi Barang Ekspor yang berada di sarana 
pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain. 

(2) Harang yang diberitahukan dengan PEB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana 
pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, 
dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai Barang 
Ekspor. 

(3) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar 
daerah pabean atau sarana pengangkut yang akan berangkat ke 
tempat lain dalmn daerah pabean yang mengangkut Barang 
Ekspor. 

BAB III 

PEMBAYARAN BEA KELUAR 

Pasal 11 

(1) Terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, 
pembayaran Bea Keluar dilakukan paling lambat pada saat PEB 
atau pemberitahuan pabean ekspor lainnya didaftarkan ke 
Kantor Pabean. 

(2) Pembayaran Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penghitungannya dilakukan sendiri oleh Eksportir. 

(3) Pengenaan dan pembayaran Bea Keluar, mengikuti ketentuan 
perundang-undangan mengenai Bea Keluar. 

Bf\BIV 

PEMERIKSA/\.N PABEAN 

Bagian Pertama 
Penelitian Dokumen 

Pasal 12 

(1) Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB atau 
pemberitahuan pabean lainnya dilakukan penelitian dokumen 
setelah d okumen pemberitahuan disampaikan. 

(2) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 
kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan dan 
telah menerapkan secara pen.uh sistem lNSW, dilakukan: 

a. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/ atau 
pembatasan oleh portal INSW; 



b. penelitian oleh Sistem Kom-Puter Pelayanan meliputi: 

1. ad.a atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima 
permohonan rcgistrasi kepabeanan; 

2. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan 
rcgistrasi kcpabeanan mengikuti ketentuan perundang­
uncfangan mengenai registrasi kepabeanan; 

3. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan 
oleh PPJI<; 

4. ada atau tidaknya pernblokiran Eksportir/PPJK; 

5. kelengkapan pengisian data PEB; dan/ a tau 

6. pcmbayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 

dikenakan Bea Keluar; 

c. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian NIK, dalam hal hasil penelitian oleh Sistem 
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda terima 
permohonan regish·asi kepabeanan tidak ada dan 
memerlukan penelitian lebih lanjut; dan 

d. penelitian oleh Pejabat Bea clan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/ a tau pernbatasan, dalarn 
hal hasil penelitian portal INSW sebagairnana dirnaksud 
pada huruf a mernerlukan penelitian lebih lanjut. 

(3) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalarn sistern pelayanan 
kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan tetapi 
bclum menerapkan secara penuh sistem INSW, dilakukan: 

a. penelitian oleh Sistem Kon-lputer Pelay<1nan meliputi: 

1. penelitian pemenuhan keten tuan larangan dan/ atau 
pembatasan; 

2. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terirna 
pcrmohonan registrasi kepabeanan; 

3. pemenuhan ketentuan pengecualian rnelakukan 
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang­
undangan mengenai registrasi kepabeanan; 

4. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalarn hal PEB diajukan 
oleh PPJK; 

5. ad.a atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

6. kelengkapan pengisian data PEB; dan/ a tau 

7. pembayaran Bea Keluar, dalarn hal Barang Ekspor 
dikenakan Bea Keluar; 

b. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang rnenangani 
penelitian NIK, dalarn hal hasil penelitian oleh Sistern 
Komputer Pelayanan sebagaimana clirnaksud pada huruf a 
butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda terirna 



permohonan regis trasi kepabeanan tidak ada dan 
memcrl ukan penelitian lebih Ian.jut; dan 

c. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/ a tau pembatasan, dalam 
hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 memcrlukan 
penelitian lebih lanjut. 

(4) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 
kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan 
Data Elektronik dan telah menerapkan secara penuh sistem 
INSW, dilakukan: 

a. penelitian oleh Pejaba t Bea dan Cukai penerima dokumen 
meliputi: 

1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean; 

2. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: 

a) dokumen pelengkap pa bean; dan/ a tau 

b) bukti pcmbayaran Bea Keluar, dalam hal Barang 
Ekspor dikenakan Bea Keluar; 

b. penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan meliputi: 

1. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau 
pembatasan berdasarkan data yang diterima dari portal 
INSW; 

2. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima 
permohonan registrasi kepabeanan; 

3. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan 
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang­
undangan mengenai registrasi kepa beanan; 

4. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan 
oleh PPJK; 

5. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

6. kelengkapan pengisian data PEB; dan/ atau 

7. pembayaran Bea J<eluar, dalam hal Barang Ekspor 
dikenakan Bea Keluar; 

c. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian NIK, dalam hal hasil penelitian oleh Sistem 
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda terirna 
permohonan registrasi kepabeanan tidak ada dan 
memerlukan penelitian lebih lanjut; dan 

d. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cuka.i yang menangani 
penelitian barang larangan dan/ a tau pembatasan, dalam 
hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan 
scbagai1rn:ma dimaksud pada huruf b butir 1 memerlukan 
penelitian lebih lanjut. 



(5) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalam sistem pelayanan 
kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan 
Data Elektronik tetapi belum menerapkan secara penuh sistem 
INSW, dilakukan: 

a. peneliticm oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen 
meliputi: 

1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean; 

2. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: 

a) dokumen pelengkap pabean; dan/ a tau 

b) bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang 
Ekspor dikenakan Bea Keluar; 

b. penelitian oleh Sistem Kornputer Pelayanan meliputi: 

1. penelitian pernenuhan ketentuan larangan dan/ a tau 
pernba tasan; 

2. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima 
permohonan registrasi kepabcanan; 

3. pernenuhan ketentuan pengecualian melakukan 
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang­
undangan mengenai registrasi kepabeanan; 

4. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan 
oleh PPJK; 

5. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

6. kelengkapan pengisian data PEB; dan / atau 

7. pernbayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 
dikenakan Bea Keluar; 

c. penelitian oleh Pejabat Bea clan Cukai yang m enangani 
penelitian NIK, dalarn hal hasil penelitian oleh Sistem 
Kompuh~r Pelayanan sebagaimana dirnaksud pada huruf b 
butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda terima 
pennohonan registrasi kepabeanan tidak ada dan 
m emerlukan penelitian lebih lanjut; dan 

d . penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
peneli tian barang larangan dan/ atau pembatasan, dalam 
hal hasil penelitian Sistem · Komputer Pelayanan 
sebagaimana dirnaksud pada huruf b butir 1 memerlukan 
penelitian lebih lanjut. 

(6) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalarn sistem pelayanan 
kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk tulisan di a tas 
formulir, penelitian d okumen dilakukan oleh: 

a. Pejaba t Bea dan Cukai penerima dokumen rneliputi: 

1. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima 
permohonan registrasi kepabcanan; 



2. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan 
registrasi kepabeanan rnengikuti ketentuan perundang­
undangzm mengenai registrasi kepabeanan; 

3. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalarn hal PEB diajukan 
oleh PPJK; 

4. ada a tau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

5. kelengkapan dokumen pelengkap; dan/ atau 

6. kescsuaian antara pengisian data PEB dengan: 

a) dokumcn pelengkap pa bean; dan / a tau 

b) bukti pernbayaran Bea Keluar, dalarn hal Barang 
Ekspor d ikenakan Bea Keluar; 

b. Pejabat Bea dan Cukai yang rnenangani penelitian NIK, 
dalarn hal hasil penelitian sebagairnana dirnaksud pada 
huruf a butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda 
terim a permohonan registrasi kepabeanan tidak ada dan 
mernerlukan penelitian lebih lanjut; dan 

c. Pejabat Bea dan Cukai yang rnenangani penelitian barang 
larangan dan/ a tau pembatasan terhadap kelengkapan 
dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. 

Pasal 13 

(1) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalarn sistern pelayanan 
kepabeanannya rnenggunakan sistern PDE kepabeanan, dalarn 
hal penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan: 

a. tidak lengkap dan/ a tau tidak sesuai, diterbitkan respon 
NPP; 

b. lengkap dan sesuai, tetapi terrnasuk barang yang dilarang 
atau dibatasi ekspornya dan persyaratan ekspornya belum 
dipenuhi, diterbitkan respon NPPD; 

c. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang 
dilarang atau dibatasi ekspornya, atau terrnasuk barang 
yang dilarang a tau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan 
ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak 
dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nornor dan tanggal 
pendaftaran dan diterbitkan respon NPE; atau 

d. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang 
dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang 
yang diln rang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan 
ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor d ilakukan 
perneriksc1an fisik, PEB diberi nomor dan tanggal 
pencfaftaran dan diterbitkan respon PPB. 

(2) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalam sistem pelayanan 
kepabeannya melayc1ni PEB dalam bentuk Media Penyimpanan 
Data Elektronik a tau tulisan di atas formulir, dalam hal 
penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan: 



a. tidak lengkap dan/ a tau tidak sesuai, PEB dikembalikan 
kepada Eksportir disertai NPP; 

b. lengkap dan sesuai, tetapi tennasuk barang yang dilarang 
atau dibatasi ekspornya dan pcrsyaratan ekspornya belum 
dipenuhi, diterbitkan NPPD; 

c. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang 
dilarang a tau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan 
ekspornya telah dipenuhi, dan Harang Ekspor tidak 
dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal 
pendaftaran clan diterbitkan NPE; atau 

d. lengkap clan sesuai, dan tidak termasuk barang yang 
dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan 
ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan 
pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal 
pendaftaran dan diterbitkan PPB. 

(3) Dalarn hal diterbitkan NPPD sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) huruf b dan a1 at (2) huruf b, dokumen pelengkap pabean 
yang dipersyaratkan oleh instansi teknis sebagaimana 
tcrcantum dalam NPPD harus discrahkan Eksportir kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang rnenangani barang larangan 
dan/ atau pembatasan sebelum Barang Ekspor dirnasukkan ke 
Kawasan Pabean. 

(4) Penyerahan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan 
oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
dilakukan setelah Barang Ekspor dimasukkan ke Kawasan 
Pabean dalam hal: 

a. dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor; 

b. Barang Ekspor lebih dari 5 (lirna) peti kemas; dan 

c. telah mendapat izin Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea 
dan Cukai yang ditunjuk. 

(5) Terhadap hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d clan ayat (2) huruf d yang mernerlukan laporan 
surveyor, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan 
diterbitkan PPB sebelum laporan surveyor dipenuhi. 

(6) Dalam hal dokumen pelengkap pabean yang tercantum dalam 
NPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat 
(2) huruf b tidak dipenuhi oleh Eksportir dalam jangka waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan NPPD, 
diterbitkan NPP. 

(7) Dokumen pelengkap pabean berupa laporan surveyor, dapat 
disarnpaikan melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6). 

(8) NPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan ayat (2) 
huruf c, dicetak sesuai peruntukannya sebagai berikut: 

a. 1 (satu) lembar untuk Eksportir; 



b. 1 (satu) lembar untuk pengusaha TPS; 

c. 1 (satu) lembar untuk pengangkut; dan 

d. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean. 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor 

Pasal 14 

(1) Terhadap Barang Ekspor dapa t d ilakukan pemeriksaan fisik. 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan terhadap: 

a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali; 

b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukai1 untuk 
diekspor kernbali; 

c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan 
dan/ a tau fasilitas Pengembalian; 

d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar; 

e. Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat 
Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat 
akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran 
tcrhadap ketentuan perundang-undangan di bidang 
perpajakan; atau 

f. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis a tas 
informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan 
menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi 
pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan 
perundang-undangan. 

(3) Perneriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilakukan secara selektif berdasarkan 
analisis manajemen risiko. 

(4) Selektifitas perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dilakukan dengan ketentuan: 

a. Perusahaan dengan kategori risiko rendah, tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik; 

b. Perusahaan dengan kategori risiko menengah, dilakukan 
pemeriksaan fisik dalam hal kornoditas ekspor memiliki 
tingkat resiko tinggi; 

c. Perusahaan dengan kategori risiko tinggi, dilakukan 
pemeriksaan fisik. 

(5) Terhadap Barang Ekspor yang mendapat perlakuan khusus 
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan analisis 
manajemen risiko. 



Pasal 15 

(1) Pemeriksaan fisik, dapat dilaksanakan di: 

a. Kawasan Pabean di tcmpat pemuatan, tempat penimbunan 
sementara, tempat penimbunan pabean atau tempat 
penimbunan berikat; 

b. gudang Eksportir; atau 

c. tempat lain yang digunakan Eksportir untuk menyimpan 
Barang Ekspor dengan izin Kepala Kantor Pabean. 

(2) Pemeriksaan fisik yang dilaksanakan di gudang Eksportir 
sebagaimana dimaksud pada c1yat (1) huruf b atau tempat lain 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan 
pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas atau 
kemasan barang. 

Pasal 16 

(1) Pemeriksaan fisik dilakukan atas scluruh partai barang. 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap Barang Ekspor sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf.a, huruf b, huruf d, huruf e, dan 
huruf £. 

Pasal 17 

(1) Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya 
ke sarana pengangkut melalui pipa atau ban berjalan (conveyor 
belt), dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan 
hasil pengukuran alat ukur dibaw ah pengawasan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

(2) Dalam ha! saluran pipa, ban berjalan (conveyor belt) atau 
jaringan transmisi langsung menuju ke luar daerah pabean, 
perneriksaan fisik Barang Ekspor didasarkan pada hasil 
pengukuran diternpat pengukuran terakhir di dalam daerah 
pabean. 

Pasal 18 

(1) Pemeriksaan fisik barang terhadap Barang Ekspor yang 
dikcnakan Bea Keluar, rneliputi: 

a. pemeriksaan jumlah tanpa pemeriksaan jenis barang; 

b. perneriksaan jurnlah dan dapat dilakukan perneriksaan 
jenis barang; atau 

c. pemeriksaan jumlah dan jenis barang. 

(2) Perneriksaan jurnlah tanpa perneriksaan jenis barang dilakukan 
dalam hal pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh surveyor 
yang ditunjuk oleh pemerintah. 



(3) Pemeriksaan jurnlah dan jenis barang dilakukan dalam hal: 

a. tidak dibkukan pemeriksaan fisik barang oleh surveyor; 

b. perneriksaan jenis barang yang dilakukan oleh surveyor 
mernerlukan penelitian lebih lanjut untuk identifikasi jenis 
dan/ a tau spesifikasi (kadar) barang, misalnya: 

1. hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana 
pengangkut rnenunjukkan spesifikasi (kadar) lebih 
rendah dari hasil pemeriksaan pada 
penumpukan/ penyimpanan barang. 

2. dalarn hal diberitahukan Barang Ekspor berupa produk 
mineral hasil pengolahan dengan batasan terendah, 
misalnya konsentrat tembaga dengan kadar 
15%:::;Cu:::;20%; dan/ atau 

c. terdapat inforrnasi, bukti atau data pendukung lainnya 
yang menunjukan adanya indikasi kuat terjadi kesalahan 
pernberitahuan jenis dan/ a tau spesifikasi barang. 

(4) Pern.eriksaan jenis barang sebagairnana pada ayat (3) huruf a 
dan b tidak dilakukan dalarn hal: 

a. jenis barang pada PEB diberitahukan dengan tingkatan 
(layer) harga ekspor tertinggi untuk jenis barang dan pos 
tarif yang sama, kecuali untuk jenis barang konsentrat besi 
(gutit/laterit); dan/ a tau 

b. hanya rnemiliki satu tingkatan harga ekspor dan pos tarif 
dalarn satu tingkatan (layer), yaitu biji kakao. 

Pasal 19 

(1) Pejabat Pemcriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan fisik 
barang di lernbar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB 
dan/ a tau merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke Sistem 
Komputer Pelayanan. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah 
dan/ a tau jenis barang sesuai: 

a. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan NPE, dalam hal 
Ba.rang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi 
tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi; 

b. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB dan hasil 
pemcriksaan fisik barang serta dokumen pelengkap pabean 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE 
setelah semua persyaratan ekspor dipenuhi, dalam hal 
Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi yang memerlukan laporan surveyor; 

c. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian 
perhitungan Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 
dikenakan Bea I<eluar. 



(3) Dalarn hal hasil pemeriksaan fis ik barang kedapatan jumlah 
d an/ a tau jenis barang tidak sesuai, terhadap: 

a. Barang Ekspor yang akan diimpor kcrnbali, Pejabat 
Perneriksa Dokurnen m enerbitkan nota pembetulan; 

b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk 
diekspor kernbali, Pejabat Pemeriksa Dokurnen 
rnenerbitkan nota pembetulan d.an rnenyerahkan dokurnen 
ekspor yang di dalarnnya sudah d icanturnkan hasil 
perneriksaan fisik barang dengan dilarnpiri nota 
pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang rnenangani 
administrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian 
lebih lanjut; 

c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas Pembebasan 
dan/ a tau fasilitas Pengembalian, Pejabat Pemeriksa 
Dokum_en menerbitkan nota pembetulan d.an menyerahkan 
dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan 
hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri nota pembetulan 
kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih 
lanjut; 

d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, Pejabat 
Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen ekspor yang 
di dalamnya sudah dicantumkan hasil perneriksaan fisik 
kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih 
lanjut; dan/ a tau 

e. Harang Ekspor yang termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen ekspor yang di dalamnya sud.ah dicantumkan 
hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk 
dilakukan pcnelitian lebih lanjut. 

(4) NPE diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen atas Barang 
Ekspor sebagaimana dimaksud pada: 

a . ayat (3) huruf a, setelah dibkukan pembetulan PEB; 

b. ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, 
dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan 
administrasi sepanjang tidak terdapat bukti 
indikasi tindak pidana. 

setelah 
sanksi 

adanya 

(5) Untuk mendapatkan keakura tan identifikasi Barang Ekspor, 
Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat melakukan uji laboratorium. 

(6) Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagairnana dimaksud 
pada ayat (5), Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan 
NPE setelah diterbitkannya hasil u ji laboratorium. 

(7) Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dapat diterbitkan 
NPE tanpa harus menunggu : 

a. hasil perneriksaan fisik barang yang dilakukan melalui: 

1. pengujian labora torium Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai; atau 



2. pengujian di laboratorium yang disepakati oleh Pejabat 
Bea dan Cukai dan Eksportir, dalam hal tidak dapat 
dilakukan pengupan di laboratorium Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, atau 

b. hasil pemeriksaan pada saat pernuatan ke sarana 
pengangkut yang dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk 
oleh pernerin tah. 

(8) Dalarn hal hasil uji labora toriurn sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dan ayat (7) kedapatan sesuai, Pejabat Perneriksa 
Dokumen menyerahkan dokumen ekspor dilarnpiri dengan 
hasil uji laboratoriurn kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani distribusi dokumen. 

(9) Dalarn hal hasil uji laboratorium: 

a. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kedapatan tidak 
sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota 
pembetulan. 

b. sebagairnana dimaksud pada ayat (7) kedapatan tidak 
sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokurnen melakukan penetapan 
penghitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK. 

Pasal 20 

Tata kerja penyan,paian PEB dan pemeriksaan pabean sebagairnana 
ditetapkan dalarn Lampiran 1 yang rnerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BABV 

KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN BARANG EKSPOR 

Bagian Pertama 
Konsolidasi Barang Ekspor 

Pasal 21 

(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan konsolidasi. 

(2) Dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, 
pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan sebelurn Barang 
Ekspor dikonsolidasikan. 

(3) I<egiatan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pihak yang 1T1elakukan konsolidasi, terdiri dari: 

a. Konsolidator yang telah mendapat persetujuan sebagai 
pihak yang melakukan Konsolidasi Barang Ekspor dari 
Kepala Kantor Pabean; 

b. Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang 
ekspornya; atau 



c. Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding 
company). 

Pasal 22 

(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Konsolidator 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, 
pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor 
Pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 
Contoh 3.13 Lampiran X.lll yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Persctujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dalam hal pengusaha telah memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

b. menyediakan ruang kerja untuk Pejabat Pemeriksa Barang 
dan Petugas Dinas Luar; 

C. 
. . 

mempunyai pegawai yang 
yang diterbitkan Badan 
Keuangan (BPPK); dan 

bersertifikat ahli kepabeanan 
Pendidikan dan Pelatihan 

d. mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing. 

Pasal 23 

(1) Untuk rnelakukan KonsoJidasi Barang Ekspor dalam satu 
kelompok perusahaan, harus ditunjuk Eksportir yang 
bertanggung jawab atas Konsolidasi Barang Ekspor dari 
kelompok perusahaan yang melakukan konsolidasi barang 
ekspornya. 

(2) Eksportir yang bertanggung jawab atas Konsolidasi Barang 
Ekspor sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberitahukan kepada Kantor Pa bean pemuatan tentang: 

a. perusahaan-perusahaan yang barang ekspornya akan 
dikonsolidasikan; dan/ a tau 

b . perubahan atas data pcrusahaan-pcrusahaan yang barang 
ekspornya akan dikonsolidasikan. 

(3) Pernberitahuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
contoh format sebagainrnna ditetapkan dalam Contoh 3.A 
Lampiran Xlll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 24 

(1) Pihak yang melakukan Konsolidasi Barang Ekspor 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (3) hams 
rncrnberitahukan konsolidasi barang ekspornya dalam PKBE 
dan menyarnpaikannya ke Kantor Pabean pemuatan. 



(2) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalam sistern pelayanan 
kepabeanann1 a menggunakan sistern PDE kepabeanan, 
penyarnpaian PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan rnenggunakan sistem PDE kepabeanan. 

(3) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalam sistem pelayanan 
kepabeanannya tidak menggunakan sistem PDE kepabeanan, 
penyarnpaian PKBE sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan tulisan di atas formulir. 

(4) PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sesuai 
peruntukannya sebagai berikut: 

a. 1 (satu) kmbar untuk masing-masing Eksportir; 

b. 1 (satu) lernbar untuk pihak yang melakukan konsolidasi; 

c. 1 (satu) Jembar untuk pengusaha TPS; 

d. 1 (satu) lcrnbar untuk pcngangkut; 

e. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean pemuatan; dan 

£. satu lembar untuk Petugas Pengawasan Stuffing. 

(5) Basil cetak data PKBE yang telah mendapatkan nomor dan 
tanggal pendaftaran digunakan sebagai dokumen pemasukan 
Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan dan 
pemuatan ke saran.a pengangkut. 

(6) Dalam hal Eksportir telah menyampaikan PEB di Kantor 
Pabean pemuatan, pengangkutan Barang Ekspor dari gudang 
Eksportir ke tempat konsolidasi menggunakan NPE, atau PPB 
beserta PEB. 

Pasal 25 

Tata kerja pendaftaran Konsolidator dan Konsolidasi Barang 
Ekspor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang 
n1erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
J ender al ini. 

Bagian Kedua 
Penggabungan Barang Ekspor Yang Mendapat Fasilitas 

Pembebasan Dan/ Atau Fasilitas Pengembalian 

Pasal 26 

(1) Eksportir yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/ atau 
fasilitas Pengembalian dapat melakukan ekspor barang 
gabungan dengan cara rnenggabungkan barang hasil 
produksinya dengan barang hasil produksi dari perusahaan 
lain yang mendapat fasilitas Pernbebasan clan/ atau fasilitas 
Pengembalian. 

(2) Perusahaan Pcngirim Barang membcritahukan barang yang 
akan diserahkannya kepada Perusahaan Penerirna Barang 
dengan rnenggunakan SSTB m1tuk keperluan penerbitan LPE. 



(3) SSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 
salah satu persyaratan dalam penerbitan LPE untuk 
Perusahaan Pengirim Barang dan Perusahaan Penerima Barang. 

(4) SSTB d.ibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya 
sebagai berikut: 

a. 1 (satu) lcmbar untuk Perusahaan Penerima Barang; 

b. 1 (satu) lcmbar untuk Perusahaan Pengirim Barang; dan 

c. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean tempat pemuatan. 

Pasal 27 

(1) Barang Ekspor Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) diberitahukan dalam 1 (satu) PEB oleh Perusahaan 
Penerima Barang sebagai Barang Ekspor dengan mengisi 
lembar lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan pada PEB. 

(2) Berdasarkan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor 
Pabean pemuatan menerbitkan LPE untuk masing-masing 
perusahaan yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/ atau 
fasilitas Pengembalian yang hasil produksinya digabungkan 
untuk dickspor sebagai Barang Ekspor Gabungan. 

(3) Tata kerja pelayanan Barang Ekspor Gabungan sebagaimana 
ditctapkan dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan Jari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BAB VI 

EKSPOR BAI-IAN BAKU ASAL IMPOR YANG MENDAPAT 
FASILITAS PEMBEBASAN 

Pasal 28 

(1) Ekspor bahan baku asal impor yang mendapat fasilitas 
Pembebasan tanpa melalui proses pengolahan, dapat dilakukan 
sctelah Eksportir mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor 
Pabean pernuatan. 

(2) Ekspor bahan baku asal impor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan PEB dan 
diterbitkan LPE. 

(3) Realisasi ekspor bahan baku asal impor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak boleh melebihi pcriode pembebasan yang 
tercantum dalam Nomor Induk Perusahaan (NIPER). 

(4) Pcrsetujuan Kepala Kantor Pabean pemuatan sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Eksportir d.engan 
mengajukan permohonan yang m emuat alasan dilakukannya 
ekspor dan disertai keterangan mengenai: 

a . nama, alamat penerima/ pembeli, dan negara tujuan; 

b. nomor dan tanggal pemberitahuan impor barang; dan 



c. jurnlah clan jenis barang serta nomor pos tarif barang yang 
diekspor. 

(5) Permohonan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) harus 
dilarnpiri dengan dokurnen impor bcrupa copy pemberitahuan 
impor barang yang ditandasahkan olch Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani distribusi dokumen, invoice, packing list, 
surat tanda terima jaminan dan surat keputusan penerbitan 
Nomor Induk Perusahaan (NIPER) . 

(6) Ekspor bahan baku asal impor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku ketentuan: 

a. Jenis barang harus sesuai dengan yang diberitahukan pada 
pemberitahuan impor barang; dan 

b. Jumlah barang yang diajukan dalam permohonan tidak 
rnelebihi jumlah barang yang diberitahukan pada 
pemberitahuan impor barang. 

(7) Terhadap Barang Ekspor scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan pcmeriksaan fisik barang. 

(8) Dalam hal pemeriksaan fisik barang kedapatan barang yang 
diekspor berbeda dengan persetujuan yang diterbitkan oleh 
Kepala Kan tor Pabean pemuatan, Pejabat Pemeriksa Dokumen 
menyerahkan kepada Unit Pengawasan di" Kantor Pabean 
pemuatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

(9) Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak 
diperlakukan sebagai barang yang mendapat fasili tas 
Pembebasan dan tidak diterbitkan LPE. 

BAB VII 

PENG AW ASAN STUFFING 

Pasal 29 

(1) Pengawasan stuffing dilaku kan terhadap : 

a. Barang Ekspor yang telah d ilakukan pemeriksaan fisik 
barang; 

b. Barang Ekspor dari TPB; atau 

c. Barang Ekspor konsolidasi, dalam hal terdapat 

1. Barang Ekspor dari TPB; 

2. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas Pernbebasan 
dan/ a tau fasilitas Pengembalian; 

3. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali; atau 

4. Barang Ekspor kembali (re-ekspor) atau barang yang 
pada saat irnpornya ditujukan untuk diekspor kernbali. 



(2) Terhadap Barang Ekspor konsolidasi selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pengawasan 
stuffing berdasarkan perintah tertulis Kepala Kantor Pabean. 

(3) Pengawasan stuffing terhadap Barang Ekspor konsolidasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan 
Petugas Pengawasan Stuffing berdasarkan PKBE yang sudah 
dilengkapi dengan PEB dan NPE. 

(4) Pctugas Pengawasan Stuffing mcmberikan catatan dan tanda 
tangan pada kolom catatan pengawasan stuffing di: 

a. NPE; dan 

b. PKBE, dalam hal dilakukan Konsolidasi Barang Ekspor. 

B.\B VIII 

PEMASUKAN BARANG EKSPOR 
KE Ki\ W J\SAN PA BEAN TEMP AT PEMU AT AN 

Pasal 30 

(1) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat 
pemuatan di pelabuhan muat atau Tempat Muat Ekspor, 
dilakukan dengan menggunakan~ 

a. NPE; 

b. permohonan pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan 
Pabean tempat pemuatan yang telah diberikan catatan 
persetujmm oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan atau 
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal telah 
dilakukan pemeriksaan fisik barnng namun persyaratan 
ekspor bcrupa laporan sun eyor belum dipenuhi; 

c. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik 
barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan; 

d. PKBE dc1n NPE, dalam hal barang ekspor merupakan 
barang konsolidasi; 

e. permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah 
diberikan catatan persetujuan rnuat oleh Kepala Kantor 
Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur 
ekspor barang curah; atau 

f. PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalarn hal terjadi 
penggantian peti kernas a tau kemasan barang yang 
dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk 
dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan 
sernula. 

(2) Dalam hal Barang Ekspor ditimbun di TPS dalam Kawasan 
pabean tcrnpat pemuatan, NPE, PEB, dan PPB atau PKBE 
disampaikan oleh pihak yang rnelakukan konsolidasi kepada 
pengusaha TPS sebagai pernberitahuan bahwa penimbunan 



Barang Ekspor di TPS tclah rnendapat persetujuan Pejabat 
Perneriksa Dokurnen di Kantor Pabean pernuatan. 

(3) Pengusaha TPS wajib mcnyarnpaikan realisasi penimbunan 
Barang Ekspor sebaga.irnana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Kepala Kantor Pabean pemuatan. 

(4) Dalam ha! Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa 
Dokumen di Kantor Pabean pemuatan menyam paikan fotokopi 
NPE yang sudah ditandatangani Petugas Dinas Luar yang 
mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan 
ke Kantor Pa bean yang mengawasi TPB. 

Pasal 31 

(1) Dal am hal Barang Ekspor lebih dari 5 (Iima) peti kemas dan 
terhadap Harang Ekspor dipersyaratkan laporan surveyor, atas 
sebagian peti kcmas dapat dimasukkan ke Kawasan Pa.bean 
tempat pemuatan sebelum diterbitkan laporan surveyor. 

(2) Untuk dapat memasukkan sebagian peti kemas ke Kawasan 
Pabean tempat pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Eksportir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor 
Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang d itunjuk sesuai contoh 
format sebagairnana ditetapkan dalam Contoh 3.G Lampiran 
Xlll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

(3) Pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat 
pemuatan sebagairnana dim aksud pada ayat (1) dilakukan 
se telah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 
Bea d.an Cukai yang ditunjuk d.an telah mendapat keterangan 
tertulis dari surveyor tentang telah selesainya pemeriksaan atas 
Barang Ekspor yang akan dimasukkan ke Kawasan Pabean 
ternpat pemuatan. 

(4) Pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat 
pernuatan scbagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan rnenggunakan PEB, NPPD, izin Kepala Kantor Pabean 
atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dan keterangan 
tertulis dari surveyor. 

(5) Dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
ditirnbun di TPS dalam Kawasan Pabean tempat pemuatan, 
dokumen pernasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disam paikan oleh Eksportir kepada pengusaha TPS sebagai 
pemberitahuan bahwa penimbunan Barang Ekspor di TPS telah 
mendapat persetujuan dari Kepala Kantor pemuatan atau 
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. 

Pasal 32 

Tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat 
pemuatan ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Pera turan Direktur J enderal ini. 



BAB IX 
PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI 

Bagian Pertarna 
Pernuatan Barang Ekspor 

Pasal 33 

(1) Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan 
setelah rnend.apat persetujuan, d.engan rnenggunakan: 

a. NPE; 

b. PKBE d.an NPE, dalarn hal Barang Ekspor rnerupakan 
barang konsolidasi; atau 

c. perrnohonan pernuatan ekspor barang curah yang telah 
diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor 
Pabean pemuatan, dalarn hal menggunakan prosedur 
ekspor barang curah. 

(2) NPE, PKBE dan NPE atau permohonan pemuatan ekspor 
barang curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disarnpaikan Eksportir atau Konsolidator kepada pengangkut 
scbagai pemberitahuan bahwa pemuatan Barang Ekspor ke 
sarana pengangkut telah mendapat persetujuan Pejabat 
Pemeriksa Dokumen atau Kepala Kantor Pabean pemuatan. 

(3) Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan di 
Kawasan Pabean tempat pemuatan atau dalarn keadaan 
tertentu dapat dilakukan di tempat lain atas izin Kepala Kantor 
Pabean pernuatan. 

(4) Pernuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut ditangguhkan 
pelaksanaannya, dalam hal Barang Ekspor dikenakan NHL 

(5) Tata kerja pemuatan ekspor barang curah sebagaimana 
ditetapkan cfalam Lampirc1n V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kedua 
Rekonsiliasi 

Pasal 34 

(1) Terhadap PEB yang telah disarnpaikan ke Kantor Pabean 
pcmuatan dilakukan rekonsiliasi dengan outward manifest 
yang telah d idaftarkan di Kantor Pa bean pemuatan. 

(2) Rekonsiliasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan m encocokkan bebcrapa elemen data, yaitu: 

a . nomor cfon tanggal PEB; dan 

b. nomor dan jumlah peti kemas da1am hal m enggunakan peti 
kemas ata u jumlah kemasan dalarn hal tidak menggunakan 
peti kemas. 



(3) Rekonsiliasi terhadap FEB yang diajukan oleh perusahaan 
penerima fasilitas Pembebasan dan/ a tau fasil itas Pengembalian, 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. terhadap PEB yang diajukan oleh perusahaan dengan 
kategori risiko rendah dan rnenengah, ke·giatan rekonsiliasi 
dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

b. terhadap PEB yang diajukan oleh perusahaan dengan 
kategori risiko tinggi, kegiatan rekonsiliasi dilakukan 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) dan dilengkapi 
dengan mencocokkan elernen data identitas Eksportir atau 
shipper. 

(4) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan 
kepabeanannya menggunakan sistern PDE kepabeanan atau 
Media Penyirnpan Data Elektronik untuk pelayanan ekspor 
dan manifes, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani manifes dengan menggunakan Sistern Komputer 
Pelayanan. 

(5) Pada Kantor Pabean pernuatan yang dalam sistem pelayanan 
kepabeanan ekspor dan manifes menggunakan tulisan di atas 
formulir, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani manifes. 

(6) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan aya t (3) tcrdapat elem.en data yang tidak cocok, Pejabat Bea 
dan Cukai yang rnenangani rnanifes melakukan penelitian lebih 
lanjut. 

(7) Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani manifes di Kantor Pabean pernuatan 
menyarnpaikcrn hasil rekonsiliasi ke Kantor Pabean yang 
rnengawasi TPB. 

(8) Tata kerja rekonsiliasi sebagairnana ditetapkan dalarn 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 35 

(1) Dalarn hal Barang Ekspor diangkut dengan sarana pengangkut 
dalam negeri yang bukan rnerupakan bagian dari Angkutan 
Multirnoda: 

a. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani rnanifes pada 
Kantor Pabean pem uatan di Pelabuhan Muat Ekspor 
melakukan rekonsiliasi antara NPE dengan outward manifest 
yang hasilnya dituangkan sesuai contoh format 
sebagaimana ditetapkan dalarn Contoh 3.F Lampiran Xlll 
yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jcnderal ini; 



b. Pcjabat Bea dan Cukai yang menangani manifes pada 
Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal 
melakukan rekonsiliasi dengan mencocokkan hasil 
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dengan PEI3 dan pemberitahuan daftar barang sesuai 
contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Contoh 3.E 
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Tata kerja pdayanan barang yang akan diekspor yang diangkut 
dengan sarana pengangkut laut dan/ a tau udara dalam negeri 
yang bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

13/\B X 

PEMBA'I'ALAN EKSPOR DAN PEMBETULAN DAT A PEB 

Bagian Pertama 
Pembatalan Data PEB 

Pasal 36 

(1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah 
mendapat nornor pendaftaran PEB, dapat dibatalkan ekspornya, 
kecuali terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan 
kepabeanan di bidang ekspor. 

(2) Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB. 

(3) Eksportir yang tidak rnelaporkan pembatalan ekspor atas 
barang yang telah diberitahukan dalam PEB atau melaporkan 
setelah rnelewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan. 

(4) Dalam hal pembatalan ckspor dilakukan oleh perusahaan 
penerima fasili tas kepabeanan, Peja ba t Bea dan Cukai di Kantor 
Pabean pernuatan menyampaikan data pembatalan ekspor 
kepada: 

a. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPB, untuk 
pcrusahaan penerima fasilitas TPB; 

b . Kantor Wilayah pcnerbit Nornor Induk Perusahaan 
(NIPER), untuk perusahaan penerima fasilitas Pembebasan 
dan/ a tau fasilitas Pengembalian. 



Pasal 37 

(1) Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan 
fisik, kecuali atas Barang Ekspor tersebut diterbitkan NHI atau 
dilakukan penegahan terhadap Barang Ekspor yang 
diberitahukan dalam FEB. 

(2) Dalam hal dilakukan hasil pemeriksaan fisik berdasarkan NHI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan jumlah 
dan/ a tau jenis barang: 

a. sesuai, pembatalan ekspor disetujui; atau 

b. tidak sesuai, dilakukan penclitian lebih Ian.ju t oleh Unit 
Pengawasan. 

(3) Tata kerja pembatalan PEB sebagairnana ditetapkan dalam 
Larnpiran VU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kedua 
Pembetulan Data FEB 

Pasal 38 

(1) Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah 
didaftarkan ke Kantor Pabean pemuatan dalam hal terjadi 
kesalahan. 

(2) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dila.kukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor 
Pabean pemuatan a tau Pejabat Pemeriksa Dokumen dan/ atau 
melalui Sistem Komputer Pelayanan. 

(3) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
d.isampaikan oleh Eksportir ke Kantor Fabean pemuatan 
dengan mcnggunakan FP-PEB. 

(4) Atas pcmbetulan data PEB tidak dilakukan pemeriksaan fisik 
barang, kecuali diterbitkan Nl-11 atau dilakukan penegahan 
terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB. 

(5) Dalam hal dilakukan pemcriksaan fisik barang sebagaimana 
dimaksud pc1da ayat ( 4) dan kedapatan jumlah dan/ a tau jenis 
barang: 

a. sesuai dengan PP-PEB, pernbetulan data PEB disetujui; atau 
b. tidak sesuai dengan PP-PEB, dilakukan penelitian lebih 

la.njut oleh Unit Pengawasan. 

Pasal 39 

(1) Fernbetulan data PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
mengenai jenis barang, jumlah barang, dan/ a tau nomor peti 
kemas, dapat dilayani sebelum barang dimasukkan ke 
Kawasan Pabean tempat pernuatan, kecuali untuk: 



a. Barang Ekspor yang tidak keseluruhan terangkut (short 
shipment), pembetulan data PEB dilakukan paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan 
sarana pengangkut; 

b. penjualan barang dan/ a tau makanan di a tas pesawat udara 
yang berangkat keluar daerah pabean, pembetulan data 
PEB dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal keberangkatan pesawat udara; atau 

c. ekspor barang curnh termasuk Migas dan BBM, 
pembetulan data PEB dilakukan paling lama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. 

(2) Dalam hal Barang Ekspor lebih cl.ari 1 (satu) peti kemas atau 
kemasan, pembetulan da ta PEB sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dapat dilayani sebelum seluruh Barang Ekspor 
dirnasukkan ke Kawasan Pabean ternpat pem uatan. 

(3) Pembetulan data PEB mengenai penggantian nama sarana 
pengangkut, nornor voyage/flighljnomor polisi, atau tanggal 
perkiraan ekspor, yang disebabkan oleh short shipment, dapat 
dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 
keberangkatan sarana pengangkut sernula. 

(4) Pen1betulan data PEB yang berupa data rnengenai jumlah 
barang atas Barang Ekspor yang diangkut dengan pesawat 
udara selain Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana 
pengangkut, sepanjang pembetulan data tersebut disebabkan 
karena adanya perbedaan data dalam PEB dengan hasil 
penimbangan yang dilakukan oleh pengangkut. 

(5) Pembetulan data PEB yang berupa data mengenai nilai Free on 
Board (FOB) dan jenis valuta clapat dilakukan paling lama: 

a. 45 ( em pat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal PEB 
didaftarkan atas ekspor Migas dan BBM; atau 

b. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal PEB didaftarkan 
atas ekspor selain Migas dan BBM. 

(6) Pembetulan data PEB selain pembetulan sebagaimana 
dimaksud pc1da ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dapat dilayani 
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat 
nomor pendaf tar an. 

(7) Tata kerja pembetulan data PEB sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran VIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari . 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 40 

(1) Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, Eksportir 
dapat melakukan perubahan data PEB se telah mendapat 
persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa 



Dokurnen sepanjang kcsalahan tersebu t terjadi karena 
kekhilafan yang nyc1ta. 

(2) Kckhilafan yang nyata sebagairnana dirnaksud pada ayat ·(1) 
yang tidak mengandung pcrsengke taan antara Pejabat Bea dan 
Cukai dengan pcngguna jasa kepabeanan, misalnya: 

a. kesalahan tu lis berupa kesalahan penulisan nama atau 
alamat; atau 

b. kesalahan hitung berupa kcsalahan perhitungan Bea Keluar. 

(3) Tata cara perubahan data PEB terhadap Barang Ekspor yang 
dikenakan Bea Keluar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang Bea Keluar. 

Pasal 41 

(1) Terhadap kesalahan data PEB mengenai nama Eksportir, 
idcntitas Eksportir, Kantor Pabean pemuatan tempat 
pendaftaran, jenis ekspor, kategori ekspor dan/ a tau jenis 
fasilitas yang diterima, tidak dapat dilakukan pembetulan. 

(2) Jenis ekspor sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
ekspor: 

a. biasa; 

b. akan diirnpor kernbali; atau 

c. re-ekspor. 

(3) Kategori ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
ekspor: 

a. umum; 

b. fasilitas Pernbebasan dan/ a tau fasilitas Pengembalian; 

c. khusus; atau 

d. 't'PB. 

(4) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan pembatalan PEB sepanjang Barang Ekspor belum 
dimuat ke sarana pengangkut. 

(5) Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa 
Dokumen rnemberikan persetujuan pembatalan sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (4) berdasarkan perrnohornm pembatalan 
PEB yang diajukan oleh Eksportir. 

(6) Terhadap Barang Ekspor yang telah dilakukan pembatalan PEB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Eksportir menyampaikan 
PEB yang baru sepanjang Barang Ekspor belum dimuat ke 
sarana pengangkut. 

(7) Dalarn hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, tata cara 
pembatalan PEB dilaksanakan scsuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan tentang Bea Keluar. 



Pasal 42 

(1) Dalarn hal Barang Ekspor telah dimasukkan ke Kawasan 
Pabean tempat pemuatan dan: 

a. terjadi kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan 
barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas seluruh 
peti kemas atau kemasan barang: 

1. dilakukan pembatalan PEB dan harus diberitahukan 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean 
pemuatan; dan 

2. terhadap Barang Ekspor harus dilakukan pemeriksaan 
fisik terlebih dahulu sebelum Barang Ekspor 
dikeluarkan dari Kawasan Pabean ternpat pemuatan. 

b. terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan 
barang sehingga perlu dilakukan penggantian pada peti 
kemas atau kemasan barang: 

1. dilakukan pembetulan data PEB dan hams 
diberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di 
Kantor Pabean pemuatan; dan 

2. terhadap Barang Ekspor yang peti kemas atau kemasan 
barangnya akan diganti harus dilakukan pemeriksaan 
fisik terlebih dahulu sebelum Barang Ekspor 
dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan. 

(2) Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean ternpat 
pemuatan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf a angka 
2 dan huruf b angka 2, dilakukan dengan m enggunakan SPPBE. 

(3) SPPBE sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dicetak sesuai 
peruntukkannya sebagai berikut: 

a. 1 (satu) lembar untuk Eksportir; 

b. 1 (satu) lembar untuk pengusaha TPS; 

c. 1 (satu) len1.bar untuk Konsolidator; 

cl. 1 (satu) lembar untuk pengusaha Tempat Muat Ekspor; dan 

e. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean pernuatan. 

(4) Tata kcrja pengcluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean 
tempat pemuatan karcna dilakukan pembetulan atau 
pembatalan PEB/PKBE sebagairnana ditetapkan dalarn 
Lampiran lX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BAB XI 

PEMBATALAN DAN PEMBETULAN DATA PKBE 

Bagian Pertama 
Pembatalan PKBE 



Pasal 43 

(1) PKBE yang telah disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan 
dapat dilakukan pembatalan. 

(2) Pernbatalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh pihak yang melakukan konsolidasi setelah mendapat 
persetujuan dari Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat 
Pemeriksa Dokumen. 

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diberikan apabila permohonan diajukan oleh pihak yang 
melakukan konsolidasi sebelum Barang Ekspor dimuat ke 
sarana pengangku t. 

Bagian Kedua 
Pembetulan Data PKBE 

Pasal44 

(1) PKBE yang telah disarnpaikan ke Kantor Pabean pemuatan 
dapat dilakukan pembetulan data. 

(2) Pembetulan data PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan olch pihak yang melakukan konsolidasi dengan 
rnenggunakan PP-PKBE sebelum Barang Ekspor dimasukkan 
ke Kawasan Pabean tempat pemuatan. 

(3) Dalam hal Barang Ekspor telah dirnasukkan ke Kawasan 
Pabean tempat pemuatan tetapi belurn dirnuat ke sarana 
pengangkut, pembetulan data PKBE dapat dilakukan dengan 
ketcntuan: 

a. adanya pernberitahuan dari pengusaha TPS yang 
mengakibatkan pengurangan jumlah Barang Ekspor dari 
dalam peti kemas clan berkurangnya jumlah dokumen PEB 
} ang tercanturn dalam PKBE; 

b. pembetulan hanya clapat dilakukan terhadap data jumlah 
dokumen, nomor dan tanggal PEB; dan 

c. mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean pemuatan 
atau Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

(4) Pernbetulan data PKBE dapat disampaikan dengan sistem PDE 
kepabeanan atau tulisan di atas formulir. 

(5) Pembetulan data PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat d ilakukan terhadap semua elemen data, kecuali identitas 
pihak yang melakukan konsolidasi dan kode Kantor Pabean 
pemuatan. 

(6) Terhadap kesalahan data rnengenai identitas pihak yang 
melakukan konsolidasi dan kodc Kantor Pabean pern.uatan, 
dilakukan pembatalan PKBE. · 

(7) Dalam hal PKBE disampaikan dengan sistern PDE kepabeanan, 
pembetulan dapat dilakukan dengan ketentuan: 



a. pembetulan pertama dapat disampaikan dengan sistem 
PDE kcpc1bcanan atau tulisan di atas formulir; dan 

b. pern.betulan selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan 
tulisan di atas formulir. 

(8) Tata kerja pembatalan dan pembetulan PKBE scbagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BAB XII 

BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT 
DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ ATAU UDARA 
DALAM NEGERI YANG BUKAN MER UP AKAN BAGIAN DARI 

ANGKUTAN MULTIMODA 

Pasal 45 

(1) Terhadap barang yang akan diekspor yang diangkut dengan 
saran.a pengangkut laut dan/ a tau udara dalam negeri yang 
bukan rneru pakan bagian dari Angkutan Multimoda, PEB 
dapat disampaikan ke Kantor Pabean pernuatan di Pelabuhan 
Muat Asal. 

(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan penyegelan oleh Kantor Pabean pemuatan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan penyegelan oleh Kantor Pabean 
pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap 
barang yang telah dilakukan pemeriksaan fisik clan dilakukan 
pcnyegelan oleh Kantor Pabean pemeriksaan di Pelabuhan 
Mu.at Asal. 

(4) Kepala Kantor Pabean pernuatan di Pelabuhan Muat Asal 
memberitahukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat 
Ekspor paling lam.bat pada hari kerja berikutnya sejak 
keberangkatan saran.a pengangkut. 

(5) Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor 
rnelakukan pengawasan pembongkaran barang dari saran.a 
pengangkut sem ula dan pcmuatan barang ke sarana 
pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah 
pabean. 

(6) Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor 
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di 
Pelabuhan Muat Asal hasil rekonsiliasi NPE dengan outward 
manifes t atas barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penyerahan 
oulwnrd manifest. 

(7) Pemberitahuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dan ayat 
(6) ditctapkan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam 
Contoh 3.E dan Contoh 3.F dalam Larnpiran XIII yang 



rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
J enderal ini. 

(8) Tata kerja pelayanan barang yang akan diekspor yang diangkut 
dengan sarana pengangkut laut dan/ atau udara dalarn negeri 

1 ang bukan rnerupakan bagian dari Angkutan Multirnoda 
ditetapkan dalarn Larnpiran XI yang rnerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BAB XIII 

PENERBITAN DAN PEMBETULAN LPE 

Bagian Pertarna 
Penerbitan LPE 

Pasal 46 

(1) Terhadap Barang Ekspor yang rnendapat fasilitas 
Pernbebasan atau fasilitas Pengernbalian, diterbitkan LPE oleh 
Pejabat Perneriksa Dokurnen di Kantor Pabean pernuatan. 

(2) LPE diterbitkan setelah proses rekonsiliasi sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 34 ayat (3) kedapatan sesuai. 

(3) Dalarn hal terdapat elernen data yang dicocokkan pada proses 
rekonsiliasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 34 ayat (2) 
huruf a kedapatan tidak sesuai, LPE dapat diterbitkan setelah 
dilakukan perbaikan pada outward manifest. 

(4) Dalarn hal terdapat elernen data yang dicocokkan pada proses 
rekonsiliasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 34 ayat (3) huruf b kedapatan tidak sesuai, 
T ,PE diterbitkan setelah Eksportir rnenyerahkan dokurnen: 

a. hasil cetak PEB, invoice, packing list; 

b. PP-PEB, dalarn hal dilakukan pembetulan PEB; 

c. SSTB, dalarn hal Barang Ekspor Gabungan; 

d. NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar 
yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean ternpat 
pemuatan, atau Petugas Dinas Luar yang mengawasi 
pemuatan, dalam hal Barang Ekspor dirnuat di ternpat lain 
diluar Kawasan Pabean; 

c. PKBE, dalarn hal Barang Ekspor dikonsolidasi; dan/ a tau 

f . copy B / L a tau A WB. 

(5) Eksportir wajib menyerahkan dokumen sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat Pemeriksa Dokurnen di 
Kantor Pabean pernuatan dalarn jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB. 

(6) LPE tidak diterbitkan, dalarn hal Eksportir: 



a. tidak men) erahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dalarn jangka waktu 1 (satu) bulan; atau 

b. menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tetapi tidak dapat 
dilakukan proses rekonsiliasi. 

(7) LPE dicetak sesuai peruntukan sebagai berikut: 

a. 1 (satu) Jembar untuk Eksportir; d.an 

b. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean pemuatan. 

(8) Tata kerja penerbitan LPE sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran Xll 1 ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kedua 
Pembetulan LPE 

Pasal 47 

(1) Terhadap LPE yang telah d.iterbitkan dapat dilakukan 
pcmbetulan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor 
Pabean pemuatan tempat diterbitkannya LPE. 

(2) Pembctulan LPE dapat dilakukan dalam hal terdapat 
pembetulan data PEB atau karena kesalahan administrasi atas 
penerbitan LPE. 

BAB XIV 

PENATAUSAHAAN PEB 

Pasal 48 

Dalam hal penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan 
tulisan diatas fornmlir, pejabat bea dan cukai yang menangani data 
ekspor melakukan perekarnan data PE13 dan penatausahaan PEB. 

Pasal 49 

Eksportir wajib menyimpan PEB yang telah rnendapat nomor 
pendaftaran, dokurnen pelengkap pabean, bukti pembayaran Bea 
Keluar, serta dokurnen respon kcpabeanan selama jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. 

Bi\B XV 

PENGAWASAN DI BIDANG EKSPOR 

Pasal 50 

(1) Untuk keperluan pengawasan, Unit Pengawasan pada Kantor 
Pabean rnelakukan kegiatan intelijen di bidang ekspor. 



(2) Unit Pengawasan di Kantor Pabean dapat melakukan 
pemindaian/ scanning Barang Ekspor dengan menggunakan 
mesin pemindai. 

(3) Atas hasil kegiatan intelijen di bidang ekspor sebagaimana 
dimaksud pada a yat (1 ), Pejabat Bea dan Cukai yang 
bertanggung jawab di bidang penindakan pada Kantor Pabean 
dapat melakukan kegiatan : 
a. penerbitan NHI, dalam hal terdapat indikasi mengenai 

akan adanya pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor; 
b. penindakan di bidang kepabeanan berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran di bidang 
ekspor; 

c. patroli. 
(4) Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat 

Bea dan Cukai yang bertanggung jawab di bidang penindakan 
rnembuat laporan kepada Kepala Kantor Pabean. 

BAB XVI 

JAM KEI{J A PELA YAN AN 

(1) Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh 
empat) jam setiap hari terhadap kegiatan: 

a. penerimaan pengajuan PEB oleh Eksportir; 

b. perneriksaan fisik barang sesuai permintaan Eksportir; 

c. pemasukan Barang Ekspor yang telah rnendapat 
persetujuan ke Kawasan Pabean; dan 

d. pelayanan pabean lain di bidang ekspor. 

(2) .Kepala Kantor Pabean mengatur penempatan petugas yang 
melayani kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB XVII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 52 

Dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE kepabeanan, hasil 
cetak PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB, 
NPPD, NPP dan LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah . 

Pc1sal 53 

(1) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean yang 
menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan 
Data Elektronik tidak dapat dioperasikan Kepala Kantor dapat 
memberikan pelayanan dokumen ekspor dengan 



menggunakan tulisan di atas formulir dan dilakukan 
perekaman data PEB pada Sistem Komputer Pelayanan setelah 
sistem dapat dioperasikan kembali. 

(2) Dokumen PEB yang dilayani dengan menggunakan tulisan 
diatas formulir sebagaimana ayat (1) diatas, dibuatkan nomor 
tersendiri. 

(3) Dalam hal Kepala Kantor memberikan pelayanan dokumen 
e~<spor sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Kantor 
rnL~rnbuat berita acara yang menjelaskan mengenai kronologi 
kejadian dan penatausahaan dokurnen untuk disampaikan 
kepada Direktur lnformasi Kepabeanan dan Cukai. 

Pasal 54 

Bentuk !"ormulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pcraturan 
Direktur Jenderal ini sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII 
yang m12rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jendera l ini. 

Pasal 55 

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis 
tentang tata cara pelayanan ekspor sepanjang tidak bertentangan 
dcngan Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 56 

Ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau 
saluran pipa, m engikuti ketentuan perundang-undangan mengenai 
ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau 
saluran pipa. 

Pasal57 

Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderai ini 
mernerlukan penyesuaian Sistem Kornputer Pelayanan ekspor, 
rnaka pelayanan ekspor rnenggunakan Sistern Kornputer Pelayanan 
yang ada. 

BAB XVIII 

KE'I'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Pad.a saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan 
Direktur Jenderal Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana 
Kepabeamm Di Bidang Ekspor yang telah beberapa kali diubah 
dengan : 



a. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
06/BC/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur 
Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor; 

b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
30/BC/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur 
Jcnderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/ BC/2008 Tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor; dan 

c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nornor P-
27 /BC/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur 
Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 59 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 12 
September 2014. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 September 2014 

DJREKTUR JENDERAL, 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekrctaris Direktorat Jcnderal 

u.b ttd. 
/·:. ·il~epq lc;l B.agian Umum 
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Lampiran I 
Peral11ran Direklur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/ 2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PENYAMPAIAN PEB DAN PEMERIKSAAN PABEAN 

I. Penyampaian dan Penelitian PEB 
A. Pada Kantor Pabcan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kcpabeanannya Mcnggunakan 

Sistem PDE Kcpabeanan Dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW. 

1. Eksportir a tau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut: 
1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, 

melipuli: 
a. data PEB; dan 
b . data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf a sampai denr,an huruf d. 
1.2. m elakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea 

Keluar; dan 
1.3. mengirimkan data FEB dan PKB ke Sistem Komputer Pelayanan d i Kantor Pabean 

pemuatan. 

2. Dalam hal Barang Ekspor mclalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB 
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencanlumkan idenlitas pengirim dan 
penerirna pada kolom uraian barang. 

3. Portal INSW melakukan penelitian ten tang pemenuhan ketentuan larangan dan/ a tau 
pembatasan: 
3.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor terkena 

ketentuan larangan dan/ a tau pembatasan dan persyaratam1ya belum dipenuhi, 
portal INSW rnengembalikan data PEB kepada Eksportir untuk diajukan kembali 
setelah di penuhi. 

3.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor: 
3.2.1. tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan 

larangan/ pembatasannya telah dipenuhi, portal INSW meneruskan data PEB 
ke Sislem Kompu ter Pelayanan di Kantor Pabean unluk diproses lebih lanjut. 

3.2.2. pcrlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/ a tau 
pembatasan, por tal INSW meneruskan da ta PEB ke Pejabat Bea dan Cukai 
yang rnenan8ani per.elitian ketentuan larangan dan/ a tau pernbatasan untuk 
diproses lebih lanjut. 
3.2.2.1. dalam ha1 pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif 

barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian larangan dan/alau pembatasan merekam 
hasil penelitian ke dalam portal INSW dan meneruskan ke dalam 
Sistem Komputer Pelayanan unluk diproses lebih lanjut. 

3.2.2.2. dalam hal Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi: 
3.2.2.2.1. Pejabal Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 

larangan dan/ a lau pembatasan melalui portal INSW 
dapat menerbitkan respon NPPD. 

3.2.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani penelitian barang larangan dan/ atau 
pembatasan di Kantor Pabean pemuatan: 
3.2.2.2.2.1. NPPD; 
3.2.2.2.2.2. hasil cetak PEB; dan 
3.2.2.2.2.3. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 



3.2.2.2.3. dalan1 hal pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada bu tir 
3.2.2.2.2 telah dipenuhi, Pcjaba t Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang laran gan dan/ a tau 
pcmbatasan merckam hasil penelitian ke dalam portal 
lNSW dan rneneruskan ke dalam Sistem Komputer 
Pelayanan untuk diproses lebih lanjul. 

3.2.2.2.4. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 
3.2.2.2.2 tidak dipenuhi d.alam jangka waktu paling 
lambal 7 (lujuh) hari setelah tanggal diterbitkan respon 
NPPD, portal lNSW menerbitkan respon NPP. 

3.2.2.3. Dalam hal Harang Ekspor lermasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan 
Bea d.an Cu kai: 
3.2.2.3.1. Pcjabat Bea d.an Cukai yang menangani penelitian barang 

laran gan dan /alau pembatasan melalui portal INSW 
menerbitkan NPPD. 

3.2.2.3.2. Eksporti.r menyerahkan kepc1da Pejabat Bea dan Cukai 
yan3 menangani penelitian barang larangan clan/ a tau 
pl!mbatasdn di Ka ntor Pabean pemuatan: 
3.2.2.3.2.1. NPPD; 
3.2.2.3.2.2. hasil cetak PEB; dan 
3.2.2.3.2.3. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

3.2.2.3.3. Dalam hal persyaralan sebagaimana dimaksud pada butir 
3.2.2.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea clan Cukai yan g 
m enangani penelilian barang larangan dan pembatasan 
menyerabkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanju l. 

4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi 

kepabeanan; 
b. pemenuhan ketenluan pengecualian melakukan regis trasi kepabeanan; dan/ a tau 
c. ada a tau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB cliajukan oleh PPJK. 

J . Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 rnenunjukkan: 
5.1. NIK Eksportir/ tanda terima permohonan regis lrnsi kcpabeanan lidak ada, tidak 

mcmenuhi kelenluan pengecualian melakukan regislrasi kepabeanan dan/ a tau 
NIK PPJK tidak ad a, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

5.2. NIK Eksportir/ tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, 
mcmenuhi ketenluan pcngecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/ atau 
NIK PPJK tidak ada, serta pcrlu penclitian lebih lanjut terhadap ketentuan 
pengecualian , Sistem Kompuler Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelitian NIK unluk penelitian ketentuan pengecualian 
melakukan regis LTasi kepabeanan. 
5.2.1. dalam hal hasil penclitian m enunjukkan mem enuhi ketentuan pengecualian 

melakukan registras.i kepabeanan, Pejabal Bea dan Cukai yang menangani 
penelilian NIK m engirirn respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk 
melakukan pc~nelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan lidak memenuh i ketentuan 
pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang 
m enangani penelitian NIK melalui Sis tem Komputer Pelayanan men erbitkan 
respon NPP. 

5.3. NIK Eksportir/ land.a terirna permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK 
ada, Sistem Komputer Pdayanan mclakukan penelitian ada atau tidaknya 
pemblokiran Eksportir/ PP J K. 

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksporlir/PPJK diblokir, Sis tem Komputer 
Pelayanan m enerbitkan respon NPP. 



7. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan Eksportir /PPJK lidak diblokir, Sistem 
Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi: 
a. kelengkapan pengisian data PEB; dan/ a tau 
b. pernbayaran Bea Keluar. 

8. Dalam hal hasil penelilian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pengisian 
data PEB tidak lengkap dan/ alau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai, 
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

9. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar 
tetapi hasil penelitian pembayc1ran sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b tidak 
ditemukan oleh Sislem Komputer Pelayanan: 
9.1. Sistem Kompuler Pelayanan menerbitkan respon NPPD; 
9.2. Eksporlir melakukan p embayaran Bea Keluar; 
9.3. apabila pernbayaran seba3aimana dim aksud pada butir 9.2 tidak dipenuhi dalam 

jangb waktu paling lambat 7 (lujuh) hari sctelah tanggal diterbitkan NPPD, 
Sislem. Komputer Pelayanan menerbitkan NPP. 

10. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan / a tau hasil penelitian pembayaran Bea 
Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, Sistem Komputer Pelayanan 
m emberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan: 

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor lidak dilakukan pemeriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11. Data PEB yang telah men dapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan 
respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen unluk penanganan lebih lanjut. 

12. Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan "Formulir ini 
dicetak secara otomatis oleh sistem komputcr dan lidak memerlukan nama, tanda 
tangan pejabat dan cap dinas" . 

B. Pada Kantor Pabcan Yang Dalam Sistcm Pclayanan Kepabeanannya Menggunakan 
Sistem PDE Kcpabeanan Tetapi Belum Mencrapkan Secara Penuh Sistern INSW. 

1. Eksportir a tau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut: 
1 .1. mengisi PEB secara lengkap dengan men ggunakan program aplikasi PEB, 

meliputi: 
a. data PEB; dan 
b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf a sampai dengan huruf d. 
1.2. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea 

Keluar; dan 
1.3. mcngirimkan data PEB dan PKB ke Sistern. Komputer Pelayanan di Kantor Pabean 

pern.uatan. 

2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB 
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT deng-an mencantumkan identitas pengirim dan 
penerima pada kolom uraian bmang. 

3. Sistem Komputer Pelayanan menerima data FEB dan melakukan penelitian terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau Lan da tcrima permohonan registrasi 

kepabeanan; 
b. pemenuhan ketenluan pcngecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/ a tau 
c. ad.a a tau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK. 

4. Dalam hal hasil penelitian sebar,aimana dimaksud pada butir 3 menunjukkan: 
4.1. NIK Eksportir/ tanda terima permohonan registrnsi kepabeanan tidak ada, tidak 

memenuhi keten luan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/ a tau 
NlK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan m enerbitkan respon N PP. 



4.2. NIK Eksporlir/ tanda terima 1wrmohonan registrasi kepabeanan tidak ada, 
memenuhi ketentuan pengecm:ilian melakukan registrasi kepabeanan dan/ a tau 
NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketenluan 
pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yan g m en angani penelitian NIK unluk penelitian ketentuan pengecualian 
melakukan regislrnsi kepabeanan. 
4.2.1. dalam hal hasil peneli tia n menunjukkan memenuhi ketenluan pengecualian 

melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian NIK rnengirim respon ke Sistem Kompu ter Pelayanan untuk 
melakukan penelitian ada alau tidaknya pemblokiran Eksportir /PPJK; 

4.2.2. dalam hal hasil penelitian memmjukkan lidak memenuhi ketenluan 
pengecm1lian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan 
respon NPP. 

4.3. NIK Eksportir/ tanda terima pennohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK 
ada, Sistem Komputer Pelayanan melaku kan penelitian ada atau tidaknya 
pemblokiran Eksportir /PPJK. 

5. Dalam hal hasil pend ilian menunjukkan Eksporlir/PPJK diblokir, Sistem Komputer 
Pelayanan 11.1.enerbitkan respon NPP. 

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksporlir/ PPJK tidak diblokir, Sistem 
Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEI3, meliputi: 

a. kelengkapan pengisian data PEB; dan/ a tau 
b . pembayaran Bea Kel uar. 

7. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pengisian 
data PEB tidak lengkap dan/ a tau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai, 
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

8. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan I3arang Ekspor dikenakan Bea Keluar 
tetapi hasil penelitian pembayaran Bea Keluar sebagai1nana dimaksud pada butir 6 
hurufb tidak clite1nukan oleh Sis tern Komputer Pela1 anan: 
8.1. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD; 
8.2. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar; 
8.3. apabila penyerahan dokumen pada butir 8.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tan ggal diterbitkan NPPD, Sistem Komputer 
Pelayanan m enerbitkan NPP. 

9. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan / a tau hasil penelitian pembayaran Bea 
Keluar oleh Sistern Kompuler Pelayanan sesuai, Sislem Kompu ter Pelayanan 
melakukan penelitian apakah Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang 
dilarang atau dibatasi. 
9.1. Dalarn hal pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pas tarif barang yang 

dilarang atau dibatasi, Sistem Kompuler Pelayanan memberi nomor dan tanggal 
pendaftaran PEB dan mencrbitkan respon: 
a. NPE, d.alam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

9 .2. Dalam hal pos tarif Baranr, Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang 
atau dibatasi, dilakukan analisis oleh Pejabat Bea dan Cu kai yani m enangani 
p enelitian barang larangan dan / a tau pembatasan. 

9.3. Dalam hal hasil analisis Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 
larangan dan/ atau pembatasan menunjukkan, bahwa: · 
9.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/ a tau 
pcmbatasan melalui Sistem Komputc~r Pelayanan m emberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pem eriksaan fisik. 

9.3.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang a tau dibatasi: 



9.3.2.1. Pejabat Bea chm Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/ a tau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan dapat 
menerbitkan rcspon NPPD. 

9.3.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejaba t Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/ atau pembatasan di 
kantor pabean pemualan: 
a. NPPD; 
b. hasil cetak PEB; dan 
c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

9.3.2.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada bulir 9.3.2.2 
Lelah dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB, dan mengirimkan respon: 
a. NPE, dalan, hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; 

atau 
b. PPB, dalam ha] Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

9.3.2.4. Apabila penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 
9.3.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waklu paling lambat 7 (tujuh) 
hari setelah l,mggal diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

9.3.3. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib 
dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai: 
9.3.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan 

dan/ a tau pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan 
memberikan nomor dan tan ggal pendaflaran PEB serta menerbitkan 
respon NPPD dan PPB. 

9.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/ atau pembatasan di 
Kantor Pabean pemuatan: 
a. NPPD; 
b. hasil cetak PEB; dan 
c. pemenuhan persyaratan dalanl NPPD. 

9.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.3.2 
telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
barang laran1:,an dan/ a tau pembatasan menyerahkan hasil penelitian 
kcpada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih 
lanjul. 

10. Data dan/ atau berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan 
telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut. 

11. Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan "Fonnulir ini 
dicetak secara olomatis oleh sistem kompuler dan tidak memerlukan nama, tanda 
tangan pejabat dan cap dinas". 

C. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pclayanan Kepabcanannya Menggunakan 
Media Penyimpan Data Elektronik Dan Telah Mcnerapkan Secara Penuh Sistem INSW. 

1. Eksportir atau PPJK m elakukan kegiatan sebagai berikut: 
1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, 

rn.e Ii pu ti: 
a. data PEB; dan 
b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf a sampai dengan huruf d. 
1.2. mence tak PEB dan PKB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan 

pada hasil cetak PEB dan PKB; 
1.3. menyimpan data PEB dan PKB ke dalam Media Penyimpan Data Elektronik; 



1.4. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea 
Keluar; dan 

1.5. menyamp aikan hasil cetak PEB dan PKI3, Media Penyimpan Data Elekh·onik yang 
berisi data PEB, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat Bea dan Cukai 
penerima dokumen di Kan Lor Pabean pemualc1n. 

2. Dalam. ha! Barang Ekspor melalui PJT dan PJT berlindak sebagai Eksportir, PEB 
dilengkapi lembar lanjulan khusus PJT dengan mencanlumkan identitas pengirim dan 
penerima pada kolom uraian barang. 

3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen men-trm1sfer data PEB dari Media 
Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan. 

4. Sistem Kompuler Pelayanan rncnerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIK Eksportir alau Landa Lcrima perm ohonan registrasi 

kepci bean an; 
b . pemenuhan ketenluan pengecualian melakukan regish·asi kepabeanan; dan/ a tau 
c. ada ata!1 tidaknya NIK PPJK, dalarn. hal PEB diajukan oleh PPJK. 

5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunju kkan: 
5.1. NIK Eksportir/ tanda terima perrn.ohonan regislrnsi kepabeanan tidak ada, tidak 

memenui1i ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/ a tau 
NIK PPJK 1:idak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

5.2. NIK Eksp,wtir/ Landa terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, 
memenuhi ketenluan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/ a tau 
NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan 
pengecualian, Sistem Kornputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yan g menan gani peneli tian NIK untuk penelitian ketenluan pengecualian 
melakukan rE gistrasi kepabeanan. 
5.2.1. dalam hal hasil penditian menunjukkan m emenuhi ketenhrnn pengecualian 

mdakt:.kan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelit ian NIK mengirim respon ke Sisten1 Komputer Pelayanan untuk 
mclakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Ekspor tir/PPJK; 

5.2.2. d.alam hal hasil penelitian menunju kkan tidak m ernenuhi ketenluan 
pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian N IK melalui Sistem Kompuler Pelayanan menerbitkan 
respon NPP. 

5.3. NIK Eksportir/ tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK 
ada, Sislem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya 
pemblokiran Eksportir/ PPJK. 

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK d iblokir, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabal Bea dan Cukai penerima dokumen 
mencetak NPP serta mengembalikan dokurnen sebagaimana dimaksud pada bu tir 1.5 
kepada Eksportir. 

7. Dalam hal hasil penelitian men unjukkan Eksporlir/PPJK tidak diblokir, Sistem 
Komputer Pelayanan melakukan penelitian: 
a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pad.a butir 1.5; dan 
b. kes~suaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan pembayaran Bea 

Keluar; ser ta 
c. kelengkapan pen gisian data PEB. 

8. Dalarn hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada bu lir 7 menunjukkan: 
a. dokumen pelengkap pabean tidal< lengkap; 
b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pa bean dan/ a tau 

pembayaran Bea Keluar; dan/ a tau 
c. pengisian data PEB tidak lengkap, 



Sistem T<o1Ttpu ter Pclayanan menerbitkan n.:spon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai 
penerima dokumen 111.cncetak NPP serla mengembalikc:m kepada Eksportir dokumen 
sebagaimana dimaksud pac.la butir 1.5. 

9. Dalam hal hasil penelitian olch Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada butir 7 menunjukkan: 
a. dokumen pelengkap pabean lengkap; 
b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/ a tau 

pembayaran Bea Keluar; dan/ a tau 
c. pengisian data PEB lengkap, 
Sistem Komputer Pelayanan melakukan penclitian pos tarif yang berkaitan dengan 
Barang Ekspor yang dilarang alau dibatasi bcrdasarkan data perijinan yang diterima 
dari portal INSW. 

10. Dalam hal hasil penclitian olch Sistem Komputer Pelayanan m enunjukkan pos tarif 
Barang Ekspor lidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, 
Sistem Komputer Pelayan.111 memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan 
menerbitkan: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak clilakukan pemeriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam hal 13arang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pclayanan menunjukkan pos tarif 
Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif baran g yang dilarang a tau dibatasi: 
11.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengirimkan berkas PEB kepada 

Pejabat Bea clan Cukai yang menangarn penelitian barang larangan clan 
pembatasan. 

11.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelilian barang larangan clan 
pembatasan melakukan analisis unluk mengetahui apakah Barang Ekspor 
termasuk barnng yang dilarang atau diba tasi. 

11.3. Dalam hal hasil analisis rnenunjukkan: 
11.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani penelilian barang larangan dan/ a tau 
pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor clan 
tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor Lidak dilakukan pemeriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11.3.2. Barang Ekspor termasuk barang yan g dilarang a tau dibatasi: 
11.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 

larangan dan/ a tau pembatasan m elakukan penelitian 
pemenuhan p ersyaratan dari instansi teknis. 

11.3.2.2. Dalam ha] hasil penelitian rncnunjukkan pemenuhan persyaratan 
dari instansi teknis tidak lengkap dan / a tau tidak sesuai dengan 
FEB: 
11.3.2.2.1. Pejaba l Bea dan Cukai yang 

baran g larangan dan/ alau 
menerbitkan NPPD. 

menangani penelitian 
pembatasan dapat 

11.3.2.2.2. Ekspor tir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani penelitian baran g larangan dan/ a tau 
pernbatasan di Kantor Pabean pemuatan: 
a. NPPD; 
b. hasil ct~tak PEB; dan 
c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

11.3.2.3. Dalam hal h asil penelitian m enunjukkan pemenuhan persyaratan 
d ari instansi teknis telah lengkap dan sesuai clen gan PEB atau 
persyaralan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 
dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan respon: 
a. NPE, dalarn hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan 

fisik; alau 



b . PPI3, dalan, hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 
11.3.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 

11.3.2.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah langgal diterbitkan respon NPPD, Sistem 
Komputer Pelayanan mPnerbitkan respon NPP. 

11.3.3. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib 
dilakukan perneriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai: 
11.3.3.1. Pejabat Bea clan Cukai yang rnenangani penelitian barang 

larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer 
Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB 
serta menerbitkan respon NPPD dan PPB. 

11.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
rnenangani penelitian barang larangan dan/ a tau pembatasan di 
Kantor Pa bean pemuatan: 
a. NPPD; 
b. hasil cetak PEB; dan 
c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

11.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 
11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang m enangani 
penelilian barang larangan dan/alau pembatasan rnenyerahkan 
hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk 
dilakukan proses lebih lanjut. 

12. Pejabat Bea dan C ukai penerima dokumen rneneruskan berkas PEB yang telah 
mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen unluk penanganan lebih lanjut. 

D. Pada Kantor Pabcan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kcpabeanannya Menggunakan 
Media Penyimpan Data Elektronik Tetapi Belum Menerapkan Secara Pcnuh Sistem 

INSW. 

1. Eksportir a tau PPJK m elakukan kegiatan sebagai berikut: 
1.1. rnengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, 

m eliputi: 
a. data PEB; dan 
b. data PKB, dalam hal I3arang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf a sampai dengan huruf d. 
1.2. mencetak PEB dan PKB, menandatangani dan mernbubuhkan stempel perusahaan 

pada hasil cetak PEB dan PKB; 
1.3. menyimpan data PEB dan PKB ke dalarn Media Penyimpan Data Elektronik; 
1.4. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Harang Ekspor dikenakan Bea 

Keluar; dan 
1.5. menyampaikan hasil cetak PEB dan PKB, Media Penyimpan Data Elektronik yang 

berisi data PEB, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat Bea dan Cukai 
penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan. 

2. Dalam hal Baranp, Ekspor mclalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB 
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencanlumkan identitas pengirim dan 
penerima pada kolom uraian bmang. 

3. Pejabat Bea dan Cukai p enerima dokumen men-transfer data PEB dari Media 
Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Kompuler Pelayan an. 

4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap: 
a . ada a lau tidaknya NIK Eksporlir atau tanda terima permohonan registrasi 

kepabe<1nan; 
b. pemcnuhan ketenluan pcngccualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/ a tau 
c. ada a tau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK. 

5. Dalam hal hasil penelilian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan: 



5.1. NIK Eksportir/ land a tcrima permohonan regislrnsi kepabeanan tidak ada, tidak 
memenuhi ketcntuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/ a tau 
NIK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

5.2. NIK Eksportir/ tanda terima permohonan registTasi kepabeanan lidak ada, 
memenuhi ketenluan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau 
NIK PPJK tidal< ada, scrta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan 
pengecualian, Sistem Kompull~r Pelayanan mcneruskan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelitian NIK untuk pcnelitian ketentuan pengecualian 
melakukan registrasi kepabeanan. 
5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian 

melakukan registrasi k ,2pabcanan, Pejabat Bea dan Cukai yan g menangani 
penelilian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk 
melakukan penelitian :::ida atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK; 

5.2.2. d.alam hal hasil p2nelitian menunjukkan lidak memenuhi ketentuan 
pen gecu alian melah.kan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitizin NIK melalui Sis tem Komputer Pelayanan menerbitkan 
respon NPP. 

5.3. NIK Eksportir/ tanda terirna permohonan regislTasi kepabeanan ad.a, NIK PPJK 
ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ad.a atau tidaknya 
pem.blokiran Eksportir/ PPJK. 

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan re!;pon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai penerirna dokumen 
mencetak NPP serta meng,?mbalikan dokumen sebagaimana dimaksud pad.a butir 1.5 
kepada Eksportir. 

7. Dalam hal hasil pc-)nelilian menunj ukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem 
Komputer Pelayanan melakukan penelitian: 
a. kelengkapan dokumen sebagc1imana dimaksud pada butir 1.5; dan 
b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan pembayaran Bea 

Keluar, serta 
c. kelengkapan pengisian data PEB. 

8. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada bu tir 7 menunjukkan: 
a. dokumen p elengkap pabean tidak lengkap; 
b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/ a tau 

pembayaran Bea Keluar; dan/ atau 
c. pengisian data PEB tidak lengkap, 
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai 
penerim.a dokumen mencetak NPP serta mengembalikan kepada Eksportir dokumen 
sebagairnana dirnaksud pada butir 1.5. 

9. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada bulir 7 rnenunjukkan: 
a. dokumen pelengkap pabean lengkap; 
b. p engisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pa bean dan/ a tau 

pembayaran Bea Keluar; dan/ a tau 
c. pengisian data PEB lengkap, 
Sistem Komputer Pelayanan rnelakukan penelilicm pos larif yang berkaitan dengan 
Barang Ekspor yang dilarang a tau dibatasi. 

10. Dalarn ha1 hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif 
Barang Ekspor tidak termasuk dalarn pos tarif barang yang clilarang atau dibatasi, 
Sistem Kompuler Pelayanan memberi nomor clan tanggal pendaftaran PEB dan 
menerbitkan: 
a. NPE, dalant hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam hal Barang Eksprn· dilakukan pemeriksaan fisik. 

11. Dalam hal hasil p enelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif 
Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang a tau dibatasi: 



11.1. Pc!jabat Bea dan Cukai pencrirna dokumen mengiriml<an berkas PEB kepada 
Pejaba t Bea dan Cukai yang rnenangani penelitian barang larangan dan/ a tau 
pembatasan. 

11.2. Pejabat Bea dan Cukai yang rnenangani penelitian barang larangan dan/ atau 
pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah Barang Ekspor 
termasuk barang yang Jihll"ang a tau diba tasi. 

11.3. Dalam hal hasil analisis mcnunjukkan: 
11.3.1 . Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/ a tau 
pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon: 
a,. NPE, dalam ha] Harang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam ha! Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11.3.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang a tau dibatasi: 
11.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian baran g 

larangan dan/ a tau pembatasan melakukan penelitian 
pemenuhan persyaratan dari instansi teknis. 

11.3.2.2. Dalam h al hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan 
instansi teknis tidak lengkap dan / a tau tidak sesuai dengan PEB: 
11.3.2.2.1 . Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan/ a tau pembatasan dapat 
menerbitkan NPPD. 

11.3.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan di Kantor Pabean pemuatan: 
a. NPPD; 
b. basil cetak PEB; dan 
c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

11.3.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan 
dari instansi teknis telah lengkap clan sesuai dengan PEB atau 
persyaralan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 
dipenuhi, Sis tern Kompuler Pela) anan memberikan nomor dan 
langgal pendaftaran PEB dan menerbitkan respon: 
a. NPE, dalam hal l3arang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan 

fisik; atau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11.3.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 
11.3.2.2.2 tidak dip enuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah tan3gal diterbitkan respon NPPD, Sistem 
Komputcr Pelayanan rnenerbitkan respon NPP. 

11.3.3. Baranr, Ekspor termasuk baran8 1 an3 dilarang a tau dibatasi ser ta wajib 
dilakukan pemcriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai: 
11.3.3.1 . Pejabal Bea dan Cukai 1 ang menangani penelilian barang 

larangan dan/a tau pembatasan melalui Sistem Komputer 
Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB 
serta menl'.rbitkan respon NPPD dan PPB. 

11.3.3.2. Eksportir m enyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/ a tau pembatasan di 
Kantor Pabean pemuatan: 
a . NPPD; 
b. hasil cdak PEB; dan 
c. pernenuhan persyaratan dalam NPPD. 

11.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaim ana dimaksud pada butir 
11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yan g rnenangani 
penelilian barang larangan clan/ a tau pembatasan menyerahkan 
hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen unlu k 
dilakukan proses lebih lanjut. 



12. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah 
mendapal nomor clan Lanp,gal pendaflaran dan telah diterbitkan respon kepada Pejabat 
Pem eriksa Dokumen unluk pernm ganan lebih lanjut. 

E. Pada Kantor Pabean Yan g Dalam. Sistern Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan 
Tulisan D i Atas Formulir. 

1. Eksportir atau PPJK m elakukan kegia tan sebagai berikut: 
1.1. mengisi formulir PEB secara lengkap, menandatangani dan membubuhkan 

stempel p erusahaan pada formulir PEB; 
1.2. mcngisi formulir PKB Sc!Cara lengkap, m enan d.atangani dan membubuhkan 

stem.pel perusahaan pada formulir PKB, dalam h al Barang Ekspor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan h uruf d; 

1.3. m elakubn pembayaran Bea Keluar, dalarn hal Barang Ekspor d ikenakan Bea 
Keluar; clan 

1.4. menyerahka.'1 formulir PEB dan PKB, bukti pembayaran Bea Keluar, dan dokumen 
pelengkap paL)ean ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean 
pemuatan. 

2. Dalam hal Barang Ekspor mdalui PJT dan PJT berlindak sebagai Eksportir, PEB 
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan m encantumkan idenhtas pengirim dan 
peneri1na pada kolom uraian barang. 

3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen men erima PEB dan melakukan penelilian 
terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIK Eksportir a tau tanda terima permohonan registrasi 

kepa be a nan; 
b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; da11/ atau 
c. ada a tau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK. 

4. Dalam hal hasil peneli tian sebagaimana dimaksud pada butir 3 menunjukkan: 
4.1 . NI K Eksportir/tan da terima permohonan registrnsi kepabeanan tidak ada, tidak 

memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/ a tau 
NIK PPJK tidak ada, .Pejabat Bea da11 Cukai penerima dokurnen menerbitkan NPP 
dan menyerahkan kepada Eksportir. 

4.2. NIK Eksportir / tanda terima permohonan registrasi kep abeanan tidak ada, 
rnemenuhi ketentuan pen gecualian m elakukan registrasi kepabeanan dan/ atau 
NlK PPJK tidak ada, scrta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan 
pengecualian, Pejabat Bea d an Cukai penerima dokumen m en eruskan kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK unh1k penelitian ketentuan 
pengecualian melakukan rcgistrasi kepabean an. 
4.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan m emenuhi ketentuan pengecualian 

melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian NIK meneruskan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen 
untuk melakukan penelitian ada a tau tidaknya p<>.mblokiran Eksportir /PPJK; 

4.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan lidak memenuhi ketentuan 
pen gecualian melakukan regis lrnsi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian N IK m eneruskan ke Pejabat Bea clan Cukai penerima 
dokumen untuk menerbitkan NPP dan 1m~nyerahkan kepada Eksportir. 

4.3. NIK Eksportir/ tarn.fa terima permohonan registrasi kepabeanan ada, N IK PPJK 
ada, Pejabat Bea dan Cukai pen erima dokumen m elakukan pen elitian ada atau 
tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK. 

5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir / PPJK diblokir, Pejabat Bea dan 
Cukai penerirna dokumen mengem balikan dokumen berkas PEB disertai NPP kepada 
EksporLir. 

6. Dalam hal hasil penelitian rnenunjukkan Eksportir /PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea 
dan Cukai penerima d okumen melakukan penelitian: 



a. kekngkapan dokumen seba~aimana dimaksuJ. pada bulir 1..1; 
b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelen gkap pabean dan bukli pembayaran 

Bea Keluar; dan 
c. kelengkapan pengisian data PEB. 

7. Dalam hal hasil penelilian oleh Pejabal Bea dan Cukai penerima dokumen 
sebagaimana dim<1ksud pada butir 6 menunjukkan: 
a. dokumen pelengkap pabean lengkap; 
b. pengisian d ata PEB sesu<1i dengan dokumen pelengkap pabean dan/ atau bukti 

pembayaran Bea Keluar; dan/ atau 
c. pengisian data PEB lengkap, 
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelilian pos tarif yang 
berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibalasi. 

8. Dalam hal hasil penelilian m enunjukkan pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos 
tarif barang yang dilarang alau dibatasi, Pejabal Bea clan Cukai penerima dokumen 
meneruskan berkas PEB kepad.a Pejabat Bea clan Cukai yang menangani penelitian 
barang larangan dan/ a tau pembatasan. 

9. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelilian barang larangan dan/ atau 
pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah Barang Ekspor termasuk 
barang yang dilarang atau dibatasi. Dalam hal hasil analisis menunjukkan: 
9.1. Barang Ekspor Lidak tennasuk barang yang dilarang alau dibatasi, Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/ atau pembatasan 
meneruskan berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen untuk 
diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB. 

9.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi: 
9.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/ a tau 

pembatasan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dari instansi 
tcknis. 

9.2.2. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan persyaratan dari instansi teknis 
tidak lenr;kap dan/ a Lau tidak sesuai d.engan PEB: 
9.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelilian barang larangan 

dan/ a tau pembatasan m engem balikan berkas PEB disertai NPPD 
kepada Eksportir; 

9.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejaba t Bea dan Cukai yan g 
menangani penelitian barang larangan dan/ a tau pembatasan di 
Kantor Pabean pemuatan: 
a. NPPD; 
b. hasil cetak PEB; dan 
c. pemenuhan persyaratan dalam NPP D. 

9.2.3. Dalam hal hasil pcneli tian menunjukkan pemenuhan persyaratan dari 
ins tansi teknis telah lengkap dan sesuai atau persyaratan sebagaimana 
dimaksud pad.a bulir 9.2.2.2 dipcnuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/ a tau pembatasan meneruskan 
berkas PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen unh1k 
diberikan nornor dan tanggal pcndaftaran PEB. 

9.2.-l. Dalam ha! persyaratan sebagaimana dim aksud pada butir 9.2.2.2 tidak 
dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
diterbitkan NPPD, Pt:jabat Bea clan Cukai yang n,enangani penelitian barang 
larangan d an/ a tau pembatasan meneruskan berkas PEB kepada Pejabat Bea 
d.an Cukai penerima dokumen untuk diterbitkan NPP. 

9.3. Baran g Ekspor termasu k barang yang dilarang atau d.ibatasi serta wajib dilakukan 
pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai: 
9.3.1. Pejabal Bea d an Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/ a tau 

pembatasan mernbcrikan nomor dan tan3gal pend.aftaran PEB serta 
menerbitkan NPPD dan PPB; 



9.3.2. Eksportir rnenyerahkan kepada Pejabal Bea clan Cukai yang m enangani 
penelitian barang larangan dan/ alau pembatasan di Kantor Pabean 
pemuatan: 
a. NPPD; 
b. hasil celak PEB; dan 
c. pemenuhan perysra lan dalam NPPD. 

9.3.3. Dalam hal persyaralan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.2 telah 
dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang m enangani penelitian barang larangan 
dan/ a tau pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen unluk dilakukan proses lebih lanjut. 

10. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah 
diberikan nomor d.an tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. dan 
9.2.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pem eriksaan fisik; a tau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

11. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima hasil penelitian Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelihan barang sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.4 clan 
mengembalikan dokumen berkas PEB disertai NPP kepada Eksportir. 

II. Pcmeriksaan Fisik Harang 

A. Lokasi Pemeriksaan fisik Dilakukan Di Kawasan Pabcan Pclabuhan Muat. 
1. Eksportir mcnyerah kan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen: 

a. PPB; 
b. PEB yang telah rnendapat nomor clan tan ggal pendaftaran d an tclah d.itandatangani 

serta dibubuhi cap perusahaan; 
c. PP-PEB yang telah d.itandalangani serta dibubuhi cap perusahaan, dalam hal 

dilakukan pembetulan PEB; 
d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan 
e. fotokopi invoice dan fo tokopi packing list; 

2. Pejabat Pemeriksa Dokumen: 
2.1. menrnnlumkan n ama Pejabat Pem eriksa Barang dan menetapkan jenis 

pemeriksaan fisik pada PPB; dan 
2.2. m enyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP-PEB (apabila 

dilakukan p embetulan PEB), PKB, fo tokopi irruoice dan fotokopi packing list. 
3. Pejabat Pcm eriksa Harang: 

3.1. m elakukan pemeriksaan fisik dan m enuangkan hasilnya di lembar hasil 
pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor Pabean pemuatan 
meng-gunakan tulisan di a tas fo rrnulir; a tau 

3.2. melakukan p emeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil 
pemeriksaan fisik barang pada PEB serta mclakukan perekaman hasil 
pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean 
pemuatan menggunakan sistem PDE kepabeanan alau Media Penyimpanan Data 
Elektronik. 

4. Dalarn hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/ a tau jen is barang sesuai: 
4.1. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE serta 

menyerahkannya kepada Eksportir; dan 
4.2. Pejabat Pemeriksa Barang m.enyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil 

pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembelulan PEB), PPB, PKB, 
fotokopi invoice, folokopi pllcking list, dan fo tokopi NPE, kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen. 

5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapa tan jumlah dan/ a tau jenis barang sesuai dan 
diperlukan d okumen persyaratan berupa laporan surveyor: 
5.1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dican tumkan hasil 

pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembelulan PEB), PPB, PKB, 
fotokopi invoice dan fo lokopi packing list kepada Pejabat Pem eriksa Dokumen. 



5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen rnenerbitkan NPE, apabila dokumen yang 
dipersyaratkan berupa Japoran surveyor telah dipenuhi. 

6. Dalam ha] hasil perneriksaan fisik kedapatan jumlah dan/ a tau jenis barang tidak 
sesua1: 
6.1. Pejabat Pemeriksa Barang rnenyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil 

pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembelulan PEB), PPB, PKB, 
fotokopi invoice dan fotokopi packing list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.2. Pejabal Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada bulir 6.1 unluk mengelahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena 
atau tidak terkena Bea Keluar alas Barang Ekspor, dan terkena atau tidak terkena 
ketentuan larangan dan/ a tau pembatasan. 

6.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kernbali: 
6.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan 

menerbitkan nota pembetulan dan NPE. 
6.3.2. Pcjabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembelulan dan NPE 

kepada Eksporlir. 
6.4. Dalarn ha] Barang Ekspor tennasuk jenis ekspor yang pada saat impornya 

ditujukan untuk diekspor kcmbali: 
6.4.1. Pc~jabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan 

menerbitkan nota pembetulan. 
6.4.2. Pcjabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada 

Eksportir. 
6.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana 

d.imaksud pada butir 6.1 dan nota pembelulan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani adminish·asi impor sementara. 

6.4.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara 
m elakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3. 

6.4.5. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada butir 6.4.3 sesuai dengan dokumen im.por, Pejabat Bea dan Cukai yang 
m enangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen unluk diterbitkan NPE. 

6.4.6. Dalam hal hasil penelitian memmjukkan dokumen Sl~bagaimana dimaksud 
pada bulir 6.4.3 lidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai 
ketenluan tenlang impor sementara. 

6.5. Dalam hal Barang Ekspor tennasuk kategori ekspor yang mendapat fasilitas 
Pembebasan atau fasilitas Pengembalian: 
6.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembelulan data PEB dengan 

menerbitkan nota pembelulan. 
6.5.2. Pejabat Pem.eriksa Dokumen m enyerahkan nota pembetu1an kepada 

Eksporlir. 
6.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud. dalam butir 6.1 dan nota p~mbelulan kepada Unit Pengawasan. 
6.5.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud 

pad.a butir 6.5.3. 
6.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi 

tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
den8an kelenluan perundang-undangan. 

6.5.6 . Dalam hal hasil penelitian m enunjukkan tidak terdapat bukti adanya 
indikasi tindak pidana: 
6.5.6.1 . Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat 

Pemeriksa Dokumen dan dokumen scbagaimana dirnaksud 
pada butir 6.5.3. 

6.5.6.2. Pejabat Pcn,eriksa Dokumen menerbitkan NPE, ·sepanjang telah 
dipenuhi kewajiban pabean. 

6.6. Dalam hal Harang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 



6.6.1. Pcjabal Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir G.1 kepada Unit Pengawasan. 

6.6.2. Unit Pengawasan rnclakukan penelilian dokumen sebagaimana dimaksud 
pada bulir 6.6.1. 

6.6.3. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan perundang-unda ngan. 

6.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Lidak terdapat bukti adanya 
indikasi lincbk pidana: 
6.6.4.1 . Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagairnana dimaksud pada butir 6.6.1 kepada Pejabat Pemeriksa 
· Dokumen. 

6.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah 
dipenuhi kewajiban pa bean. 

6.7. Dalam hal Harang Ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan: 
6.7.1 . Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada bulir 6.1 kepada Unit Pengawasan. 
6.7.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud 

pada butir 6.7.1. 
6.7.3. Dalam hal hasil penclitian menunjukkan terdapat bukti adanya in dikasi 

tindak pidana dan/ a tau ketentuan larangan a tau pembatasan tidak 
dipenuhi, Unit Pcn gav. asan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan 
ketenluan perundang-undangan. 

6.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan lidak terdapat bukti adanya 
indikasi tindak pidana dan/ atau ketenluan larangan a tau pembatasan telah 
dipenuhi: 
6.7.4.1. Unit Pengawc1san mengirimkan hasil penelilian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

6.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah 
dipenuhi kew ajiban pabean. 

B. Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Diluar Kawasan Pabean Tetapi Dalam Wilayah 
Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan. 

1. Eksportir menycrah kan kepad.a Pejabat Pemeriksa Dokumen: 
a. PPB; 
b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah 

ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; 
c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila 

dilakukan p embelulan PEB); 
d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan 
e. Fotokopi i!1'voicc d.an fotokopi packing list. 

2. Pejabat Pemeriksa Dokumen: 
2.1. mencantumkan nama Pejabat Pem eriksa Barang dan menetapkan jenis 

pemeriksaan fisik pad.a PPB; dan 
2.2. menyerahkan kepada Pejabat Pcmeriksa I3aran g PPB, PP-PEB (apabila dilakukan 

pembelulan PEB), PKB, fotokopi illvoice dan fotokopi packing list. 

3. Pejabat Pemeriksa Barang: 
3.1. m elakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya di lembar hasil 

pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor Pabean pemuatan 
menggunakan tulisan di atas formulir; a tau 

3.2. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar h asil 
pemeriksaan fisik baranr, pada PEB ser ta melakukan perekaman hasil 
pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean 
pernuatan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan 
Eleklronik. 



4. Dalarn hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah d.an/ a tau jen is barang sesuai: 
4.1. 13arang Ekspor yan·g telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah pengawasan 

Pelugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan pcnyegelan pad.a peti kemas atau 
kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing. 

4.2. Pejabat Pemeriksa Barnng m.enerbitkan dan menandatan gani NPE serta 
menyerahkannya kepada Eksportir. 

4.3. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudab dicanturnkan basil 
pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembelulan PEB), PPB, PKB, 
fo tokopi invoice dan fotokopi packing list, dan fotokopi NPE kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokurnen. 

5. Dalam hal basil pemeriksaan fisik kedapatan jum.Iah dan/ a tau jenis barang sesuai 
dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan surveyor: 
5.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah 

pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada peti 
kemas atau kemasan baran3 oleh Petugas Pen gawasan Stuffing. 

5.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sud.ah dicanturnkan hasil 
pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pernbetulan PEB), PPB, PKB, 
fotokopi Invoice dan fo tokopi packing list, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

5.3 Pejabal Pemeriksa Dokurnen menerbitkan NPE, apabila dokumen yang 
dipersyaratkan bcrupa laporan surveyor telah dipenuhi. 

6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/ a tau jenis barang tidak 
sesuai: 
6.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah pengawasan 

Petugas Pengawasan Stuffini dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau 
kemasan barang oleh Pelut',aS Pengawasan Stuffing. 

6.2. Pejabat Pemeriksa 13aran g menyerahkan PEB yang sud.ah dicanlumkan hasil 
pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PE13), PPB, PKB, 
fotokopi invoice dan fotokopi packing list, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen . 

6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana 
dirnaksud pada butir 6.2 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena 
atau tidak terkena Bea Keluar, dan terkena atau tidak terkena ketenluan larangan 
dan/ a tau pembalasan. 

6.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali: 
6.4 .1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembelulan data PEB dengan 

m enerbitkan nota pernbelulan dan NPE. 
6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokurnen menyerahkan nota pembetulan dan NPE 

kepada Ekspor tir. 
6.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya 

ditu jukc1n untuk diekspor kernbali: 
6.5.1 . Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembelulan data PEB dan 

menerbitkan nota pembetulan . 
6.5 .2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada 

Eksporlir. 
6.5 .3. Pejabat Pemeriksa Dokurnen menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.2 diserlai nota pernbelulan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani administrasi in1por sementara. 

6.5.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menanean i administrasi impor sementara 
m elakukan penelilian dokumen sebagaimana dirnaksud pada butir 6.5 .3. 

6.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada butir 6.5.3 sesuai dengan dokumen irnpor, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani adminislrnsi impor sementara mengiriinkan hasil penelitian dan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen u n luk diterbitkan NPE. 

6.5.6. Dalam h al basil penelilian menunjukkan dokumen seba8aimana dimaksud 
pada bulir 6.5.3 tid ak sesuai dengan dokumcn impor, Pejabat Bea dan 



6.6. 

6.7. 

6.8. 

Cukai yang rnenangani adrninislrasi irnpor semcntara menyelesaikan sesuai 
ketentuan lentang irn.por scmentara. 

Dalan1. hal Barang Ekspor termasuk kat.egori ekspor yang mendapat fasilitas 
Pembebasan atau fasilitas Pcngembalian: 
6.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokurnen melakukan pembetulan data PEB dan 

menerbitkan nota pembetulan. 
6.6.2. Pejabat Perneriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada 

Eksporlir. 
6.6.3 . Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

c.limaksud pada bulir 6.2 diserl<1i nola pembeh1lan 
Pengawasan. 

sebagaimana 
kepada Unit 

6.6.4. Unit Pengawasan mclakukan penelitian dokumcn sebagaimana dimaksud 
pada butir 6.6.3. 

6.6.5. Dalarn hal hasil penelilian menunjukkan terdapat bukti adanya 
indikasi tindak pidan0, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut 
sesuai dengan ketenluan perundang-undangan. 

6.6.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya 
indikasi tindak pidana: 
6.6.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan 

sebagaimana dimaksud pada 
Pemeriksa Dokumen. 

hasil penelitian dan dokumen 
butir 6.6.3 kepada Pejabat 

6.6.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah 
dipcnuhi kewajiban pabean . 

Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 
6.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit Pene-awasan. 
6.7.2. Unit Pengm"asan rnelakukan pcnelitian dokumen sebagaimana dimaksud 

pada butir 6.7.]. 
6.7.3. Dalam hal hasil penelitian m enunjukkan terdapat bukh adanya indikasi 

tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
dcngan ketenluan perundang-undangan. 

6.7.4. Dalam hal hasil penelitian mcnunjukkan lidak terdapat bukti adanya 
indikasi lindak pidana: 
6.7.4.1. Un.it Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana d.imaksud pada bulir 6.7.1 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen . 

6.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah 
dipc~nuhi kewajiban pabean. 

Dalam hal barang ekspor terkena ketenluan larangan dan/ a tau pembatasan: 
6.8.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menycrahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit Pengawasan. 
6.8.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud 

pad.a bulir 6.8.1 . 
6 .8.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terd.apat bukti adanya indikasi 

tindak pidana dan/ a tau ketentuan larangan a tau pembatasan tid.ak 
dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan 
ketenluan perundang-undangan. 

6.8.4. Dalam ha] hasil penelitian menunjukkan lidak terdapat bukti adanya 
indikasi tindak pidana dan/ a tau ketenluan larangan a tau pembatasan telah 
d.ipenuhi: 
6.8.4.1. Unit Pengm,vasan mengirimkan hasil penelitian clan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.8.1 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen . 

6.8.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen mcnerbitkan NPE, sepanjang telah 
dipenuhi kewajiban pabean. 



C. Lokasi Pemeriksaan Fisik Diluar Wilayah Pcngawasan Kantor Pabean Pemuatan. 

1. Eksportir menyerahkan kepad.a Pejabal Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean 
pemeriksaan: 
a. PPB; 
b . PEI3 yang lebb mendapal nornor dan lan ggal pendaftaran dan telah 

ditandalangani scrla Jibubu hi cap perusahaan; 
c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila 

dilakukan pembetulan PEB); 
d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan 
e. fotokopi invoice dan fotokopi packing list. 

2. Pejabat Pemeriksa Dokum en di Kantor Pabean pemuatan mencetak PPB, PEB, PP-PEB 
(apabila dilakukan pembetulan PE13) dan mengirimkannya kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan. 

3. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan: 
3.1. mencocokkan dokumen yang diterima dari Eksportir dengan dokumen yang 

diterima dari Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan. 
3.2. mencantumkan nama Pejabal Pem eriksa Barang dan menetapkan jenis 

pemeriksaan fisik pad.a PPB. 
3.3. menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP-PEB (apabila 

dilakukan pembetulan PEB), PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing list. 

4. Pejabat Perneriksa Barang: 
4.1. melakukan pemeriksaan fisik dan mencanlumkan hasilnya di lembar hasil 

pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor Pabean menggunakan 
tulisan di atas forrnulir; atau 

4.2. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil 
pemeriksaan fisik barani pada PEB ser ta melakukan perekarnan hasil 
pemeriksaan fisik ke Sistem Kornputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean 
pemeriksaan menggunakan sistem PDE kepabea.nan atau Media Penyimpan 
Elektronik. 

5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan a tau jen is barang sesuai: 
5.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah pengawasan 

Petugas Pen gai, asan Stuffing clan dilakukan penyegelan pad.a peti kemas a tau 
kemasan baran g oleh Pelugc1s Pengawasan Stuffing. 

5.2. Pejabal Pemeriksa Ba. rang menerbitkan dan menandatangani NPE serta 
menyerahkannya kepada Eksporlir. . 

5.3. Pejabat Pemeriksa Harang 1nenyerahkan kepad.a Pejabat Pemeriksa Dokumen di 
Kantor Pabean pemeriksaan, PEB yang sud.ah dicanlumkan hasil pemeriksaan 
fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pernbetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan 
fotokopi packing list, dan fotokopi NPE unluk diteruskan ke Kantor Pabean 
pe1nuatan. 

6. Dalam ha] hasil pemcriksaan fisik kedapatan jumlah dan/ a tau jenis barang sesuai 
dan diperlu kan dokumen perS) aratan berupa laporan surveyor: 
6.1. Barang Ekspor yang Lelah d.iperiksa £isik dilakukan stuffing dibawah pengawasan 

Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada pelikemas atau 
kemasan barang oleh Pelugas Pengawasan Sruffing. 

6.2. Pejabal Pemeriksa Barang m.enyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokmnen di 
Kan tor Pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan 
fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembelulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan 
fotokopi packing list unluk diteruskan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen ke Kantor 
Pabean pem.uatan. 

6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumcn di Kantor Pabean pemuatan menerbitkan NPE, 
apabila dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi. 



7. Dalarn hal basil pcmcriksaan fisik kedapatan jurnlah dzm/ a tau jenis barang tidak 
sesuai: 
7.1 . Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan st·ufj1ng dibawah pengawasan 

Petugas Pengawasan Stuffi11g dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau 
kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing. 

7.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil 
pemcriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, 
fotokopi invoice dan fo tokopi pnckiJLg list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di 
Kantor Pa bean pemeriksaan. 

7.3. Pejabat Pemeriksa Doku men di Kantor Pabean pemeriksaan mengirimkan 
d.okumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokurn.en di Kan tor Pabean pemuatan. 

7.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabcan pemuatan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 unluk mengetahui jenis ekspor, 
kategori ekspor, terkena atau lidak terkena Bea Keluar , dan terkena atau tidak 
terkena ketentuan larangan dan/ a tau pembatasan. 

7.5 . Dalam hal Barang Ekspor terntasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali: 
7.5.1 Pejabal Pcmeriksa Dokurnen melakukan pembelulan data PEB den gan 

rnenerbitkan nota pembelulan dan NPE. 
7.5.2. Pejabat Perneriksa Dokumen rnenyerahkan nota p embetulan dan N PE 

kcpada Eksportir. 
7.6. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya 

d itujukan unluk d.iekspor kembali: 
7.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembelulan data PEB dan 

m en erbitkan nota pembetulan . 
7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembelulan kepada 

Eksportir. 
7.6.3. Pejabat Pem.eriksa Dokurnen menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 7.2. disertai nota pembelulan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yan g menangani administrasi impor sementara. 

7.6.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor semen tara 
melakukan penelilian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3. 

7.6.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud 
pad.a butir 7.6.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang 
rnenangani adminislrnsi impor sernentara mengirimkan hasil penelitian 
kcpada Pejabal Pemeriksa Dokumen unluk d.iterbitkan NPE. 

7 .6.6. Dalam ha! hasil peneli lian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud 
pad.a bitlir 7.6.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani adm.inistrasi impor sem.cntara menyelesaikan sesuai 
kelenluan tcntan g irnpor sementara. 

7.7. Dalam. hal Barang Ekspor termasuk jen is ekspor yang mendapat fasili tas 
Pembebasan atau fasilitas Pengembalian: 
7.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dan 

menerbitkan nota pembelulan. 
7.7.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada 

Eksportir. 
7.7.3. Pejabat Pemeriksa Dokumcn m enyerahkan dokumen sebagaimana 

d imaksud pad.a butir 7.2 disertai nota pembetulan kepada Unit 
Pengawasan. 

7.7.4. Unit Pengawasan m elakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud 
pada butir 7.7.3. 

7.7.5 . Dalam h al hasil penelilian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana, Unit Pen gawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
den gan kctentuan perund.ang-undangan. 

7.7.6. Dalan.1 hal h asil penelilian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya 
indikasi lindak p id.ana: 



7.7.6.1. Unil Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada bulir 7.7.3 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

7.7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbilkan NPE, sepanjang telah 
dipenuhi kewajiban pabean. 

7.8. Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Kduar: 
7.8.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan. 
7.8.2. Unil Pen gawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud 

pada bulir 7.8.1. 
7.8.3. Dalam. hal hasil penelilian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi 

tindak piclana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
dengan kelentuan perundang-undangan. 

7.8.4. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan Lidak terdapat bukti adanya 
indikasi tindak pidana: 
7.8.4.1. Unit Penga-v\'asan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.1 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

7.8.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE sepanjang telah 
dipenuhi kewi:ljiban pabean. 

7.9. Dalam hal Barang Ekspor terkena ketenluan larangan dan/ a tau pembatasan: 
7.9.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan. 
7.9.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana d.imaksud 

pada butir 7.9.1. 
7.9.3. Dalam hal hasil penelili.an menunjukkan terdapat bukli adanya indikasi 

tin.dak pidana clan / a tau ketenluan larangan atau pembatasan tidak 
dipenuh i, Uni t Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan 
ketenluan perundang-undangan. 

7.9.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti danya 
indikasi tindak pidana dan/ a tau ketentuan larangan atau pembatasan telah 
dipenuhi: 
7.9.4.1. Unit Pen3awc1san mengirimkan hasil penelitian dan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.9.1 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

7.9.4.2. Pejabal Pemcriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah 
dipenuhi kevvajiban pabean. 

III. Penelitian dan Penetapan Bea Keluar 

A. Terhadap Harang Ekspor Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan Hasil 
Perneriksaan Sesuai. 

1. Pejabal Pcmcriksa Dokumen pada Kantor Pabean p emuatan melakukan penelitian 
terhada p PEB yang telah d.iterbitkan NPE untuk m engetahui ada tidaknya Barang 
Ekspor yang dikenakan Bea Keluar. 

2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Ekspor lidak dikenakan Bea Keluar, 
Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB. 

3. Dalam hal hasil p enelilian m enunjukkan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 
3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar. 
3.2. Dalam hal hasil pcnelitian pcrhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat 

Pemeriksa D0kun1.en mengarsipkan data PEB. 
3.3. Dalarn hal hasil penelilian pcrhilungan Bea Kduar mcnunjukkan lidak sesuai: 

3.3.1. Pejabal Pcmeriksa Dokurn.en m elakukan penelapan perhitungan Bea Keluar 
dan menerbitkan SPPBK. 

3.3.2. Pejabat Pem eriksa Dokumen m en girimkan SPPBK kepada Eksportir dan 
Pejabat Bea d an Cukai yang menangani penagihan. 



3.3.3. Eksportir mclunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebagaimana yang 
tercanlum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan 
sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penagihan. 

3.3.4. Pejabat Bea dan Cukai yang m enangani penagihan mencocokkan bukti 
pelunasan d engan SPPBK. 

3.3.5. Dalam hal hasil pencocokan m enunjukkan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai 
yane- rnenangani penagihan mengarsipkan bukti pelunasan dan SPPBK. 

3.3.6. Dalarn. hal hasil pencocokan menunjukkan tidak sesuai, Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penagihan melakukan proses penagihan lebih lanjut. 

13. Terhadap Harang Ekspor Yang Dilakukan Perneriksaan Fisik Dengan Hasil 
Perncriksaan Tidak Scsuai. 

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen pad.a Kantor Pabean pemuatan menerima dokumen 
sebagaimana dimaksud pada paragraf II huruf A butir 6.5.4.1, paragraf II huruf B butir 
6.7.4.1, dan paragraf II huruf C butir 7.8.4.1 . 

2. Pejabat Pe1neriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian 
perhihmgan Bea Keluar. 

3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat 
Pemeriksa Dokumen m engarsipkan data PEB dan rnenerbitkan NPE. 

4. Dalam hal hasil penelitian perhilungan Bea Keluar menunjukkan lidak sesuai: 
4.1. Pejabal Pen,eriksa Doklm,en melakukan penelapan perh itungan Bea Keluar d an 

m cnerbitkan SPPBK serla mengirimkannya kepada Eksportir. 
4.2. Ekspor tir m elunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administrasi 

berupa denda sebagaimana yang tercantum dalan, SPPBK dan menyerabkan bukti 
pelunasan Bea Kcluar dan sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen. 

4.3. Pejabat Pemeriksa Dokurncn mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK, dalam 
hal hasil pencocokan menunjukkan: 
4.3 .1. scsuai, Pejabat Pen1.eriksa Dokumen menerbitkan N PE; a tau 
4.3.2. lidak sesuai, Pejabal Pemeriksa Dokumen m enyerahkan SPPBK dan bukti 

pelunasan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan untuk 
proses penagihan lebih lanjut. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

ttd. 

AG UNG KUS\V ANDONO 



Lampiran U 
Peraturan Direk lur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
'J'en tang 
Tata Laksan a Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PENDAFf ARAN KONSOLIDATOR 
DAN KONSOLIDASI BAR.ANG EKSPOR 

I. Tata Kerja Pendaftaran Konsolidator 

1. Perusahaan mengajukan permohonan pen daftaran sebagai Konsolidator ke Kepala 
Kantor Pabean yang mengawasi, dengan melampirkan : 
a. fotokopi akte pendir ian badan usah a yang dibuat oleh notaris clan clisah kan oleh 

instansi yang berwenan g; 
b. fo tokopi Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari 

instansi yang berwenang; 
c. fo tokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
cl. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha K,~na Pajak (PKP) serta fotokopi SPT 

tahunan PPh lahun terakhir bagi perusahaan yan8 sudah wajib menyerahkan SPT; 
e. peta lokasi dan clenah bangumm/lapan gan untuk kegia tan stuffing; 
f. fotokopi sertifikal ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Bad.an Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan (BPPK); dan 
g. surat pernyataan diatas 1Tta terai yang menyatakan kesanggupan untuk dilakukan 

audit oleh Direktoral Jenderal Bea dan Cukai. 

2. Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 1, Kep ala 
Kantor Pabean a tau Pejabat Bea clan Cukai yang dilunjuk: 
2.1. melakukan pen elitian terhadap kelen gkapan permohonan; dan 
2.2. melakukan p eninjau an lokasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. 

3. Dalam hal pennoh onan tidak lengkap dan/ a tau keadaan bangunan ticlak memenuhi 
persyaratan yang clitenlukan, Kepala Kantor Pabean m en olak permohonan clan 
mengembalikannya kepada yang bersangkutan disertai alasan penolakannya. 

4. Dalam hal perm.ohonan telah lengkap clan keadaan ban gunan telah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan, Kepala Kantor Pabean m enerbitkan Surat Keputusan 
Persetuju an sebagai Konsolidator sesuai den gan format (Contoh 3.C Lampiran XIII) 
dalam wc1ktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pennohonan diterima secara 
lengkap. 

II. Tata Kerja Konsolidasi Harang Ekspor dan Penyampaian PKBE 

A. Pada Kantor Pabcan Pcmuatan Yang Dalam Pclayanan Kepabeanannya 
Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan. 

1. Eksportir menyelcsaikan kewajiban kepabean an a tas barang yang akan 
dikonsolidasikan. 

2. Eksportir n1enyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi: 
a. barang yang akan diekspor, dalarn hal belum didaftarkan PEB; atau 
b. PE I3 dan NPE, dalam hal Barang Ekspor telah d idaftarkan PEB dan telah 

dilerbitkan NPE. 

3. Dalam hal PEB m endapat respon PPB, dilakukan pemeriksaan fisik barang sesuai 
tata kerja pemeriksaan fis ik Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam 
Lam piran I. 

4. Pihak yan8 melakukan konsolidasi rneng1s1 PKBE secara lengkap d engan 
menggunakan program aplikasi PKBE dan menyampaikannya ke Kantor Pabean 
pemuatan. 



5. Sistem Kompuler Pelayanan pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian 
kelen8kapan pengisian data PKBE clan mencrbitkan respon: 

a. NPP, dalam hal: 
1. pengisian data PKBE lidak lengkap; atau 
11. nama-nama perusahaan yang tercanlum dalam PKBE tidak sama dengan 

nama-nama perusahaan yang diberitahukan oleh Ekspor lir yang bertanggung 
jawab atas Konsolidasi Barang Ekspor pada saat pengajuan izin sebagai pihak 
yang melakukan konsolidasi. 

b. nomor dan tang gal pendaf taran PKBE, dalam hal: 
1. pengisian data PKBE Iengkap; atau 
11. nama-nama 1.wrusahaan yang tercanlum dalam PKBE sama dengan nama­

nama perusahaan yang diberitahukan oleh Eksportir yang bertanggung jawab 
atas Konsolidasi Barang Ekspor pada saat pengajuan izin sebagai pihak yang 
melakukan konsolidasi; 

6. Dalam hal diterbitkan rcspon NPP, pihak yang melakukan konsolidasi 
memperbaiki data PKBE dan mengirim kembali ke Sistem Komputer Pelayanan 
pada Kantor Pabean Pemualan. 

7. Dalam hal diterbitkan re1->pon nomor dan tanggal pendaftaran, pihak yang 
melakukan konsolidasi mencetak PKBE yang telah mendapal nomor pendaftaran. 

8. Dalam hal Barang Ekspor tidak termasuk krileria wajib dilakukan pengawasan 
stuffing, pihak yang melakukan konsolidasi melakukan stuffing Barang Ekspor ke 
dalam peli kemas. 

9. Dalam hal Barang Ekspor termasuk kriteria wajib dilakukan pengawasan stuffing: 
9.1. Pihak yang 1nelakukan konsolidasi menyerahkan PKBE dilampiri dengan PEB 

dan NPE kcpada Pejabal Bea dan Cubi yang mengawasi kegiatan Konsolidasi 
Barang Ekspor. 

9.2. Pejaba t Bea dan Cukai yani mcngawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor 
rn.enyerahkan PKBE dilampiri clengan PEB clan NPE kepacla Petugas 
Pengawasan Sluffing. 

9.3. Pihak yang melakukan konsoliclasi melakukan stuffing Barang Ekspor ke dalam 
peti kemas clen gan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing. 

9.4. dalam hal Barang Ekspor telah dilakukan pemeriksaan fisik di gudang milik 
Eksportir atau Barang Ekspor dari TPB, Petugas Pengawasan Stuffing meneliti 
scgel pada kemasan Barang Ekspor yang akan di-sl1tjfing: 
9.4.1. dalam hal kondisi segel liclak uluh: 

9.4.1.1 . melaporkan kepada Pejabat Bea clan Cukai yang mengawasi 
kcgia tan Konsoliclasi Barang Ekspor; dan 

9.4.1.2. Pejabat Bea clan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi 
Barang Ekspor menyampaikan kepada Unit Pengawasan pada 
Kantor Pabean yang mengawasi pihak yang melakukan 
konsolidasi, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 

9.4.2. dalam hal kondisi segel uluh, melakukan pengawasan stuffing Barang 
Ekspor berdasarkan PKBE clan NPE. 

9.5. setelah kegialan stuffing selesai, Petugas Pengawasan Stuffing: 
9.5.1. melakukan penyegelan pada peli kemas· dan mencanturnkan nomor segel 

pad.a PKBE dan masing-masing NPE; 
9.5.2. membubuhkan tanggal stuffing, tanda tangt1n, nama dan NIP pada PKBE 

dan masing-masing NPE; dan 
9.5.3. m enycrahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang m elakukan konsolidasi. 

10. Pihak yanr, m elakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan Barang Ekspor 
ke Kawasan Pabean lempa t pemuatan sebagaimana dimaksucl clalam Lampiran IV. 

11. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemuatan Barang Ekspor 
ke sarana p engangku l. 

12. Pihak yang melakukan konsolidasi menerima PKBE yang telah selesai dimuat ke 
sarana pengangkut dari Pe tugas Dinas Luar yang mengaw asi pemuatan Barang 
Ekspor di Kantor Pabean pernuatan. 



13. Pihak yang meh1kukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada Pejabat Bea dan 
Cukai } ang rnengawasi kegiatan Konsoliclasi Barang Ekspor yang telah diberi 
catalan penrnsukan oleh Pdugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di 
Kawasan Pabean tempat pemuatan dan calc1Lc1n pemua tan oleh Petugas Dinas Luar 
yang mengawasi pemuatan 13arang Ekspor. 

14. Pejaba t Bea clan Cukai yang mengc1wasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor 
melakukan pencatatan pernbukuan d.an mendistribusikan lembar PKBE sesuai 
peruntukannya. 

15. Pihak yang melakukan konsoliclasi mena tausahakan PKBE. 

16. Pada hasil cetak PKBE dicantumkan keterangan 'Tormulir ini dicetak secara 
otomatis oleh sisten1 komputer clan tidak m emerlukan nama, tanda tangan pejabat, 
dan cap clinas". 

17. Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi konsolidasi berbeda dengan Kantor 
Pabean pernuatan, arsip PKBE disimpan pacla masing-masing Kantor Pabean 
clengan ketentuan: 
a. asli lembar perunlukan Kantor Pabcan unluk Kantor Pabean pemuatan; dan 
b. salu lembar futocopy len1bar peruntukan Kantor Pabean yang m engawasi 

konsolid asi. 

B. Pada Kantor Pabean Pcmuatan Yang Dalam Pclayanan Kepabeanannya 
Menggunakan Tulisan Di Atas Formulir. 

1. Eksportir menyelcsaikan kewajiban kepabeanan atas barang yang akan 
dikonsolidasikan. 

2. Eksporlir menyerahkan kepada pihak yang me1akukan konsolidasi: 
a. barang yang akan diekspor, dalam hal belum d.idaftarkan PEB; a tau 
b. PEB dan NPE, dalam hal Baran g Ekspor telah didaftarkan PEB dan telah 

diterbitka.n NPE. 

3. Dalam hal Plm mendapal diterbitkan PPB, dilakukan pemeriksaan fisik barang 
sesuai tata kerja pemeriksaan fisik Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran 1. 

4. Pihak yang m elakukan konsolidasi m engisi formulir PKBE secara lengkap atas PEB 
yang telah mendapat NPE dan menyampaikarmya ke Pejabat Bea dan Cukai yang 
mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor clen gan dilampiri semua NPE yang 
tercantum pada PKBE. 

5. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor 
melakukan kegialan sebagai berikut: 
5.1 . n1eneliti pengisian data PKBE dan lampi rannya. 
5.2. dalam hal pengisian PKBE dan larn.pira1mya lidak lengkap, menerbitkan NPP 

dc111 ni.engcmbalikan PKBE sertc1 lampirannya kepada pihak yang melakukan 
konsoliclasi untuk diperbaiki. 

5.3. dalam hal pengisian PKBE dan lampirannya telah lengkap: 
5.3.1. memberikan nornor clan langgal pen daftaran pacla PKBE; 
5.3.2. mencala t nomor clan tanggal PKBE pada masin g-masing NPE; 
5.3.3. menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi. 

5.4. dalam hal Barang Ekspor tidak termasuk kriteria "·ajib dilakukan pengawasan 
stuffing, memberitahukan kepada pihak yang m elakukan konsolidasi untuk 
melakukan stuffing Barang Ekspor ke dalam peli kem.as. 

5.5. dalam hal Barang Ekspor termasuk kriteria wajib dilakukan pengawasan 
stuffing: 
5.5.1. m enunjuk Petugas Pengawasan Stuffing unluk melakukan pengawasan 

stuffing. 
5.5.2. menyerahkan PKBE dan NPE kepada Petugas Pengawasan Stuffing. 
5.5.3. pihak yan g melakukan konsolidasi m elakukc1n stuffing Barang Ekspor ke 

dalam peli kemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing. 



5.5.4. dalam hal Barang Ekspor telah ctilakukan pemeriksaan fisik di gudang 
milik Eksportir atau Barang Ekspor dari TPB, Pelugas Pengawasan 
Stuffing menelili segel pada kemasan Barang Ekspor yang akan di-stuffing: 
5.5.4.1. dalmn hal kondisi segel lidak utuh: 

5.5.4.1.1. melaporkan kepada Pejabal Bea dan Cukai yang 
rnengawasi kegia tan Konsolidasi Barang Ekspor; dan 

5.5.4.1.2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan 
Konsolidasi Barang Ekspor menyampaikan kepada Unit 
Pengawasan pada Kantor Pabean yang mengawasi 
pihak yang melakt1 kan konsolidasi, untuk dilakukan 
penelilian lebih lanjut. 

5.5.4.2. dalam hal kondisi segel uluh, melakukan pengawasan stuffing 
Barang Ekspor berd.asarkan PKBE dan N PE. 

5.5.5. setelah kegiatan stuffing selesai, Pelugas Pengawasan Stuffing: 
5.5.5.1. melakukan penyegelan pada peli kemas dan mencanlumkan 

nomor segcl pada PKBE dan masing-masing NPE; 
5.5.5.2. membubuhkan tanggal stuffing, tarn.fa tangan, nama dan NIP pada 

PKBE dan masing-masing NPE; dan 
5.5.5.3. menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang m elakukan 

konsolidasi. 

6. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan Barang Ekspor 
ke Kciwasan Pabean tempat pemuatan. 

7. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemuatan barang ekspor ke 
sarana p engangkut. 

8. Pihak yang melakukan konsolidasi menerima PKBE yang telah selesai dimuat ke 
sarana pengangkut dari Pelugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan Barang 
Ekspor di Kantor Pabean pemuatan. 

9. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi l3arang Ekspor yang telah diberi 
catatan pemasukan oleh Pelugas Dinas Luar yang m engawasi pemasukan di 
Kawasan Pabean tempat pemuatan dan catatan penrnatan oleh Petugas Dinas Luar 
yang mengawasi pemuatan Barang Ekspor. 

10. Pejabat Bea dan Cukai yang n.1.engawasi kegialan Konsolidasi Barang Ekspor 
melakukan pencatalan pernbukuan dan mendis tribusikan lembar PKI3E sesuai 
perunlukannya. 

11 . Pihak yang melakukan konsolidasi dan Eksportir menatausahakan PKBE. 

12. Dalam hal Kantor Pabean ; ang m engawasi konsolidasi berbeda dengan Kantor 
Pabean pemuatan, arsip PI<BE d.isimpan pada masing-masing Kantor Pabean 
dengan ketenluan: 
a. asli lembar perunlukan Kantor Pa bean unluk Kantor Pabean pemuatan; dan 
b. satu lembar fotocopy lembar perunlukan Kantor Pabean yang mengawasi 

konsolidasi. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat J cndcral 
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Lampiran 1II 
Peraluran Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentan g 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PELAYANAN BAR.ANG EKSPOR GABUNGAN 

1. Perusahaan Pengirim Barang: 

1.1. mengisi data pengirim barang dan menandatangani SSTB. 

1.2. menyerahkan SSTB dan barang yang akan d.igabungkan unluk diekspor kepada 
Perusahaan Penerima Barang. 

2. Perusahaan Penerima Barang: 

2.1. menerima SSTB dan barang yang akan digabungkan unluk diekspor dari Perusahaan 
Pengirim. Barang. 

2.2. mengisi data penerima barnng dan menandatangani SSTB. 

2.3. menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan sesuai tata kerja penyampaian PEB 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 

Salinan s esuai dengan a slinya , 
S ekretaris Direktorat cJendera l 
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Lampiran IV 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PEMASUKAN BAR.AN G EKSPOR KE 
KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN 

Pernasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Tempat Pemuatan Di Pelabuhan Muat Atau 
Tempat Muat Ekspor 

1. Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi: 
1.1. membawa Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan rnenggunakan: 

a. NPE; 
b. permohonan pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat 

pemuatan yang Lelah diberikan catatan perselujuan oleh Kepala Kantor Pabean 
pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yan g dit.unjuk, dalam hal telah dilakukan 
pemeriksaan fisik oleh surveyor namun persyaratan ekspor berupa laporan 
surveyor belum d.ipenuhi; 

c. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean 
tempat pemuatan; 

cl. PKBE dan NPE, dalam hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi; 
e. permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberikan catatan 

persetujuan muat oleh I<epala Kantor Pabean pemuatan, dalam hal rn.enggunakan 
prosedur ekspor baran g curah; a tau 

f. PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal te1jadi penggantian peti kemas atau 
kemasan barang yan g dikeluarkan dari Kav. asan Pabean tempat pernuatan unluk 
dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tern.pat pemuatan semula. 

1.2. menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 kepada Petugas Dinas 
Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pa bean tempat pemuatan. 

2. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasu kan di Ka'\!\ asan Pabean tempat pemuatan: 
2.1 . mencocokkan nomor kemasan atau nomor peti kemas dengan yang tertera pada: 

a. data N PE, PPB, PKHE, ata u SPPBE, dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean 
dilengkapi denr,an Sistem Kompuler Pelayanan; alau 

b. data yang tercanlum dalam NPE, PPB, PKBE, atau SPPBE, dalam hal pintu masuk 
Kawasan p abean tidak dilengkapi dengan Sistem Komputer Pelayanan. 

2.2. memeriksa keuluhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada kemasan 
atau peli kemas, dalam hal dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan 
barang. 

2.3. dalam hal hasil pencocokkan scbagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 mcnunjukkan: 
2.3.1. tidak sesuai dan/ atau kondisi segel lidak uluh: 

2.3.1.1. mengizinkan kemasan atau peli kemas masuk ke Kawasan Pabean 
tempat pemua tan; 

2.3.1.2. m encanlumkan basil pengawasan pemasukan pad.a NPE, PPB, PKBE, 
atau SPPBE; 

2.3 .1.3. men1erahkan kep .. 1da Unil Pengawasan, berkas sebagaimana dirnaksud 
pada bulir 2.3.1.2 unhtk penelitian lebih lanjut. 

2.3.2. sesuai dan/ a tau kondisi segel uluh: 
2.3.2.1. men anda tangani NPE atau PKBE, atau memberi catatan tentang 

pemasukan barang ke Kaw asan Pabean lempat pemuatan pada dokumen 
sebagaimana dimaksud pada bulir 1.1 huruf b, huruf c, huruf e dan 
huruf f. 

2.3.2.2. men1 erahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2.1 kepada 
Eksportir alau pihak yang melakukan konsolidasi. 



2.3.3. Eksporlir rnenyarnpaikan fotokopi NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas 
Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawzisan Pabean tempat pemuatan 
kcpada Pejabal Bea dan Cukai di TPB, dalam hal Barang Ekspor dari TPB. 

2.4. Melakukan tindak lanjut sesuai tata kerja pemuatan ekspor barang curah 
(Lampiran V), dalam hal ekspor barang curah. 
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Lampiran V 
Peraluran Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidan g Ekspor. 

TATA KERJA PEMUATAN EKSPOR BARANG CURAH 

1. Eksportir mengajukan permohonan pemuatan ekspor barang curah sesuai dengan Contoh 3 D 
pada Lampiran XIII kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan dengan dilampiri shipping 
instruction/slii11pi11g order. 

2. Dalarn hal pemuatan ekspor barang curah dilakukan di tempat lain diluar Kawasan Pabean, 
pcrmohonan penrnatan sekaligus ber f m1gsi scbagai permohonan pemuatan ekspor barang cun.1h 
di tempat lain diluar I<awasan Pabean. 

3. Kl'pala Kan tor Pabean pemuatan: 
3.1. melaku kan penelitian permohonan dan dokumen yang dila1~pirkan. 
3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada Eksportir disertai 

alasan penolakannya. 
3.3. dalam ha! permohonan diselujui: 

3.3.1. rnem.berikan catatan perselujuan pada kolom yang disediakan dalam permohonan 
pemualan ekspor barang curah. 

3.3.2. menyerahkan pennohonan pemualan ekspor barang curah yang telah diberi catatan 
persetujuan kepada Eksporlir. 

3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain diluar Kawasan Pabean: 
3.3.3.1. memberikan perselujuan muat di tempat lain diluar Kawasan Pabean; dan 
3.3.3.2. menunjuk Petugas Dinas Luar un tuk melakukan pengawasan pemuatan. 

4. Dalam hal pemuatan dilakukan di Kawasan Pabean: 
4.1. Eksportir m embawa barang yang akan diekspor ke I<awasan Pabean dan menyerahkan 

permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberikan catatan perselujuan muat 
kepada Pelugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean. 

4.2. Petugas Din.as Luar yang mengawasi pernasukan di Kawasan Pabean: 
4.2.1. m elakt1kan pengawasan p emasukan barang ke Kawasan Pabean. 
4.2.2. mencanturnkan hasil pengawasan pemasukan pada permohonan pemuatan ekspor 

barang curah yang telah diberikan ca ta tan perselujuan muat. 
4.2.3 . menyerahkan pcrmohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberikan 

catatan perselujt1an mual kepada Eksportir. 
5. Dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain diluar Kawasan Pabean: 

5.1. Eksporlir membawa barang yang akan diekspor unluk dimuat ke sarana pengangkut dan 
menyerah kan permohonan p emualan ekspor barang curah yang telah diberikan catatan 
persetujuan muat kepada Pctugas Dinas Luar yang rnengawasi pemuatan. 

5.2. Petugas Dinas Luar yang rnengawasi pemuatan: 
5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan ke sarana pengangkut bersama Pejabat Bea dan 

Cukai dari Unit Pengawasan; 
5.2.2. mencan lumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatan ekspor 

barang curah yang Lelah diberikan catatan persetujuan muat; dan 
5.2.3. men yerahkan pennohonan pemuatan ekspor barang curah yan g telah diberikan 

calalan persetujuan mual kepada Eksporlir. 
6. Eksportir melakukan kegiatan: 

6.1. ntenyiapkan PEB atas barang curah yang telah dimuat. 
6.2. menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan. 

7. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabal Pemcriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan 
melakukan pcnelitian PEB sesuai lala kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean 
sebagaimana d imaksud dalam Lampiran I. 
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Lampiran VI 
Peraluran Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nornor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA REKONSILIASI 

A. Pada Kantor Pabean Pernuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan 
Tulisan Di Atas forrnulir. 

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen m enyampaikan PEB yang lelah diterbitkan NPE kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes. 

2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan sebagai berikut: 
2.1. melakukan rekonsiliasi dala PEI3 dengan data BC 1.1 (outward manifest) dengan 

mencocokkan elemen data sesuai ketentuan rekonsiliasi sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 34. 

2.2. mencanturnkan nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 pada seliap PEB. 
2.3. mencanturn.kan nomor dan tanggal PEI3 pada pos/ sub pos BC 1.1. 
2.4. membubuhkan hasil rekonsiliasi pacla setiap PEB. 
2.5. melakukan pencliLian lebih lanjut terhadap PEB yan g tidal<. dapat direkonsiliasikan 

clengan data pada BC 1.I dan pos BC 1.1 yang masih terbuka. 
2.6. menyampaikan PEB yang sudah dilakukan rekonsiliasi kepada Pejabat Bea clan 

Cukai yang menangani dislribusi dokumen. 
2.7. menyampaikan hasil rekonsiliasi PE13 dengan fasilitas Pembebasan dan/ a tau fasilitas 

Pengembalian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

3. Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Kepala Kantor Pabean pemuatan 
menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB. 

B. Pada Kan tor Pabean Pcmuatan Yang Dalarn Pclayanan Kcpabcanannya Menggunakan 
Sistern PDE Kepabeanan Atau Media Penyirnpan Data Elektronik. 

1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes dengan banluan Sistem Komputer 
Pelayanan melakukan rekonsiliasi data PEB dcngan BC 1.1 sesuai ketenluan rekonsiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

2. Sistem Komputer Pelayanan melakukan kegiatan sebagai berikut: 
2.1. m encanlumkan data tentang nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 pada setiap 

data PEB. 
2.2. mencantumkan data tentang nomor dan tanggal PEB pada data pos/sub pos BC 1.1. 
2.3. mencanlumkan hasil rekonsiliasi pada setiap data PEB. 

3. Pejabat Bea d.an Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan sebagai berikut: 
3.1 . m elakukan penelitian lebih lanjut terhadap PEB yang tidak dapat direkonsiliasikan 

den1;an data pada BC 1.1 dan pos/sub pos BC 1.1 yang masih terbuka. 
3.1. menyampaikan PEI3 yang sudah dilakukan rekonsiliasi kepada Pejabat Bea dan yan[ 

menangani dislribusi dokumen. 
3.2. m enyampaikan hasil rekonsiliasi PE13 dengan fasilitas Pembebasan dan/ alau fasilitas 

Pengembalian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

4. Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Kepala Kantor Pabean pemuatan 
menyampaikan hasil rekonsiliasi kcpada Kepala Kantor Pabean yang m engawasi TPB. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Dircktorat ,Jenderal 
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T ,ampiran VII 
Peraluran Direktur Jenderal Bea clan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana I<epabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PEMBATALAN PEB 

1. Eksportir mengajukan permohonan pembatalan PEB kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 
yang berisi paling sedikil alasan pembatalan d.an lokasi Barang Ekspor, dengan 
melampirkan: 
a. hasil cetak PEB yang telah dilandatangani serla dibubuhi cap perusahaan dan hasil 

cetak NPE, dalam hal PEB disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan; 
b. copy PEB dan NPE, dalam hal PEB disampaikan den8an Media Penyimpan Data 

Elekh·onik a tau tulisan diatas formulir; dan/ a tau 
c. surat pernyataan diatas matcrai yang cukup dari pengusaha TFS yang menyatakan 

bahwa baranr, yang akan ekspor masih ditimbun di TPS, dalam hal barang yang akan 
diekspor ditirn.bun di TPS. 

2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima pemberitahuan pembatalan PEB clan melakukan 
konfirmasi kepada: 
a. Unit Pengawasan mengenai: 

1) ada a tau tidaknya penerbitan NI-II; atau 
2) ada a tau tidaknya penegahan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB; dan 

b. Pejabat Bea clan C ukai yang nwnangani manifes mengenai: 
1) hasil rekonsiliasi antara BC 1.1 (outward manifest) dengan PEB; dan 
2) realisasi tanggal keberangkatan sarana pengangkut yang tercanlum dalam PEB yang 

diajukan pembatalan. 

3. Unit pengawasnn men1 ampaikan hasil konfirmasi kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

4. Pejabat Bea dan Cukai yan g menangani manifes m en yampaikan hasil penelitian 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

5. Pejabat Pemeriksa Dokum.en mengembalikan pennohonan pembatalan PEB kepada 
Eksportir disertai catatan penolakan, dalam hal hasil konfirmasi dan hasil penelitian 
menunjukkan: 
a. ada penerbitan NHI dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/ a tau jenis 

barang tidak sesuai; 
b. ada penegahan Barang Ekspor dan terbukli telah terjadi pelang3aran ketentuan 

kepabeanan di bidang ekspor; a tau 
c. hasil rekonsiliasi menunjukkan barang benar-benar telah dikirim ke luar daerah pa bean. 

6. Dalam hal hasil konfinnasi dan hasil penelitian menunjukkan: 
a. tidak ada penerbitan NI-II; 
b. ada penerbitan NHI letapi hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/ a tau jenis 

barang scsuai; 
c. tidak terdapal pencgahan terhadap Barang Ekspor; 
d. ada penegahan Barang Ekspor tetapi tidak tcrbukti terjacli pelanggaran ketentuan 

kepabeanan di bidang ekspor; alau 
e. barang benar-benar tidak dikirim keluar daerah pabean, 
Pejabat Pemeriksa Dokurn.cn melakukan kegiatan: 
6.1. memberikan cap "DIB/\TALK\N" pada sudut kanan atas hasil cetak PEB atau copy 

PEB clan hasil cetak NPE serta menyerahkan kepada Eksportir; 
6.2. melakukan perekaman pembatalan PEB atau membuat catatan pembatalan PEB pada 

buku ca latan pabean; dan 
6.3. menerbitkan Surat Pen genaan Sanksi .\dministrasi (SPSA), clalam hal permohonan 

pembata lan melewati jangka \vaklu 3 (tiga) hari kerja sejak keberangkatan sarana 
penganp;kut dan menycrahkan kepada Eksportir. 

7. Eksportir mclunasi d enda sesuai yan g tercanlum dalam SPSA, dan memberikan bukti 
pelunasan kepada Pejabat Bea clan Cukai yang menangani pcnagihan. 



8. Pejabat Pemeriksa Dokumcn mcngirimkan fotokopi hasil cetak PEB atau copy PEB yang 
telah diberikan cap "DIBATALKAN" dan hasil cetak NPE kepada Pejabat Bea dan Cukai 
yang m engawasi TPl3, dalam hal Barang Ekspor dari TP B. 

9. Dalam hal Ba rang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 
9.1. Ekspor tir harus mengajukan pembalalan PEB, dalam hal: 

a . pemasukan Barang Ekspor kc Kawasan Pabean tempal pemuatan melewali 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal PEB didaftarkan ke Kantor Pabean pemuatan; 

b. pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut di Kawasan Pabean tempat 
pemuatan melewati 30 (tiga puluh) hari sejak langgal PEB didaftarkan ke Kantor 
Pabean pcmuatan; 

c. pemuatan Harang Ekspor kc sarana pengangku t di tcmpat lain selain di Kawasan 
Pabean tempat pemuatan mclewati 7 (tujuh) hari setelah tanggal PEB didaftarkan ke 
Kantor .Pabean pemuatan; atau 

d. pemuatan Barang Ekspor kc sarana pengangkut di tempat lain selain di Kawasan 
Pabean tempat pemuatan melewati 10 (sepuluh) hari setelah tanggal PEB 
didaftarkan kc Kantor Pabean pemuatan, dalam hal diberikan perpanjangan waktu 
perubahan tanggal perkiraan ekspor oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan. 

9.2. Permohonan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud p ada butir 9.1 dilampiri dengan: 
a. hasil cetak PEB yang telah ditandatangani ser ta dibubuhi cap perusahaan dan 

hasil cetak NPE, dalam hal PEB disampaikan m elalu i sistem PDE kepabeanan; 
b . copy PEB dan NPE, dalam hal PEB disampaikan dengan Media Penyimpan Data 

Elektronik a tau lulisan diatas formulir; dan/ a tau 
c. surat pernyataan dialas materai yang cukup dari pengusaha TPS yang menyatakan 

bahwa barang yang akan ekspor masih ditimbun di TPS, dalam hal barang yang 
akan dickspor dilimbun di TPS. 

9.3. Pejaba t Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian permohonan dan memberikan cap 
"DlBAT,.\LKAN" pada sudut kanan atas hasil cctak PEB atau copy PEB. 

Salinan scsuai den gan aslinya, 
Sekretaris Direktorat J cnderal 

u .b 

DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI, 

ttd. 

AGUNG KUSWANDONO 



Lampiran VIII 
Peraluran Direklur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PEMBETULAN DATA PEB 

A. Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Sistem Pclayanan Kepabeanannya 
Mcnggunakan Sistem PDE Kepabcanan 

1. Eksporlir mengajukan permohonan pembelulan data menggunakan program aplikasi PEB 
dengan mengisi PP-PEB dan mengirimkan ke Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor 
Pabean pemuatan. 

2. Sistem Komputer Pelayanan pad.a Kantor Pabean penmatan menerima data permohonan 
d.an melakukan penelilian jangka waklu pengajuan PP-PEB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39. 

3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengajuan PP-PEB melebihi jangka waktu yang 
ditetapkan, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

4. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan pengajuan PP-PEB tidak melebihi jangka waktu 
yang ditetapkan, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian: 
a. ada atau lidaknya penerbitan Nl-11; dan 
b. ada a tau tidaknya penegahan Harang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB. 

5. Dalam hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan ada penerbitan NHI 
atau ada penegahan Barang Ekspor, dilakukan penelilian alas hasil penerbitan NHI atau 
hasil penegahan Barang Ekspor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa 
Dokumen: 
5.1. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen meneruskan PP-PEB kepada 

Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian alas penerbitan NI-II atau penegahan 
Barang Ek.spor. 
5.1.1. dalam hal hasi1 pemeriksaan fisik atas penerbitan NI-II menunjukkan jumlah 

dan/ a tau jenis barang sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor 
tidak terbukti telah te1iadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor, 
Unit Pengawasan menyerahkan PP-PEB disertai penjelasan hasil penelilian yang 
dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean a tau Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau 

5.1.2. d<1lam hal hasil hasil pemeriksaan fisik atas penerbitan NHI menunjukkan jumlah 
dan/ a tau jenis barang: 
a. sesuai dengan PP-PEB tetapi basil penegahan Barang Ekspor terbukti telah 

terjadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor; 
b. tid.ak sesuai den gan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor tidak terbukti 

telah terjadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor; atau 
c. tidak sesuai dengan PP-PEB dan/ a tau hasil penegahan Barang Ekspor terbukli 

telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor, 
Unit Pengawasan menyerahkan PP-PEB diserlai penjelasan Barang Ekspor dalam 
proses penelitian lebih lanjut kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 
Pemeriksa Dokumen. 

5.2. d.alam hal hasil penelilian sebagaimana dimaksud pada bulir 5.1 .1, Kepala Kantor 
Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirirn. respon ke Sistem Komputer 
Pelayanan unluk melakukan penelilian kelengkapan pengisian data PP-PEB. 

6. Dalam hal hasil penelilian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan tidak terdapat 
informasi atas penerbitan NHI atau tidak terdapat informasi penegahan Barang Ekspor, 
dilakukan penelitian kelcn gkapan pengisian data PP-PEB. 

7. Dalam hal hasil penelilian sebagaimana dimaksud pad.a bulir 5.1.2 atau h asil penelitian 
kelengkapan pengisian data PP-FEB oleh Sistem Kon1.puter Pelayan an menunjukkan tidak 
lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Perneriksa Dokumen melalui Sistem 
Komputer Pelayanan rnenerbitkan respon penolakan pembelulan data PEB dengan 
memberikan catatan penolakan pada PP-PEB. 



8. Dalam hal hasil penc>lilian kelengkapan pene1sian da ta PP-PEl3 oleh Sistem Komputer 
Pelayanan menunjukkan lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen 
melalui Sislcm Komputer Pelayanan menerbitkan respon persetujuan pernbetulan data 
PEB dengan n-temberikan calatan persetujuan pada PP-PEB. 

B. Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Melayani PEB 
Dalam Bentuk Media Penyirnpan Data Elektronik 

1. Eksportir rnengajukan permobonan pcmbelulan data dengan menggunakan program 
aplikasi PEB dengan meneisi PP-PEl3. 

2. Eksportir m encetak, menandatangani, dan membubuhkan stempel perusahaan pada hasil 
cetak, serta men-transfer data PP-PEB ke Media Penyirn.pan Data Elektronik. 

3. Eksportir menyerahkan basil cetak PP-PEB, Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi 
data PP-PEB, dan dilampiri fotokopi PEB yang akan dibelulkan kepada Pejabat Perneriksa 
Dokurn.en di Kantor Pabean Pernuatan. 

4. Kepala Kantor Pabean alau Pejabat Pemeriksa Dokumen rnelakukan penelitian jangka waktu 
pengajuan PP-PEB sebagaimana dimaksud dalarn. Pasal 39. 

5. Dalarn. hal hasil penelitian menunjukkan pengajuan PP-PEB melebibi jangka waklu yang 
ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pern.eriksa Dokumen mengembalikan hasil 
cetak PP-PEB, Media Penyimpan Data Elektronik yan g berisi data PP-PEB dan fotokopi PEB 
disertai NPP kepada Eksporlir. 

6. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan pengajuan PP-PEB tidak melebihi jangka waktu 
yang ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokurnen men-transfer data 
PP-PEB dari Media Penyimpan Data Elektronik ke Sislem Komputer Pelayanan. 

7. Sistem Komputer Pelayanan m elaku kan penelilian: 
a. ada atau tidaknya penerbitan NHI; dan 
b. ada atau tidaknya penegahan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB. 

8. Dalam hal hasil penelilian Sistem Komputcr Pelayamm menunjukkan ada penerbitan NHI 
atau ada p enegahan Barang Ekspor, d ilakukan penelilian atas hasil penerbitan NHI atau 
hasil penegahan Barang Ekspor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 
8.1 . Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen meneruskan PP-PEB kepada 

Unit Pengawasan untuk dilakukan penclitian atas penerbitan NI-II atau penegaban 
Barang Ekspor. 
8.1 .1. dalam hal hasil pemcriksaan fisik atas penerbitan NHI m enunjukkan jumlah 

clan/ a tau jenis barang sesuai dengan PP-PEB dan h asil penegaban Barang Ekspor 
lidak terbukti Lelah terjadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor, 
Unit Pengawasan men yerahkan PP-PEB disertai penjelasan b asil p en elitian yang 
dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean a tau Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau 

8.1.2. dalam h al hasil hasil pemeriksaan fisik atas penerbitan NI-II m enunjukkan jumlah 
d.an/ a tau jenis barang: 
a. sesu ai d engan PP-PEl3 dan hasil penegahan Barang Ekspor lerbukti telah 

terjadi pelanggaran kettmhian kepabeanan di bidang ekspor; 
b . tidak sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor tid.ak terbukti 

telah terjadi pdanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor; a tau 
c. tidak sesuai dengan PP-PEB dan/ a tau hasil penegahan Barang Ekspor terbukti 

tdah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor, 
Unit Pengawasan m enyerahkan PP-PEB d isertai penjelasan Barang Ekspor dalarn. 
proses penelitian lebih lanjut kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 
Pemeriksa Dokumen. 

8.2. dalam hal hasil pcnelitian sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1, Kepala Kantor 
Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen m engirirn. respon ke Sistem Korn.puter 
Pelayanan unluk melakukan penelitian kelengkapan pengisian data PP-PEB. 



9. Dalam hal hasil penelilian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan tidak ada penerbitan 
NHI atau tidak ada pencgahan Barang Ekspor, dilakukan penelitian kelengkapan pengisian 
data PP-PEI3. 

10. Dalam hal hasil penelili.an sebagaimana d.imaksud pada butir 8.1.2 atau hasil penelitian 
kelengkapan pengisian data PP-PEI3 olch Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan tidak 
lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melalui Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon penolakan pembetulan data PEB dengan memberikan 
catatan penolakan pada PP-PEB. 

11. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan pengisian data PP-PEI3 oleh Sistem Komputer 
Pelayanan menunjukkan lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen 
melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon persetujuan pembetulan data PEB 
dengan men,berikan catalan persetujuan pada PP-PEB. 

C. Pada Kantor Pabcan Pemualan Yang Dalam Sistem Pclayanan Kepabeanannya Melayani PEB 
Dabm Bentuk Tulisan Di Atas Formulir 

1. Eksporlir mengajukan permohonan pembelulan data dengan mengisi, menandatangani, clan 
rnembubuhkan stempcl perusahaan pada formulir PP-PEB. 

2. Eksportir m enyerahkan formulir PP-PEB clan dilampiri fotokopi PEB yang akan dibetulkan 
kepada Kepala Kantor Pabean alau Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean 
Pemuatan. 

3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerima formulir PP-PEB 
melakukan penelitian jangka v, aklu pengajuan PP-PEB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39. 

4. Dalam hal hasil p enelitian menunjukkan pengajuan PP-PEB melebihi jangka waktu yang 
ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengembalikan 
formulir PP-PEB clan fotokopi PE!3 yang akan dibetulkan, disertai NPP kepada Eksportir. 

5. Dalam hal hasil peneliti.an menunjukkan pengajuan PP-PEB tidak m elebihi jangka waktu 
yang ditelapkan, Kepala Kantor Pabcan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 
penelitian: 
a. ada atau tidaknya penerbitan NI-II; dan 
b. ada atau tidaknya penegahan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB. 

6. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen n1.eneruskan PP-PEB kepada Unit 
Pengawasan untuk dilakukan penelilian ada alau tidaknya penerbitan NH!, atau ada atau 
tidaknya penegahan Barang Ekspor. 

6.1. dalam hal hasil penelili an menunjukkan ada penerbitan NHI atau ada penegahan 
Barang Ekspor: 

6.1.1. hasil pemeriksaan fisik atas penerbitan N HI menunjukkan jumlah dan/atau jenis 
barang sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor tidak terbukti 
telah terjadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor, Unit 
Pengawasan menyerahkan PP-PEB disertai penjelasan hasil peneli tian yang 
dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumcn; a tau 

6.1.2. dalam hal hasil hasil p~imeriksaan fisik al-as penerbitan NI-II menunjukkan 
jum.lah dan/ a tau jenis barang: 
a. sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor terbukti telah 

terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; 
b. tidak sesuai dcngan PP-PEB d an hasil penegahan I3arang Ekspor tidak terbukti 

telah terjadi pelanggan m ketentuan kepabeanan di bidang ckspor; atau 
c. tidak sesuai dengan PP-PEB d an/ alau hasil penegahan Barang Ekspor terbukti 

telah terjadi pelangganm ketenluan kepabeanan di bidang ekspor, 
Unit Pengawasan m enyerahkan PP-PEB d.isertai penjelasan Barang Ekspor dalam 
proses pend itian lebih lanjut kepad a Kepala Kan tor Pabean atau Pejabat 
Pemeriksa Dokumen. 



6.2. dalam hal hasil penelilian menunjukkan tidak ada penerbilan NHI atau tidak ada 
penegahan Barang Ekspor, Unil Pengawasan menyerahkan PP-PEB diserlai penjelasan 
hasil pcnelilian yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

7. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.1 dan butir 6.2, Kepala 
Kantor Pabean atau Pejabal Pemeriksa Dokumen melakukan penelilian kelengkapan 
pengisian dala PP-PEB. 

8. Dalam hal basil penelilian kelengkctpan pengisian data PP-PEB menunjukkan tidak lengkap, 
Kepala Kantor Pabean alau Pejabc1L Pemeriksa Dokumcn memberikan catatan penolakan 
pembelulan dala PEB pada PP-PEB. 

9. Dalam hal hasil penelilian kelengkapan pengisian data PP-PEB menunjukkan lengkap, 
I<epala Kantor Pabean atau Pejabal Pemeriksa Dokumen memberikan catatan persetujuan 
pada PP-PEB. 

DIREKfUR Jl\NDERAL BEA DAN CUKAI, 

ttd. 

AGUNG KUSWANDONO 



Lampiran IX 
Peraluran Direklur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PENGELUARAN BAR.ANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN 
TEMP AT PEMUATAN KARENA DILAKUKAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN PEB/PKBE 

1. Eksportir atau pihak yang melakukan konsoliclasi mengajukan permohonan pengeluaran Barang 
Ekspor kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean tempat pemuatan, dengan dilampiri: 
a. PP-PEB clan hasil cetak PEB, dan copy dokumen pelengkap pabean, dalam hal dilakukan 

pembelulan PEB; 
b. PEB yang telah diberi cap diba talkan dan copy clokumen pelengkap pa bean, dalam hal clilakukan 

pembatalan PEB. 
c. PP-PKBE dan hasil cetak PKBE, dalam hal dilakukan pembetulan PKBE; atau 
cl. PKBE yang telah diberi cap clibatalkan dan copy dokumen pelengkap pabean, dalam hal 

dilakukan pembatalan PKBE. 

2. Dalam hal permohonan pen geluaran diajukan oleh Eksportir yang merangkap sebagai pengusaha 
TPB, permohonan diajukan setelah mendapat bukti pen gesahan berupa tanda tangan clan cap dinas 
clari Pejabat Bea dan Cukai yang mengaw asi TPB. 

3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian permohonan clan dokumen pelengkap pabean 
yang clilampirkan. 

4. Dabm hal hasil penelitian menunjukl«m permohonan tidak lengkap Pejabat Pemeriksa Dokumen 
ml!ngembalikan berkas permohonan kepada Eksporlir atau pihak yang melakukan konsolidasi. 

5. Dalam hal hasil penelilian mcnunjukkan permohonan telah lengkap: 
5.1. pengeluaran Barang Ekspor dikarenakan pembetulan PEB/PKBE: 

5.1.1 . Pejabal Pern.eriksa Dokumcn melakukan kegiatan: 
5.1.1.1. menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang unluk melakukan pemeriksaan fisik atas 

Barang Ekspor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan; Jan 
5.1.1.2. menyerahkan PP-PEB/PP-PKBE kepada Pejabat Pemeriksa Barang. 

5.1.2. Pejabat Pemeriksa Barang melakukan kegiatan: 
5.1 .2.1 . melakukan pcmeriksaan fisik dan mencantumkan hasil pemeriksaan pad.a PP­

PEB/PP-PKBE; dan 
5.1 .2.2. melakukan penyegelan atas peti kemas atau kemasan barang, mencantumkan 

nom.or dan tanggal se3el pada PP-PEB/PP-PKBE dan menandatangani PP-PEB/PP­
PKBE. 

5.1.2.3. rnenyerahkan PP-PEB/PP-PKBE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 
5.1.3. Pejabat Pemeriksa Dokurnen melakukan peneli lian hasil pemeriksaan fisik. Dalam hal 

pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/ a tau jenis barang: 
a. lidak sesuai, rnenyerahkan dokurnen seba3ain1,u1.a dimaksud pada butir 5.1.2.3 kepada 

Unit Pcngawasan unluk dilakukan penelilian lebih lanjut; atau 
b . sesuai, menerbilkan SPPBE dan menyerahkan kepada Eksportir atau pihak yang 

melakukan konsolidasi. 
5.2. pengeluaran Barang Ekspor dikarenakan pembatalan PEB/PKBE, Pejabat Pemeriksa Dokumen 

menerbitkan SPPBE dan menyerahkan kepacla Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi 
untuk pengeluaran Barang Ekspor. 

6. Dalarn hal pengeluaran barang dari TPS, Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi 
m enyerahkan SPPBE kepada pengusah a TPS unluk mendapatkan perselujuan pengeluaran barang 
dari pengusaha '] 'PS. 

7. Eksportir atau pihak ycm3 rnclakukan konsolidasi menyerahkan SPP13E kepada Petugas Dinas Luar 
yang m engawasi pengeluaran barang. 

8. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pengeluaran barang: 
a. mencocokkan nomor clan ukuran peli kemas atau kemasan yang tertera pada peti kemas atau 

kemasan dengan nomor clan ukuran peti kemas atau kemasan pada SPPBE. 



b. memeriksa keuluhan segel serta mcncocokkan nomor dan jenis segel pada peti kemas atau 
kemasan, dalam hal barang- yang akan diekspor dilakukan penyegelan. 

c. dalam hal pengeluaran barang dari TPS, memeriksa perselujuan pengeluaran barang dari 
pengusaha TPS. 

9. Dalam hal basil pencocokkan oleh Petugas Dinas Luar menunjukkan: 
a. nomor peti kernas a tau kemasan barang Lidak sesuai dan/ alau kondisi segel tidak utuh, 

menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diteruskan ke Unit Pengawasan untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut; atau 

b. nomor peti kemas atau kemasan barang sesuai dan/atau kondisi segel utuh, memberi catatan 
pengeluaran pada SPPBE, menyerahkan SPPBE kepada Eksportir, dan mengizinkan pengeluaran 
Barang Ekspor. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat J enderal 

u.b 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

ltd. 

AGUNG KUSW ANDONO 



Lampiran X 
Peraturan Direklur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PEMBATALAN DAN PEMBETULAN PKBE 

A. Tata Kerja Pembatalan PKBE 

1. Pihak yang rnelakukan konsolid.asi rnengajukan p errnohonan pembatalan PKBE 
disertai alasan dan melampirkan PKBE yang telah mendapat nomor dan tanggal 
pendaftaran kepada Pejabat Bea cl.an Cukai di Kantor Pabean tempat pendaftaran 
PKBE. 

2. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pendaftaran PKBE rn.elakukan 
kegiatan sebagai berikut: 
2.1. rnelakukan pen elitian permohonan pembatalan PKBE; clan 
2.2. memberikan keputusan: 

a. persetujuan pembatalan PKBE, dalam hal pennohonan disetujui; a tau 
b. penolakan, dalam hal: 

i. permoh onan pembalalan PKBE dan lampira1m ya tidak lengkap; dan/ a tau 
ii. pengajuan pembatalan PKBE dilakukan setelah I3aran g Ekspor dimuat ke 

sarana pengangkut. 
2.3. menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi kepulusan pembatalan 

PKBE. 
2.4. melakukan perekaman perselujuan pembatalan PKBE ke Sistern. Komputer 

Pelayanan a tau membukukan pembatalan PKBE. 
2.5. menatausahakan pembatal,m PKBE. 

13. Tata Kcrja Pcmbctulan PKBE 

I. Pada Kantor Pabcan Pcmuatan Yang Dalam Sistem Pclayanan Kcpabeanannya 
Menggunakan Sistem PDE Kepabcanan. 

1. Pihak yang melakukan konsolidasi men gajukan permohonan pembetulan data 
menggunakan program aplikasi PKBE dengan mengisi PP-PKBE d.an mengirimkan 
ke Sis lem Komputer Pelayanan pada Kantor Pabean pemuatan tempat pendaftaran 
PKBE. 

2. Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor Pabean pemuatan m elakukan kegiatan 
sebagai berikut: 
2.1. n,eneliti data PP-PKBE; dan 
2.2. mem berikan respon berupa: 

a. perselujuan pembelulan data PKBE; atau 
b. penolakan pembetulan dala PKBE yang berisi keterangan: 

1. pengisian data PP-PKBE lidak lengkap; 
11. pengajuan PP-PKBE dilakukan setelah Barang Ekspor d imasukkan ke 

Kawasan Pa bean tempat pemuatan; dan/ a tau 
m. pengajuan PP-PKBE m elalui sistem PDE kepabeanan lebih dari salu kali. 

2.3. Pihak yang melakukan konsolidasi mencelak PP-PKBE yang telah m endapatkan 
respon persetujuan pembelulan data PKBE. 

II. Pada Kantor Pabcan Pemuatan Yang Dalam Sistern Pclayanan Kepabeanannya 
Menggunakan Tulisan Di Atas Formulir 

1. Pihak yang melakukan konsolidasi mengajukan permohonan pembetulan da ta 
dengan m engisi, menandatangani clan membubuhkan stempel perusahaan pada 
formulir PP-PKBE serta m enyerahkan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat 
Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan tempa t p endaftaran PKBE dengan 
dilampiri fotokopi PKBE yang akan dibelu lkan. 



2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan 
tempal pendaftaran PKI3E melakukan kegiatan sebagai berikut: 
2.1. mdakukan pcnelitian terhadap PP-PKBE beserta lampirannya; dan 
2.2. menyampaikan kepada pihak yang melakukan konsolidasi: 

a. perselujuan pembetulan data PKBE; atau 
b. penolakan pembetulan data PKBE yang berisi keterangan: 

1. pengisian data PP-PK13E tidak lengkap, dan/ atau 
11. pengajuan PP-PKl3E dilakukan setelah Barang Ekspor dimasukkan ke 

Kawasan Pabean tempat pemuatan. 

DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI, 

ttd. 

AGUNG KUSW ANDO NO 



Lampiran XI 
Peraluran Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TATA KERJA PELAYANAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG 
DIANGKUT DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA 
DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN 

MULTIMODA 

I. Pemuatan Harang Yang Akan Di Ekspor Ke Sarana Pengangkut Dalam Negeri Di 
Pelabuhan Muat Asal 

J\. Penyampaian PEB Dan Pcmcriksaan Pabcan. 

1. Eksporlir menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal. 

2. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean 
pemuatan di Pelabuhan Muat Asal melakukan penelitian data PEB sesuai tata kerja 
penyampaian PEB dan pcmeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 

3. Dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan 
penyegelan pad.a peti kemas a tau kemasan barang sesuai ketentuan penyegelan, setelah 
dilakukan pemeriksaan fisik. 

4. Pejabal Pemeriksa Dokumen membua t pemberitahuan daftar barang sesuai Contoh 3.E 
pada Lampiran XIII yang dilampiri PEB/PKBE dan NPE serta menyerahkan kepada 
Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal untuk ditandatangani, diberi 
nomor dan lan8gal, dan dikirimkan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di 
Pelabuhan Muat Ekspor paling lambal pada hari kerja berikulnya sejak keberangkatan 
sarana pengangkut dalam negcri. 

B. Pemuatan Harang Yang Akan Di Ekspor Kc Sarana Pengangkut Dalam Negeri. 

1. Eksportir melakukan kegialan sebagai berikut: 
1.1. mern.bawa barang yang akan diekspor unluk dirnuat ke sarana pengangkut dalam 

negeri dengan dilindungi NPE. 
1.2. menyerahkan NPE kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pernuatan. 

2. Pelugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan: 
2.1. mencocokkan nomor dan ukuran peli kemas atau kemasan barang yang tertera 

pada peli kernas atau kemasan barang dengan nomor dan ukuran peti kemas atau 
kemasan baran3 pad.a NPE. 

2.2. memeriksa keu luhan se3el serta rnencocokkan nornor dan jenis segel pada peti 
kemas atau kemasan baran3, dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan 
penyep,elan. 

3. Dalam hal hasil penelitian oleh Pelugas Dinas f ,uar menunjukkan: 
a. nom.or peti kemas atau kemasan barang lidak sesuai dan/ a tau kondisi segel tidak 

utuh atau rusak, Pelugas Dinas Luar menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen unluk diteruskan ke Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih 
lanjut. 



b. nomor peti kemas a tau kemasan barang sesuai dan/ a tau kondisi segel utuh, Petugas 
Dinas Luar mernberi catatan pernuatan pada NPE dan menyerahkannya kepada 
Eksporlir. 

II. Pembongkaran 13arang Yang Akan Di Ekspor Di Pclabuhan Muat Ekspor 

A. Penerirnaan NPE Dan Daftar Harang Yang Akan Diekspor Yang Diangkut Dengan 
Sarana Pengangku t Dalam N egeri. 

1. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor m enerima pemberitahu an 
d aftar baranr, seb21r,aimana dim21ksud pada butir I.A.4 dari Kepala Kantor Pabean 
pemuatan di Pelabuhan Mual Asal. 

2. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pclabuhan Muat Ekspor menyerahkan 
pemberitahuan daftar barang sebagaimana dimaksud. pada butir LA.4 ke Pejabat Bea 
dan Cukai yang menangani distribusi dokumen untuk dilakukan perekaman data. 

B. Pembongkaran Harang Yang Akan Diekspor Yang Diangkut Dengan Sarana 
Pengangkut Dalam Negeri. 

1. Pengangkut melakukan pembongkaran barang yang akan diekspor untuk diserahkan 
ke Eksportir. 

2. Eksportir m embawa barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean di Pelabuhan 
Muat Ekspor sesuai tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat 
pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV. 

3. Dalam hal dilakukan penggantian peti kemas oleh Eksportir: 
3.1. Eksportir rnengajukan pcrmohonan penggantian peti kemas dengan dilampiri NPE 

kepada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor. 
3.2. Dalam hal barang yang akan diekspor dilengkapi dengan laporan surveyor, 

Eksportir mengajukan permohonan amand.emen laporan surveyor atas 
penggantian peti kemas. 

3.3. Kepala Kantor Pabean pcmuatan m elakukan penelitian permohonan, dalam ha] 
pennohonan: 
a. ditolak, men8embalikan NPE kepada Eksportir disertai alasan penolakannya; 

atau 
b. diterima, menugaskan Pelugas Pengawasan Stuffing untuk melakukan 

pengawasan pembongkaran dan stuffing. 
3.4. Eksportir melakukan pembongkaran Barnng Ekspor dan stuffing dengan 

pengav\ asan Petugas Pengawasan Stuffing. 
3.5. Petugas Pengavrnsan Stuffing: 

3.5.1. melakukan pembukaan segel sesuai ketenluan penyegelan bersama Pejabal 
I3ea dan Cukai dari Unit Pengawasan. 

3.5.2. melaku kan p engawasan penggantian peti kemas bersama Pejabat Bea dan 
Cu kai dari Unit Pengawasan. 

3.5.3.melakukan penyegelan kembali sesuai ketentuan penyegelan, serta 
membubuhkan catatan penyegclan pada NPE. 

3.5.4. melakukan koreksi nomor pcti kemas pad.a NPE. 
3.5.5. m enyerahkan NPE kepada Eksportir. 

3.6. Eksportir mcmbawa Baran8 Ekspor ke Kawasan Pabean sesuai tata kerja 
pernasukan Barang Ekspor ke Kaw asan Pabean Lempat pemuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran IV. 



III. Rekonsiliasi 

A. Rekonsiliasi Pada Kantor Pabean Pemuatan Di Pelabuhan Mua t Ekspor. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Melakukan rekonsiliasi NPE dengan outwnrd mnnifest sesu ai tata kerja rekonsiliasi 
sebagaimana dimaksud da lam Lampiran VI. 

2. Membuat pemberitahuan hasil rekonsiliasi sesuai Contoh 2,.F pada Lampiran XIIl dan 
menyerahkan kepada Kepala Kantor Pabean per:matan di Pclabuhan Muat Ekspor 
untuk ditandatangani, diberi nomor dan tanggal, dan dikirimkan kepada Kepala 
Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat 1\sal palin g lambat 10 (sepuluh) hari 
sejak penyerahan outwnrd 111nllifesl. 

B. Rekonsiliasi Pada Kantor Pabean Pcmuatan Di Pelabnhan Muat Asal. 

1. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Mual Asal menerima pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada butir III A.2 dari Kepala Kantor Pabean pemuatan di 
Pelabuhan Muat Ekspor dan menyerahkannya ke Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani manifes. 

2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifc:s mencocokkan daftar sebagaimana 
dimaksud pada butir III A.2 dengan PEB dan pemberitahuan daftar sebagaimana 
dirnaksud pada butir I.A.4 dan PEB. 

3. Melakukan rekonsiliasi NPE dengan outwnrd 111n11ifesl sesuai tata kerja rekonsiliasi 
sebagairnana dimaksud dalam Lampiran VI. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jendcral 

u.b 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

ttd. 

AGUNG KUSWANDONO 



Larnpiran XII 

Peraluran Direklur Jenderal Bea clan Cukai 

Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

TAT A KERJ A PENERBITAN LPE 

1. Pejabat Bea dan Cukai yang m enangani manifes melakukan rekonsiliasi anlara PEB dengan 
outward rnanifest: sesuai lata kerja rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalarn Lampiran VI. 

2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani rnanifes mengirimkan hasil rekonsiliasi atas PEB 
yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/ a tau fasilitas Pengembalian kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen. 

3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian atas hasil rekonsiliasi. 
4. Dalam hal elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (3) kedapatan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan LPE 
5. Dalam hal sebagian elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen 
meminta kepada Eksporlir unluk menyerahkan: 
a. hasil cetak PEB, inooice, packinglisl; 
b. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembelulan PEB; 
c. SSTB, dalam hal Barang Ekspor Gabungan; 
d. NPE yang telah ditandatangani oleh Pelugas Dinas Luar yang rnengawasi pernasukan 

di Kawasan Pabean tempat pemuatan atau Petugas Dinas Luar yang mengawasi 
pemuatan, dalam hal Barang Ekspor dimuat di tempat lain diluar Kawasan Pa bean; 

e. PKBE, dalam hal Barang Ekspor dikonsoliasi; dan/ a tau 
f. copy B/L atau Av\'B. 

6. Eksportir menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5 kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen dalam jangka waklu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
tanggal pendaftaran PEB. 

7. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian jangka waktu pengajuan dokumen 
sebagaimana dimaksud butir 5. 

8. Dalam hal penyerahan dokumen melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada buhr 6, LPE lidak diterbitkan dan m emberitahukan kepada Eksportir. 

9. Dalam hal penyerahan dokumen tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pad.a butir 6 Pejabat Perneriksa Dokumen meneliti kelengkapan 
dokumen sebagaim ana dimaksud butir 5. 

10. Dalarn. hal terdapat kekurangan dokumen, Pejabat Pemcriksa Dokurnen memberitahukan 
kekurangan tersebut kepada Eksportir untuk dilengkapi. 

11. Dalam hal dokurnen telah lengkap: 
11.1. Pejabal Pem.eriksa Dokumen merekam data dokumen sebagaimana dirnaksud butir 5 

pada Sisten.1. Komputer Pelayanan. 
11.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan LPE dan menyerahkan kepada Eksportir, 

dalam hal Kantor Pabean pemuatan dalam sistem pelayanan kcpabeanarmya 
mcnggunakan Media Penyimpan Data Elektronik. 

11.3. Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon LPE kepada Eksportir, dalam hal 
Kantor Pabean pernuatan dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan 
sistem PDE kepabcanan. 

12. Dalam hal Barang Ekspor merupakan Barang Ekspor Gabungan, LPE diterbitkan untuk 
masing-masing Perusahaan Pengirim Barang dan Perusahaan Penerirna Barang. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

ttd. 

AGUNG KUSW.\NDONO 



Lampiran XIII 
Peraluran Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-32/BC/2014 
Tentang 
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. 

BENTUK-BENTUK FORMULIR 

----- ------- - -
No. Nama/Kode Uraian 
--•-------- -·- --·-------------------------·------ ----------·--------· 

1. BCF 3.01 Nola Pemberitahuan P enolakan (NPP) 
>---·->-·----------- -- -~--·-----·-- ---- ------- -- ------- ·-------------- -----

2. BCF 3.02 Nola Pemberitahuan P ersyaratan Dokumen (NPPD) 
I-----+-------- -~ ------ ------··---

3. BCF 3.03 Nola Pelayanan Ekspo r (NPE) 

4. BCF 3.04 Pemberitahuan Kesiap an Barang (PKB) 
,-..----+----·----- -----··--··-·----·---- --·--·-------

5. BCF 3.05 Pemb(~ritahuan Pemen 'ksaan Barang (PPB) 
r----+------------·--·-·-----··----··-----

6. BCF 3.06 Nota Pembetulan 
------··-·· ------· ----- -- --· - ·---·--··-- -.. -.----·-· ----·-·--·--· 

8. BCF 3.07 Pemberitahuan Konsol idasi Barang Ekspor (PKBE) 
. -- ---- .. - - ···· ····- ·- ----·--·--------I------+---·--·----··-·-·_,,_. __ -···--· ·-·-··-- . -··--.. - -

9. BCF 3.08 Surat Serah T crima Bar ·ang (SSTB) 
,-..-·-+----·-------~··----

9. BCF 3.09 Pemberitahuan Pembe tulan PEB (PP-PEB) 
- ·- ----- _, ... .. ------- --------

10. BCF 3.10 tulan PKBE (PP-PKBE) 
----------

11. BCF 3.11 

Pemberitahuan Pembe 

Surat Persetujuan Peng -eluaran Barang Ekspor (SPPBE) 
1--------- ------------- ·-·- -- · - - ·--·--·- - --·· --------- ------· -

12. BCF 3.12 Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE) 
- ----·----+---- -· · · -··- - ··--.. -·- ·- --·-----------·-------- ---

13. Contoh 3.A ·tir yang merupakan satu kelompok perusahaan Pemberitahuan Ekspo1 
- ·------ ----- - ·- - -----------···-·--------------

14. Contoh 3.B Permohonan Pendaf tai ·an sebagai Konsolidator Barang Ekspor 
-------- ·---------------I------+-- ·----- .·--- --···-·----·-··--.. -----

15. Contoh 3.C 1 sebagai Konsolidator Barang Ekspor Kepulusan Perselujuai 
---------1----l------- .. -- - ··"··- - ·· - .. ·----· -·---

16. Contoh 3.0 1 ekspor barang curah Permohonan pemualm 
,___,--1------- -···----- ·--··--··-· ·· ····- ---· -- ·-·-·--· -··--·· ·-

17. Contoh 3.E Pemberitahuan barang 
pengangkut laut dan/ 
bagian dari 1\ngkutan 

yang akan diekspor yan g diangkut dengan sarana 
atau udara dalam negeri yang bukan merupakan 
Multimoda 
----·-·· -·-·· ·-··-·-··---···-~ --t----·--···-- -·-·------ ---------- ----

18. Contoh 3.F rekonsiliasi NPE Pemberitahuan hasil 
yang akan diekspor 
dan/ atau udara dala 
Angkulan Multimoda 

yan g diangkut 
Il1 ne8eri yang 

··------··-

dengan 
dengan 
bukan 

outward mnnifest barang 
sarana pengangkut laut 
merupakan bagian dari 

19. Contoh 3.G Permohonan pemasuk an sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat 
pemualan 

'------'--------'-·- -·- --- ··---- ·----- -· .. 



BCF 3.01 
----------·---·-·--··------·- -··--·· ······ ·-· - --------·~--------··---·· - - -------

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUB LII< INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUl<AI 

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (1) ............. . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ... ... ... ....... . (2 ) .................. . 

Keprlda Saudara: 

EKSPORTIR 

NPWP 

Nama 

Ala mat 

PPJK 

NPWP 

Nama 

Ala m at 

Nom or Pokok PPJK 

Terhadap: 

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN {NPP) 

......... ................ (3) ...... .................... . 

..... .... ............... . (4) ............. ............ .. 

......................... (5) .......................... . 

......................... (6) ... ....................... . 

......................... (7) ................. ....... .. . 

......................... (8) ...... .................... . 

............ ............. (9) .......................... . 

- PEB dengan nom or pengajuan: ............ ........ (10) ........... ........ . . 

- PP-PEB dengan nomor: .. (11) .. , tanggal .. (12 ) .. , dan nomor pendaftaran PEB .. (13) .. , tanggal ... (14) ... 

DITOLAl</REJECTED karena: 

.............. .. .. ... .................................... ..... ....... ... ... ...... (15) ................. ............. ..... .. ... .. ..... ........................... .. ........... .. 

............. (16) .......... ..... Tanggal ........ .... . (17) ... ...... ...... . 

Pejabat Pemeriksa Dokumen / 

Pejaba t Bea dan Cukai penerima dokumen 

Tanda ta ngan 

Nama 

NIP 

... ......... (18) ...... ......... . 

... ...... ... (19) ....... ........ . 

............ (20) .. ....... ...... . 



TATA CARA PENGISIAN 
NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP) 

No. Diisi dengan 

(1) Nama kantor wilayah bca dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor 

pelayanan utama tempat NPP diterbitkan. 

(2) Nama kantor pa bean tempat NPP dilerbitkan. 

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang 
tercanlum di PEl3. 

(4) Nama eksportir, sesuai dcngan nama eksportir yang tercanlum di PEB. 

(5) . \ lamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercanlum di PEB. 

(6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum di PEB. 

(7) Nama PPJK sesuai dengan nama PPJK yang tcrcantum di PEB. 

(8) Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum di PEB. 

(9) Nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercanlum di PEB. 

(10) Nomor pengajuan PEB sesuai nomor pengajuan yang tercanlum di PEB. 

(11) Nomor PP-PEB sesuai nomor PP-PEB yang tercantum di PP-PEB. 

(12) Tanggal, bu Ian dan tahun ( cid/ mm/ yyyy) PP-PEB. 

("13) Nomor pendaftaran PEB sesuai nomor pendaftaran yang lercantum di PEB. 

(14) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB. 

(15) Alasan ditolaknya PEI3 atau PP-PEB. 

(]6) Nama kola/ daerah lempat diterbitkannya NPP. 

(17) Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) dilerbilkannya NPP. 

(18) Tanda Langan pejabat pemeriksa dokumen/ pejabat bea dan cukai penerima dokumen 
yang menerbitkan NPP di Kantor Pa bean tempat PEB/PP-PEB disampaikan. 

(19) Nama pejabat pemeriksa dokumen/ pejabaL bea dan cukai penerima dokumen yang 
menandatangani butir (18). 

('.2.0) NlP pejabat pemeriksa d.okumen/pejabal bea dan cukai penerima dokumen yang 
menandatangani bulir (18). 



-·------·-·- -·---- --···--·---.- ··-·····-· - -- ·· ··------ --·-· ·-- ---- ------- -·--- - --------
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREl<TORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR W ILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (1) ............. . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ................. (2) ................. .. 

NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD) 

Kepc1da Saudara: 

EKSPORTIR 

NPWP 

Nama 

Alamat 

PPJK 

NPWP 

Nama 

Ala mat 

Nomor Pokok PPJK 

......................... (3) .......................... . 

........ ....... .......... (4) ........ ....... ...... ..... . 

.. ....... .............. .. (5) ... .................. .... .. 

..... ................... . (6) ...... .................... . 

......................... (7) ...... .................... . 

............... .... .. .... (8) ......... ................ .. 

......................... (9) ...... ............ ....... .. 

Terhadap PEB dengan nomor pengajuan: ...... ................. (10) .................. ........ ...... . 

Pemenuhan persyaratan dari instansi tekni s berupa : 

BCF 3.02 

.... .. ................................................. .. ............................................. (11) ... ...... ......... ... ... ... ......... ........................... .. . 

............. (12)............... Tgl ................... (13) ...... .. ....... . 
Pejabat Bea dan Cukai 

Tanda tangan 

Nama 

NIP 

... ......... (14) ...... ........ .. 

... ......... (15) ............... . 

...... ...... (16) ... ...... .. .... . 



TATA CARA PENGISIAN 

NOT A PEMBER.IT AHUAN PERSY ARA TAN DOKUMEN (NPPD) 

No. Diisi dengan 
------·-·-----·---- ·------···---·- ·--

(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kanlor pabean atau nama kantor 
pelayanan utama tempat NPPD diterbitkan . 

(2) Nama kantor pabean tern pal NPPD diterbitkan. 

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir, sesuai dengan nomor NPWP Eksportir 
yang tercanlum dalam PEB. 

(4) Nama Eksportir, sesuai dengan nama Eksporlir yang tercantum dalam PEB. 

(5) Alamat Eksportir, sesuai dengan alamat Eksportir yang tercanlum dalam PEB. 

((, ) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK, sesuai dcngan NPWP yang tercantum dalam 
PEB. 

(7) Nama PPJK, sesuai dcngan nama PPJK yang tercantum dalam PEB. 

(8) Ala.mat PPJK, sesuai dengan ala.mat PPJK yang tercantum dalam PEB. 

(9) Nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercanh1m dalam PEB. 

CI 0) Nomor pengajuan PEB sesuai nomor pengajuan yang tercanlum dalam PEB. 

(11) Pemenuhan persyaralan dari instansi teknis. 

(1 2) Nama kota/ daerah tcmpat diterbitkannya NPPD. 

(13) Tangp,-al, bulan dan lahun (dd / mm/yyyy) dilerbitkannya NPPD. 

(14) Tanda tangan pejabal bea dan cukai yang melakukan penelitian barang 
larangan / pem ba tasan. 

(15) Nama p ejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang larangan/pembatasan 
yang menandatangani butir (14). 

(16) NIP pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang larangan/pembatasan yang 
menandatangani butir (14). 



BCF 3.03 

·--·------------· -----·---.. ·--·-·- ·-· ···-·· ----------- --·--··--------------------·--------·------~ 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENOERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELA YANAN UT AMA ......... (1) ....... ...... . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .. ............. .. (2) .................. . 

NOTA PELAYANAN EKSPOR {NPE) 

Nomor ........... (3)......... Tanggal ............ . (4) ........... . 
Nomor Pendaftaran PEB ... ........ (5) .. ..... .. Tanggal ... ......... . (6) ..... ...... . 

- ---- ---------- ----·-······-···------------------------·--------L_e_m_b_a_r_ke_ ... _ .. _d_ar_i _._··_··-1· 
__ 1. NAM A KANTOR PABEA_N PEMUAT~_f':' ____ : ·- ........ (7) ..... :.:.:..- ·---·-··---------------------------------i 
2. NPW P/NAMA EKSPO~TI~ · ·-- ---------·· : _ ...... .. (8) .... :_ _______ ··-·--·· _ _ ·-·· ·-·--- ------------------l 
3. NPWP/NAr-..1A PPJK : ... ... .. (9) ... .. 

4. SARANA PENGANGKUT 
. --·---- ··--··-- - - - ···-· ---··---------- ----------------l 

a. Nama ....... . (10) ... b. Voyage/Flight /Nopol ... .. ... (11) ... .... . ·--------- - ----------l 
5 . TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR _____ : _ ·_-dl 2) ... ·--

- ----------------- ---------------j 
6. PELABUHAN M UAT 

a . Pelabuha n Muat Asal ...... .. (13)... b. Pelabuhan/Tempat 
---------------------·-----··-··--··- ________________ M_ u_at Ekspor 

.. ...... (14) ...... .. 

_7_._B_ER_A_T_K_O_T __ O_R ____________ _ : __ .. ...... (15) ... .......... --· ·------------------ --------·-----------i 
8. KEM ASAN 

PETI KEMAS NON PETI KEMAS 

a. Merek/Nom or .. ..... . (16) ... a. Jen is/ Merek Kemasan ........ (18 ) ...... .. 

b. Ukuran ........ (17) ........ b. Jumlah ........ (19) ..... .. . ---------------------'--'---------~ 
UNTUI< KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR / TEMPAT MUAT EKSPOR 

,---------·-----------·-----·- -------------- ------------ -----------4 
A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG 

Pemeriksa 
Pejabat Pemeriksaan Dokumen 

,____._ ... _ .. (~20~)_ .. . _ ... ___ .. _ .. ·~-(2_1~)._ .... _._ -· __ __ ... .... (22) .. . ~:_:_- ---- --·· ...... (23) ... _ ... ___ ... ... (24) ...... 
... .... (25) ...... . 

C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DAR I TPB 

Merek/Nomor Peti Kemas ... ....... (26) .. ....... . Jenis Segel : ..... (33)...... Nomor Segel : .. .. . (34) .... .. 

Ukuran Peti Kemas ..... ..... (27) ... ... .. .. Selesai Keluar Tgl : ..... (35)...... Pukul : .... . (36) ..... . 

Jenis Segel : ....... (28) ..... ... Nomor Segel : ....... (29) ....... .. 

Petugas Pengawasan Stuffing Petugas Dinas Lua r 

...... (30)..... . .. ... (31) ...... . .. .... (32) ...... . .. .... (37)...... .. .... (38) ..... . . ...... (39) ....... 
-----------·------- --······------~----------------·---·----------- ----! 

E. CATATAN PEM ASUKAN BARANG EKSPOR F. CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT 

Segel: D Utuh D Rusak D Tidak Sesuai .. (40) .. 
Short Shipment : ...... (48) .... ... . 

Mulai masuk Tgl.: .. .. ...... .. (41) ....... .. Puku l : ... ...... (42) ......... . 

Selesai Muat Tgl. ...... (49) ... .. Pukul : .... ..... (50) ......... . 
Selesai Masuk Tgl.: ......... (43) ......... . Pukul : ......... (44) ......... . 

Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar 

...... (45) ...... .. .... (46) ...... ..... .. (47) ...... .. .... (51) .. .... .. .... (52) ...... . .... .. (53) ..... .. 
--------------·-----·-----·--·--·-·--· ---· ···-- ------------

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT A SAL 
,------------·-------- ------·-----·- - -·· - -·------ -·--·----------------------4 

G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG 

Pejabat Pemeriksaan Dokumen Pemeriksa 

...... (54) ..... .. .... (55)...... . ...... (56) .. .. . .... . (57) .. ... . . .... . (58) ...... . .. .... (59) ...... . 
- ---- ------ ·---- ·- -.. . --- ---- ·-------- ----··· ·- ·----·- ·-·· ,, ___ ------ - ··-····----·- - --------- -------- -------! 

I. CATATAN PENGAWASAN STUFFING J. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB 

Merek/Nomor Peti Kemas ......... . (60) ........ .. Jenis Segel : ..... (67)...... Nomor Segel : .. ... (68) ..... . 

Ukuran Peti Kemas .......... (61) ...... .. .. Selesai Keluar Tgl : .... . (69)...... Pukul : ... .. (70) ... .. . 

Jenis Segel : .... ... (62) .. ..... . Nomor Segel: ....... (63) 

Petugas Pengawasa n Stuffi ng Petugas Dinas Luar 

... ... (64)... ... . ... .. (65) ...... ..... .. (66) ....... . ..... (71)...... . ..... (72) ...... . ... ... (73) ....... 
, ________ _ ________________ ------ ---- ----- ---------------l 

K. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR L. CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT 

Segel : D Utuh D Rusak D Tidak Sesuai {74) 
Short Shipment: ...... (82), .. ... .. 

Mulai masuk Tgl.: .. ... ...... . (75) ......... Pukul: .. .. .. ... . (76) .... .... . . 

Se lesa i Muat Tgl. ...... (83) .... . Pukul : ... ...... (84) ..... .... . 
Se lesai Masuk Tgl. : .. ....... (77) ... ...... . Pukul : ...... ... (78) .. ...... .. 

Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar 

...... (79). .... .. .... (80) ...... . ...... (81) ... .... ...... (85)...... . ..... (86) ...... . ...... (87) ....... 
- --- ______ .__ ~-~--- ·~- ---·--·-·· ~---··· -~---··· --~--- -- · ··----------··-··-·-···---------·---------- -----' 

Peruntukan : Eksportir/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean 



No. 

TATA CARA PENGISIAN 
NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) 

Diisi dengan 

(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membavvahi kantor pabean atau nama kantor 
pelayanan utama tempal NPE diterbitkan. 

(2) Nama kantor pabean tempat NPE diterbitkan. 

(:',) Nomor Nola Pelayanan Ekspor. 

(4) Tanggal, bulan dan Lahun (dd/mm/yyyy) dilerbitkannya NPE. 

(5) Nomor pendaftaran PEB, sesuai yang tercanlum dalam PEB. 

(6) Tanggal, bulan dan tahun (dd /mm/yyyy) pendaflaran PEB, sesuai yang tercantum dalarn 
PEB. 

(7) Narna kantor pabean pemuatan sesuai yang tercanlum dalam PEB. 

(8) Nom or Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama eksportir sesuai yang tercantum dalam 
PEB. 

(9) NPWP dan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam PEB. 

('LO) Nama sarana pengangkut sesuai yang te rcantum dalam PEB. 

Cl 'J) Nomor voyage, fJig-ht atau nomor polisi sarana pengangkut, sesuai dengan voyag-e, flight 
alau nomor polisi sarana pengangkul yang lercanlum dalam PEB. 

("12) Tanggal, bulan dan tahun ( dd/ mm/ yyyy) perkiraan ekspor, sesuai yang tercantum dalam 
PEB. 

(B) Nama pelabuhan mual asal sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(H) Nama pelabuhan muat ekspor atau ternpat muat ekspor, sesuai yang tercanlum dalam 
PE13. 

(15) Jumlah beral kotor barang ckspor, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(16) Merek dan nomor peh kemas sesuai yang lercantum dalam PEB (salu NPE unluk salu 
pe ti kemas). 

(17) Ukuran peti kemas sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(18) J enis/ merek kemasan sesuai yang tercanturn dalarn PEB. 

(19) Jumlah kemasan sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(20) Tanda tangan dari pejabat pcmeriksa dokumen yang menerbitkan NPE. 

(21) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandalangani bulir (23). 

(22) N lP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani bulir (23). 

(23) Tarn.fa Langan Pemeriksa yan g melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. 

(24) Nama pemeriksa yang menandatangani butir (23). 

(25) NIP pemeriksa yang menandatangani bu tir (23). 

(26) Merek dan nomor peti kemas. 

(27) Ukuran peli kemas. 

(28) Jenis segel peti kemas yang digunakan. 

(29) Nomor atas jenis segel yang digunakan. 

(30) Tanda tangan pelugas pengawasan s tuffing . 

(31) Nama petu gas penp;awasan stuffing yang menandatangani butir (30). 

(32) NIP petugas pengawasan s tuffing yang mcnanda langani butir (30). 

(butir (27) s.d. (32) diisi dalam ha! dilakukan pengawasan s tuffing. Butir (26) dan (27) 
diisi dalam ha! dilakukan pengganlian peli kemas) 

(33) Jcnis segel peli kemas yang d igunakan. 



(34) Nomor segc1 peti kemas yang digunakan. 

(35) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) d ikeluarkannya barang ekspor dari TPB. 

(36) Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari TPI3. 

(37) Tanda tangan pelugas dinas luar di TPB. 

(38) Nama pelugas dinas luar yang menandatangani bulir (38). 

(39) NIP pclugas dinas lu ar yang menandatangani butir (38). 

(butir (34) s.d (38) diisi dalam ha! barang ekspor berasal dari TPB) 

(40) J\..lemberi tanda pada salah sa tu kotak yang tersedia, yaitu: uluh, rusak atau tidak sesuai, 
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor 
masuk ke kawasan pabean. 

(41) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai d imasukkannya barang ekspor ke 
kawasan pabean. 

(42) Waktu mulai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

(43) Tanggal, bulan clan tahun (dd/mrn/yyyy) selesai dimasukkannya barang ekspor ke 
kawasan pabcan. 

(-14) Waktu selesai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

(45) Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. 

(46) Nama pelugas dinas !mu di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir 
(45). 

(47) NIP pclugas dinas luar yang menandatangani bulir (45) 

(butir (40) s.d.. (47) diisi d.alarn hal barang ekspor d.imuat di kawasan pabean) 

(48) Jumlah barang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut dalarn ha! terjadi short 
shipment 

(49) Tanggal, bu lan cl.an tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat barang ekspor ke sarana 
penganeku t. 

(50) Waktu selesai mual barang ekspor ke sarana pengangkut. 

(5'!) Tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor 
ke sarana pengangkul. 

(52) Nama pelugas dinas luar yang menandatangani butir (51). 

(53) N IP pe tugas dinas luar yang menandatangani butir (51). 

(5l) Tanda tangan pejabat pemeriksa d.okumen yang menerbitkan NPE. 

(55) N,una pejabal pemeriksa dokumen yang menandatangani bulir (54). 

(56) N IP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatan3ani bulir (54). 

(57) Tanda Langan pemeriksa yang melakukan pemeriksaaan fisik barang ekspor. 

(58) Nama pemeriksa yan g menandatangani butir (57). 

(59) NIP pemeriksa yang menandalangani butir (57). 

(60) Mcrek dan nomor pcli kemas. 

(61) Ukuran peti kernas. 

(62) Jenis segel peti kemas yang digunakan. 

(63) Nomor alas jenis segel yang digunakan. 

(6-J.) Tanda tangan petugas pengawasan stuffing . 

(65) Nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (64). 

(66) NIP petu gas pengawasan s tuffing yan g menandatangani butir (64). 

(bulir (60) s.d.. (66) d.iisi dalam ha! dilakukan pengawasan stuffing) 

(67) Jenis scgel peti kemas yang di 3"Lmakan. 

(68) Nomor segel peli kemas yang digunakan. 

(69) Tanggal, bulan dan Lahun (dd/ mm/yyyy) d ikeluarkannya baranr, ekspor dari TPB. 



(70) Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari TPB. 

(Tl) Tanda tangan pelugas dinas luar di TPB. 

(72) Nama pelugas dinas luar yang menandatangani bulir (71). 

(73) NIP p elugas dinas luar yang menandatangani butir (71). 

(bu tir (73) s.d (73) diisi dalam hal barang ekspor berasal dari TPB) 

(74) Memberi tanda pada sa!ah satu kotak yang tersedia, yai lu: utuh, rusak atau tidak sesuai, 
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor 
masuk ke kawasan pabean. 

(75) Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) mulai d imasukkannya barang ekspor ke 
kawasan pabean. 

(76) Waktu mulai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

(77) Tanggal, bulan d an tahun (dd/111.m/yyyy) selesai dimasukka nnya barang ekspor ke 
kawasan pabean. 

(78) Waktu selcsai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

(79) Tanda tangan pelugas dinas Juar di pintu masuk kawasan pabean . 

Nama petugas dinas luar di p intu masu k kawasan pabean yang menandatangani butir 
(79) 

(80) NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (79) 

(81) (butir (74) s.d. (80) d iisi dalam ha! barang ekspor dimuat di kawasan pabean) 

(82) Jumlah barang ekspor yang d imuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short 
shipment 

(83) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat barang ekspor ke sarana 
pengangkut. 

(84) \Vaktu selesai mual barang ekspor ke sarana pengangkut. 

(85) Tanda langa n pctugas d inas luar yang melakukan pcngawasan pemuatan barang ekspor 
ke sarana pengangkut. 

(86) Nama petugas d inas luar yang menandatangani bulir (85) 

(87) NIP petugas dinas luar yang menandatangani bulir (85) 



PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (Pl<B) 
No. Pendaftaran PEB: ...... (1) ....... Tanggal : ...... (2) ....... 

Kepada KPU BC/KPPBC: ......... (3) ......... . 

EKSPORTIR 

a. 

b. 

C. 

NPWP 

Nama 

Alamat 

KESIAPAN BARANG 

......................... (4) .............. ............ . 

.. ....................... (5) .......................... . 

......................... (6) ......................... .. 

Pemeriksaan dan stuffing diminta pada : 

a. Tanggal ................. (7) ...................... . 

b. Lokasi dan nomor telepon ................. (8) ......... ............. . 

c. Nama petugas eksportir ................. (9) ...................... . 

BCF 3.04 

............. (10)............... Tgl ...... ..... ........ (11) .............. .. 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama / Jabatan 

----·------ - -·-· ...... ·---·--··- . ---....... _ ---· 



No. 

TAT A CARA PENG IS IAN 

PEMBER.IT AHUAN KESIAP AN BARANG (PKB) 

Diisi dengan 

CI) Nomor pendaftaran PEB sesuai yang Lcrcanlum dalam PEB. 

(2) Tanggal, bu lan dan tahun (ctd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalarn 
PEB. 

(3) Narna kantor pa bean tempat pendaftaran PEB. 

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai yang tercanlum dalam PEB. 

(5) Nama eksporlir sesuai yang tercanlum dalam PEB. 

((,) Ala mat jelas, nomor lelepon dan nomor fa ksimili eksportir. 

(7) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pelaksanaan pemeriksaan fis ik barang ekspor 
dan stuffing . 

(S) Alamat Iengkap dan jelas lokasi pemeriksaan dan stuffing barang ekspor, diser tai nomor 
tclepon lokasi te rsebut. 

(9) Nama jelas p elugas yang mewakili eksportir untuk mendampingi dilaksanakannya 
pemeriksaan dan s tufin3 barang ekspor. 

(10) Narna kota/ daerah dibuatnya PKB oleh eksporlir. 

(11) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PKB. 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ... ...... (1) .......... ... . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ................. (2) .................. . 

Kepada Saudara: 

EKSPORTIR 

NPWP 

Nama 

Alamat 

PPJK 

NPWP 

Nama 

Alamat 

Nomor Pokok PPJK 

PEMBERITAHUAN PEMERll<SAAN BARANG (PPB) 

Nomor: .. , ...... (3) .......... Tanggal : ... ... (4) ........... . 

......................... (5) ......................... .. 

......................... (6) ......................... .. 

...... ................... (7) .......................... . 

... .. .................... (8) ................. ......... . 

............ ............. (9) .......................... . 

............ ... .......... (10) .......................... . 

......................... (11) .......................... . 

BCF 3.05 

Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB nomor: ..... (12) ...... tangga l ....... (13) ......... 

harus dilakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing pada : 

a. Ta nggal ............ ........ (14) .... ......................... . 

b. Kantor Pabean Pemeriksaan ......... ........... (15) .. ............ ............... . 
c. Lokasi dan nomor telepon .................... (16) ............................. . 
d. Nama petugas eksportir .................. .. (17) ............................ .. 
e. Tangga l dan tempat stuffing .................... (18) ............................ .. 
f . Jumlah peti kemas / kemasan *) .................... (19) ............... .............. . 

Untuk pemeriksaan fisik waj ib menyiapkan barang ekspo r sesuai PEB dan menyerahkan: 

a. PEB; 

b. Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PE B), da lam hal dilakukan pembetulan PEB; dan 

c. Fotokopi invoice dan fotokopi packinglist. 

............. (20)............... Tgl ................... (21) ... ............ . 

Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Tanda Tangan 

Nama 

NIP 

.. .......... (22) ............... . 

............ (23) ............... . 

.... ........ (24) .. ............. . 

Pemeriksa 

Nama 

NIP 

Jen is Pemeriksaan 

Fisik 

D 

D 
Cata tan 

-·- -----·· . ·--------· ---- - ·----- . - -------------·· ---

.... ..... ... (25) ............ . 

...... ....... (26) ............. . 

Jumlah tanpa Jenis .. (27) .. 

Jumlah dan Jenis .. (28) .. 

... .......... (29) ............. . 

*) Caret yang tidal< perlu Peruntukan: Eksporti r / Kantor Pabean 



TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERIT AHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB) 

No. Diisi dengan 
- - - - ···---·------------- ----- ------

(!) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang mem.bawahi kantor pabean atau nama kantor 
pelayanan utama tempat PPl3 diterbitkan. 

(2) Nam.a kantor pa bean tern pal PPB diterbilkan. 

(3) Nomor Pemberitahuan Pemeriksaan Barang. 

(4) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya PPB. 

(5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang 
tercantum dalam PEB. 

(6) Eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB. 

(7) Alamal eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB. 

(8) NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB. 

(9) PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercanlum dalam PEB. 

CI 0) Alamat PPJK, ses uai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB. 

('11) Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PEB. 

(J 2) Nomor pcndaftaran PEB sesuai yang tercanlum da lam PEB. 

(13) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai yang tercanlum dalam 
PEB. 

(14) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukannya pemeriksaan fisik dan 
pengawasan stuffing barang ekspor. 

(15) Nama kantor pa bean tempat dilakukannya pemeriksaan fisik clan stuffing barang ekspor 

(16) Alamat dan nomor telepon lokasi dilakukannya pemeriksaan fisik dan stuffing barang 
ekspor sesuai yang lercantum dalam PKB. 

(17) Nama jclas petugas yang mewakili eksportir untuk mendampingi pemeriksaan fis ik dan 
s tufingbarang ekspor sesuai yang tercanlum dalam PI<B. 

(1 8) Tanggal, bulan, tahun (de!/ mm/yyyy) dan tempat dilakukannya stuffing barang ekspor. 

('I 9) J umlah peti kemas a tau kernasan yang digunakan unluk barang ekspor. 

(20) Nama kola/daerah lempal dilerbitkannya PPB. 

(21) Tanggal, bu lan dan lahun (dd/rnm/yyyy) diterbitkannya PPB. 

(21) Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbilkan PPB. 

(23) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (22). 

(24) NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (22). 

(25) Nama pejabal pemcriksa barang yang dilunjuk unluk melakukan pemeriksaan fisik 
barang eksp or. 

(26) NIP pejabat pemcriksa barang yang d ilunjuk untuk mclakukan pemcriksaan fisik barang 
ekspor. 



(27) Memberikan Landa pada kotak yang tersedia, yailu: jumlah tanpa jenis, dalam hal 
pemeriksaan fisik ctilakukan terhadap jumlah barang lanpa dilakukan pemeriksaan jenis 
barang. 

(2.8) Mernberikan tancta pada kotak yang tersedia, yailu: jumlah dan jenis, dalam hal 
pe1neriksaan fisik dilakukan lerhadap jumlah dan jenis barang. 

(29) Cata tan yans- dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan fisik barang. 



BCF 3.06 
---- . ·---·-----·---·----··--------------- ----~ 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .. ...... . (1) ............. . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAJ ........ ......... (2) ............ ..... .. 

Kepada Saudara: 

EKSPORTIR · 

NPWP 

Nama 

Ala mat 

PPJK 

NPWP 

Nama 

Alamat 

Nomor 
No. Pendaftaran PEB 

Nomor Pokok PPJK 

NOTA PEMBETULAN 
...... ... (3).... .. ... Tanggal: ...... (4) .......... .. 

: ......... (5)...... ... Tanggal: ...... (6) .......... .. 

......... ................ (7) ........................ .. . 

.......... ............... (8) ............ ... .......... .. 

.... ............ ......... (9) ............ ......... ... .. . 

........... .............. (10) ....................... ... . 

......................... (11) .......................... . 

...... ........ ........... (12) ............... ........... . 

...... .. .... ............. (13) .......... ........... ... .. . 

--- ------··-··· - ··- -------- ·- ···--· ----· -····-·-~---- ·-··-------------·--- - ·-----~ 
No. KOLOM / BUTIR No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA 
~ I------ ----·- .. - ···--- ----···- ------· ··--- - ---- --1-------- ---- --1 

(1 ) (2) -------- .. -··--- - (3) ___ ·----1 (4) 

.. (14 ) .. ..... (15) ..... . ..... (16) ..... . ..... (17) ...... 

.. ........... (18)......... ...... Tgl ............... ... . (19) .. .... .... ..... . 

Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Tanda tanga n 

Nama 

NIP 

............ (20) ........ ....... . 

... .. ....... (21) ... ...... .... .. . 

............ (22 ) ......... ... ... . 
- - - ---------- - -·---- ---- --- ----------------------' 

*) Caret yang t idak pe rlu Peruntukan: Eksport ir / Kantor Pa bean 



TATA CARA PENGISIAN 
NOT A PEMBETULAN 

No. Diisi dengan 
··-- ···--- - . . ·-------- ··--····------------·---- ··· ·-· - ----- ··- - ·- ··- ·--------

("l ) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pa bean a tau nama kantor pelayanan 

utama tempat Nota Pembetulan (Notul) dit erbitkan. 

(2) Nama kantor pabean tempat Notul diterbitkan. 

(3) Nomor Notul. 

(4) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbi t kannya Notul. 

(5) Nomor pendaftaran PEB, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB. 

(6) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) penda ftaran PEB, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksport ir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang 
tercantum dalam PEB. 

(8) Nama eksport ir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB. 

(C)) Alamat eksportir, sesuai dengan alama t eksportir yang tercan tum dalam PEB. 

(10) NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB. 

(11) Nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PEB. 

CJ 2) Alam at PPJK, sesuai dengan ala mat PPJK yang tercantum dalam PEB. 

("13) Nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercantum dalam PEB. 

(14) Nomor urut data yang dibetulkan. 

("15) Nomor kolom/butir uraian dalam PEB yang dibetulkan. 

("16) Uraian dalam PEB yang diberitahukan oleh eksportir. 

(17) Uraian dalam PEB yang seharusnya. 

(18) Nama kota/daerah tempat diterbitkannya Notul. 

(19) Tangga l, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya Notu l. 

(20) Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbit kan Notul. 

(21) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (20) . 

(22) NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani but ir (20). 



BCF 3.07 --------------~----·- - ··-------- -----·-··---··------·- -------·----- ·-----------------------·- ---------

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR {PKBE) 

Nomor Pengajuan 

Nomor d,in Tangga l Pendaftaran 

Merek/Nomor Peti Kemas 
Ukuran Peti Kemas 

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Stuffing 

.......... ........... .. .......... (1) ................................. ... .. . 

...... ........................... (2) ......... ... ...... ... ... ....... ....... . 

.. .... ...... .................. ... (3) ............ ....... .......... .. ....... . 

.... .. ...... ......... ............ (4) ......................... ............. . 

... ... ............ ...... ... .... .. (5) ...... ......... .. .......... ..... ..... .. 

--- -·-- ·-···-··- ·· ---- -- ···-·-··-·-···---·----- ·--·-··--·-------------- --------
Pihak Yang Melakukan Konsolidasi ... (6 ).. . Kanto r Pabean Pemuatan Asa l 

Kantor Pabean Pemuatan/ 

Tempat Muat Ekspor 

...... (10) ....... . 

...... (11) ...... . 

NPWP 

Nama 

... ... (7) ...... . Negara Tujuan ...... (12 ) ..... .. 

...... (8) ...... . Nama Sarana Pengangkut ...... (13) ...... . 

Alamat ...... (9) .. .... . No. Voy/Flight/Nopol ...... (14) ...... . 
-·---·----------- - - - ·---- -·------·-' 

~-------------·----··--- -·-·--·----- . ----·-·-----·--------
PEB NPE 

No. --------.. ----·---·--- ···-·-···-···---·- - ··--- ··- --- ··-·-· 
Nomor Tanggal Nomor Tanggal 

Keterangan 
I- - --------- ---- -·· ·- -- -- - ------- --- . ···--·-- ----------- -------- ---·-------- ---~ 

1 2 3 3 4 5 ,___ __ ------·-· ·· ·--··- · ··-· ·--· · - -· ·-····· -·-·------·- ----------·-------~ 

Petugas Pengawa san Stuffing 

Tanda tangan 

Nama 

NIP 

... .. . (21) ...... . 

...... (22) ...... . 

...... (23) ...... . 

.. (20) .. 

·---------------- - --- -
Dengan ini saya menyat aka n bertanggung j awab atas 

kebena ran hal-hal yang diberi tahukan dalam dokumen ini. 

...... (24) ....... t anggal ...... (25) ... ... . 

Tanda tangan dan ca p perusahaan 

Nama / Jabatan 

-- - --- - -- -------·------------------------' 

CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE 

KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN 

SEGEL: [] Utuh [ =] Rusak[ -] Tdk Sesuai .. (26) .. 

Selesai masuk tanggal: ... . (27) ... .. Pukul ..... (28) ..... 

Petugas Dinas Luar 

Tanda tangan 

Nama 

NIP 

......... (29) ........ . 

......... (30) .... .... . 

.. ....... (31) .... .... . 

-----·-- ---------------·-
CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA 
PENGANGKUT 

SEGEL: [] Utuh D RusakD Tdk Sesuai .. (32) .. 

Selesai muat tanggal: ... . (33) ..... Pukul .... . (34) ..... 

Petugas Dinas Luar 

Tanda tangan 

Nama 

NIP 

........ . (35) .. .. .. . .. 

......... (36) .. .. ... .. 

.... ..... (37) .... ... .. 
-·-·--·- -- - ---- -·---------- ---- - ---- -----' 

··-------- - ··-- Peruntu kan: Pihak yang melakukan konsolidasi /TPS/Pengangkut/Kantor Pa bean 



No. 

TATA CARA PENGISIAN 
PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE) 

Diisi dengan 
---- ·--- ·-----· -·-· ------·- ------·--------··-·- --------

CJ) Nomor pengajuan Pemberilahuan Konsolidasi Ba rang Ekspor (PKBE), diisi oleh pihak 
yang rnelakukan konsolidasi. 

(2) Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) pendaftaran PKBE. 

(3) Merek/ nomor peti kemas yang berisi barang konsolidasi. 

('I) Ukuran peti kemas sebagaimana dimaksud pada butir (3). 

(5) Tempat dan tanggal, bulan clan tahun (dd/mm/yyyy) dilaksanakannya stuffing barang 
konsolidasi. 

(6) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: eksportir atau perusahaan 
konsolidator, sebagai pihak yang melakukan konsolidasi. 

(7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang melakukan konsolidasi. 

(8) Nama pihak yang yang melakukan konsolidasi. 

(9) Alamat Iengkap dari pihak yang melakukan konsolidasi. 

(10) Nama kantor pa bean di pelabuhan muat asal. 

(J 'I) Nama kantor pabean di pelabuhan muat ekspor a tau tempat muat ekspor. 

(penjelasan butir (10) dan (11) : dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana 
pengangkut yang akan bcrangkat keluar daerah pabean atau dimuat ke sarana 
pengangkut tujuan dalam daerah pabean dan sarana pengangkut tersebut merupakan 
bagian dari pengangkutan multimoda, maka kantor pemuatan asal sama dengan kantor 
pemuatan ekspor). 

("12) Negara tujuan ekspor barang konsolidasi. 

(13) Nama sarana pengangkul yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dalam ha] 
pengangku tan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana 
pengangkut pertama yang memuat barang konsolidasi. 

(14) Nomor perjalanan sarana pengangkut. voyage untuk sarana pengangkut laut, flight 
untuk sarana pengangkut ud.ara dan nomor polisi (nopol) untuk sarana pengangkut 
daral. 

(15) Norn.or urut da ta PEB ) ang d ikonsolidasikan. 

(16) Nomor PEB 

(1 7) Tanggal PEB 

(18) Nomor NPE. 

(19) Tanggal NPE 

(20) Keterangan tambahan yan8 diperlukan. 

(2·1) Tanda langan petugas pengawasan stuffin8 yan8 mengawasi stuffing barang konsolidasi. 

(22) Nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (21). 

(23) NIP petugas pengawasan s tu ffing yang menand.atangani bulir (21) 

(24) Nama kota/ daerah Lem pal diterbilkannya PKBE. 

(25) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) d.iterbitkan nya PKBE. 

(2(,) Memberi Landa pada salah salu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, 
ya ng rnerupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada petikemas pada saat barang 
konsolid.asi d imasukkan ke kawasan pabean. 

(27) Tanggal, bulan dan tahun ( dd/ mm/ yyyy) dimasukkannya barang konsolidasi ke 
kawasan pabean. 

(28) Waklu dimas ukkannya barang konsolidasi ke kawasan pabean. 



(29) T,rnda tangan pelugas dinas luar yang mengawasi pemasukan d i kawasan pabean. 

(30) Nama petugas d inas luar yang mengawasi pemasukan d i kawasan pabean yang 
menandatanga ni butir (29). 

(31) NIP pelugas dinas luar yang rnengawasi pemasukan di kawasan pa bean yang 
menandatangani butir (29). 

(butir (27) s.d. butir (31) diisi dalam ha! barang konsol idasi dimuat ke sarana pengangkut 
di kawasan pabean) 

(32) Memberi tanda pada salah satu kotak yang lersedia, yailu: ulu h, rusak atau tidak sesuai, 
yang merupakan h asil pemeriksaan kondisi segel pada petikemas pada saat barang 
konsolidasi d imuat ke sarana pengangkut. 

(33) Tanggal, bulan dan tahun (dd /mm/yyyy) d irnuatnya barang konsolidasi ke sarana 
pengangku t. 

(34) Wak tu d imu atnya barang konsolidasi ke sarana pengangku t. 

(35) Tanda tangan petugas dinas luar yang rnengawasi pernuatan. 

(36) Nama petugas d inas luar yang menandatangani butir (35). 

(37) N IP pctugas d in as luar yang menandatangani butir (35). 



BCF 3.08 
-------------·-------------- . ··- --- ------------ ·--··--·----·-- ---·----- ------ ------ ··------------~ 

SURAT SERAH TERI MA BARANG (55TB) 

Nomor : .... .... ... ..... .. (1) ...... ...... .. .. .. . : Tanggal: ........ . (2) ......... (Pengirim Barang) 

,---·---------·----·--------- ---·-- --- ----··-- ------------ -------·-----------, 
Pengirim Barang Penerima Barang 

·--------·-- - •-• ••c•~ -•------···---··-- ·- ••--•-•-•-•- ---·----·--------------------l 
Perusahaan Pengirim Barang 

NPWP 

NIPER 

Nama 

Alamat 

Uraian Barang 

....... .............. (3) ........... .... .... . 

..................... (4) ......... ....... ... . 

... ...... ..... .. ..... (5) ................... . 

....... ... .......... (6) ... ................ . 

........ .... ........ (7) ....... ........ .. .. . 

Jumlah peti kemas/kemasan ..... ....... (8) ........ ... . 

...... (9) ... , ....... (10) ... .... ... . 

Tanda tangan dan ca p perusahaan 

Nama/Jabatan 

Perusahaan Penerima Barang 

NPWP 

NIPER 

Nama 

Alamat 

. ............... .. ... (11) .... ........ .. ..... . 

. .......... ..... ..... (12) ............. .. ... . 

. ...... ..... ......... (13) .......... ........ . 

..... .. .. ... ... ..... . (14) ... .............. . . 

Barang telah diterima 

Di ......... ... . (15) ......... ... . 

Pada tangga l ... ..... ..... (16) ... ... ... ... . 

Diterima dalam keadaan 

[] Sesuai D Tidak Sesuai .. (17) .. 

...... (18) .. . , .. ..... (19) ..... .... .. 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama/Jabatan 

'----------·--- --------·----·-·----·---- --·----------------------·-----~ 

Peruntukan : Pengirim Barang/Penerima Barang/Kantor Pabean Tempat Pemuatan 



No. 

(1) 

(2) 

TAT A CARA PENGISIAN 
SURAT SER.AH TERIMA BARANG (SSTB) 

Diisi dengan 

NomorSSTB. 

Tanggal, bulan dan lahun (dd/mm/ yyyy) SSTI3. 

(bu lir (1) clan bu tir (2) diisi olch perusahaan pengirim. b,irang) 

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pengiri.m barang. 

(4) Numor NIPER perusahaan pengirim barang. 

(5) Nama perusahaan pengirim barang. 

(6) J\lamat lengkap perusahaan pengirim barang. 

(7) Uraian barang yang akan digabungkan. 

(8) Jum lah peti kemas/ kemasan barang yang akan di3abungkan. 

(9) Nama kola/ daerah lempal dilerbilkannya SSTB. 

(10) Tanggal, bulan dan lahun ( dd/ mm/ yyyy) diterbitka :i.nya SSTB. 

(11) NPWP perusahaan penerima barang. 

(12) NIPER perusahaan penerima barang. 

(13) Nama perusalrnan penerima barang. 

Cl 'i) .\lamal lcngkap pcrusahaan penerima barang. 

(J 5) Lokasi/ Lem pal pcnerimaan barang yang akan digabungkan. 

CJ 6) Tanggal, bulan dan tahun ( d.d/ nun/ yyyy) diterimanya barang yang akan digabungkan. 

(17) Memberi tanda pada salah salu kotak yang tersedia, yailu : sesuai a tau tidak sesuai yang 
merupakan keadaan barang yang akan digabungkan. 

(JS) Nama kola/ daerah tempat dilerimanya barang yang akan digabungkan. 

(19) Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) d iterimanya barang yang akan digabungkan. 



BCF 3.09 
. ··--· ------·-------·----

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB) 

Nomor 

No. Pendaftaran PEB 

Pembetula n ke 

Nomor PP-PEB 

sebelumnya 

.... . (1) ..... . 

..... (3) ..... . 

.. ... (5 ) ... .. . 

..... (6) ..... . 

Kepada KPU BC / KPPBC ........ ... (8) ............... . 

EKSPORTIR 

NPWP 

Nama 

Ala mat 

PPJK 

NPWP 

Nama 

Ala mat 

Nomor Pokok PPJK 

........... (9) ... ..... ....... . 

...... .... . (10) .. ............. . 

... ... .. ... (11) ........ ....... . 

... ........ (12) ............. .. . 

... ........ (13) ............... . 

... ... ... .. (14) ............... . 

........ ... (15) ............... . 

Tanggal 

Tanggal 

Tangga l 

. .... (2) .... .. 

... .. (4) .... .. 

.. ... (7) .... .. 

Halaman ..... dari ......... 

No Kolom / Butir No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA 
I--- --!--···-------- .... _____ ___ - - .. ·-··-------- -------- ·---·1-----

1 2 3 4 
I-----~------------- ··- - ·------- ----------·---- - ----------! 

.. (16) .. ..... (17 ) .... ..... (18) .... ..... (19) .... 

~-- -~--- ---- --------· ····--·----·-----·---·----

--·-- -~-·----·- -
Untuk Pejabat Bea dan Cukai Hasil Pemeriksaan Fisik: .. (26) .. 

.. ................... (22)............ .. .... ... .. [ _] Sesua i [:=J Tidak Sesua i 

Segel : 

nomor .... (27) .. tanggal .. (28) .. 

Pejabat Pemeriksa Bara ng 

Tanda ta ngan : .... . (23) ..... .. . Ta nda t angan : .. ... (29) ...... .. 

Nama : ..... (24) .... .. .. Nama : .. .. . (30) .. ..... . 

NIP : .. .. . (25) ...... .. NIP : ..... (31) ....... . 

. ............ (20) ...... .... I .............. (21) ...... .. ..... , 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama / Jabatan 

·- - - - ---·-----·-·-- - -- ----·-·--------·- ----------·- - ---------- - -



TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB) 

No. Diisi dengan 

(1) Nomor Pemberitahuan Pernbetulan PEB (PP-PEB). 

(2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-PEB. 

(butir (1) dan bu lir (2) diisi oleh eksportir) 

(3) Nomor pendaftaran PEB yang dibetulkan. 

(4) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PEI3 yang d ibetulkan. 

(5) J umlah PP-PEB yang telah dan sedang diberitahukan. 

(6) Nomor PP-PEB yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah 

dilakukan pembetulan. 

(7) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PEB. 

(8) Nama kantor pabean tern pat pendaftaran PEB. 

(9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan NPWP eksportir yang 

tercanhnn dalam PEB. 

(10) Nama eksportir, sesuai dengc1n nama eksporlir yang tercantum dalam PEB. 

('I l) Alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercanlum dalam PEB. 

CJ 2) NPWP PPJK, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(13) PPJK, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(14) Ala mat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB. 

('15) Nomor Pokok PPJK, sesuai dcngan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PEB. 

(I 6) Nomor urut dala yang akan d ibetulkan. 

(17) Nomor butir/kolom uraian pada PEB yang akan dibetulkan. 

(18) Uraian pada PEB yang akan d ibetu lkan. 

(19) Uraian yang seharusnya pada PEB. 

(20) Nama kota/ d aerah tern pat PP-PEB d isampaikan. 

(21) Tanggal, bulan d.an tahun (dd/ mm/yyyy) penyampaian PP-PEB. 

(22) Catatan persetujuan/penola kan oleh pejabat bea dan cukai. 

(23) Tanda langan pejabal bea dan cukai yang memberikan perselujuan/ penolakan. 



(24) Nama pejabat bea dan cukai yang menandalangani butir (23). 

(25) NIP pejabal bea dan cukai yang menandatangani butiJ: (23). 

('.?.6) Memberi tanda pada salah salu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai atau tidak sesuai yang 
merupakan hasil pcmeriksaan fisik barang. 

(27) Nomor segel bea dan cukai unluk peli kemas/ kemasan. 

(28) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukan penyegelan. 

(29) Tanda Langan pejabat perneriksa barang pada kantor pa bean pemuatan. 

(30) Nama pejabat pemeriksa barnng yang menandatangani butir (29) . 

(31) NIP pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29). 



BCF 3.10 
-----·------·---·------ -·-· .. ____ -----····---··-··-·····-- ------ . ··-·· ... -- - -----·--- ----·-- ------- -----·-··---------------

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN Pl<BE (PP-PKBE} 

Nomor 

No. Pendaftaran PKBE 

Pembetulan ke 

Nomor PP-PKBE 

sebelumnya 

..... (1) .... .. 

..... (3) .... .. 

..... (5) ..... . 

..... (6) ..... . 

Kepada KPU BC/ KPPBC ... .. ...... (8) ............... . 

PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI 

PPJK 

NPWP ........... (9) ............... . 

Nam a .. ..... .... (10) ............... . 

Alam at .......... . (11) ... ... ......... . 

NPWP 

Nc:ima 

Alam at 

Nomor Pokok PPJK 

.. ......... (12) ............... . 

........ ... (13) ...... ......... . 

.. ......... (14) ........ ....... . 

... ........ (15) .... ........... . 

Tanggal 

Tanggal 

Tanggal 

.. .. . (2) ..... . 

. .... (4) ..... . 

.... . (7) ..... . 

Ha laman ..... dari ......... . 

,----~-----··---·--·----···- -·---·-·--------------,-------------
DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA 

-·-------- - -----·---·---··· ------~-- -- ------------ -! 
N o Kolom / Butir No. 

>--------'--··--·----
1 2 3 4 

>---- ---1----- - ·-·· .. -·-·--- --- . -·---·-------··----·----·---·------··-----·------! 

.. (16) .. ... .. (17) .... ..... (18) .... .. ... (19) .... 

~----~- ------ -----·----~- ------·--- ·---· -----·-------------------'---/ 

------ -----· ---··----- --
Untuk Pejabat Bea dan Cukai Hasil Pemeriksaan Fisik: .. (26) .. 
..................... (2 2) ......... ... ...... ... . . I_] Sesuai D Tidak Sesuai 

Segel: 

nomor .... (27) .. tanggal .. (28) .. 

Pejabat Pe m eriksa Barang 

Tanda ta ngan : .. ... (23) ...... . . Tanda tangan : .. .. . (29) ....... . 

Nama : ..... (24) ... .... . N ama : ..... (30) .. .. ... . 

NIP : ..... (25) ..... .. . NIP : .... . (31) ...... .. 

~----------·-·- ------ ------· ·---· -·-·---- ... _ ·-·- - - --------· 

............. (20) ......... . , .... .. ........ (21) .... ........ .. 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama / Jabatan 

~-------- -----·-~ ----~---------------- ---------------' 



TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERIT AHU AN PEMBETULAN PKBE (PP-PKBE) 

No. Diisi dengan 
---------------- -------------------

(1) Nomor Pemberilahuan Pembelulan PKBE (PP-PKBE) . 

(2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-PKBE. 

(bu tir (1) dan butir (2) diisi oleh eksportir) 

(3) Nomor pendaftaran PKBE y,rng dibetulkan. 

(4) Tanggal, bulan dan tahm1 (dd/mm/yyyy) PKBE yang dibelulkan. 

(5) Jumlah PP-PKBE yang telah dan sedang diberitahukan. 

(6) Nomor PP-PKBE yang sebelumnya telah diberitahukan dalam ha! sebelumnya telah 

dilakukan pembetulan. 

(7) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PKBE. 

(8) Nama kantor pa bean tempat pendaftaran PKBE. 

(9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang rnelakukan konsolidasi, sesuai dengan 

NPWP pihak yang melakukm1 konsolidasi yang tercantum dalam PKBE. 

(10) Nama pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE. 

(1"1) Alamat pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE. 

(1 2) NPWP PPJK, sesuai yang tercanlum dalam PKBE. 

(B) Nama PPJK, sesuai yang tercantum dalam PKBE. 

(14) Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PKBE. 

(15) Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PKBE. 

CJ6) Nomor urut data yang akan dibetulkan. 

CI 7) Nomor butir/kolom uraian pada PKBE yang akan dibetulkan. 

(18) Uraian pada PKBE yang akan dibetulkan. 

CJ 9) Uraian yang scha rusnya pada PKBE. 

(20) Nama kota/ d aerah tern pat PP-PKBE disampaikan. 

(21) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian PP-PKBE. 

(22) Catalan persetujuan/ pen olakan oleh pejabat bea dan cukai. 

(23) Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan perselujuan/ penolakan. 

(24) Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (23). 



(25) NIP pejabat bca clan cukai yang menandatangani butir (23). 

(26) Memberi tanda pada salah salu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau lidak sesuai yang 
merupakan hasil pemeriksaan fisik barang, dalam hal pengeluaran barang ekspor dari 
kawasan pabean tempal pemuatan karena dilakukan pembetulan PKBE. 

(27) Nomor segel bea clan cuka i unluk peli kemas/ kemasan. 

(W) Tanggal, bu Ian clan tahun (dd/ mm/yyyy) dilakukan penyegelan. 

(29) Tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kanlor pabean pemualan. 

(30) Nama pejabat pt>meriksa barang yang menandatangani butir (29). 

(31) NIP pcjabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29). 



BCF 3.11 
·--------··------- ---· -· - - · -----··--· ·-- ·-·-- ------·-··· -- ·-·--··,.···------------

KEM ENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUl<AI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (1) ............. . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ................. (2) .................. . 

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EI<SPOR (SPPBE) 

Nomor: ............ (3) .................. Tanggal : .............. (4) ............. , 

1. NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) 

Nomor NPE 
2. PEB / PKBE 

...... (5) ....... Tanggal 

a. Nomor Pendaftaran PEB ...... (7)....... Tanggal 
b. Nomor Pendaftaran PKBE ...... (9)....... Tangga l 

3. ALASAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN 
a. Pembatalan PEB/PKBE ...... (11) ..... .. 

b. Pembetulan PEB/PKBE ...... (12) ..... .. 

4. EKSPORTIR / PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI 

a. NPWP ...... (13) ..... .. 

b. Nama ...... (14) ...... . 

5. NON PET! KEMAS 
a. Merek Kemasan ...... (15) .. .. .. . 

b. Jenis Kemasan ...... (16) ..... .. 

c. Jumlah ...... (17) ...... . 

6. PET! KEMAS 
a. Merek / Nomor ...... (18) ..... .. 

b. Ukuran ...... (19) ...... . 

c. Jumlah ...... (20) ..... .. 

Peti Kemas ke ..... dari ..... 

. ..... (6) ..... .. 

...... (8) ...... . 

...... (10) ...... . 

---·--------------·-· ---·--- -···-·- -------·--·---·--·-------·- - -- -·-----------i 
CATATAN PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN 

---··----------------····-·----- ----- - -~---- -------------- ·---------------l 
Nama Pemeriksa 

NIP 

: ......... . (21) ......... . 

: ...... .... (22) .... ..... . 
Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor 

Tangga l: .......... (30) ......... . 
Pejabat Pemeriksa Dokumen, Pejabat Pemeriksa Dokumen, 

Tanda tangan ......... . (23).......... Tanda tangan .......... (31) ......... . 

Nama : .......... (24).......... Nama ... ....... (32) ......... . 

NIP -------· : .......... (25) .......... -----~-IP _____ :_ ... _ .. _._ ... _,_{3_3.-'-)._ ... _ ... _ ... _____ . __ 
CATATAN PEMERIKSAAN FISIK: CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR: 
--------·---·· - . - -----------· ··-·- .. -·- .. --·--·-·--···· ----~--- --- ·-·· - --------------·------

Sesuai: D Tidak Sesuai : D (26) 

Pemeriksa, 

Tanda tangan 
Nama 

NIP 

.......... (27) ........ . . 

.......... (28) ......... . 

..... ..... (29) ......... . 
-------·-· · -------------------· - ·-

Selesai keluar tangga l ............... . (34) ........... .. 

Puku l : ............... . (35) ........... .. 

Petugas Dinas Luar, 

Tanda tangan 
Nama 

NIP 

.......... (36) ......... . 

......... . (37) ...... ... . 

.......... (38) ......... . 

CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KETPB CATATAN PEMASUKAN KEMBALI KE KAWASAN PABEAN 
1---- - -· - ·---··- - -------------------------- ----------·- ··-

Segel: 0 Utuh D Rusak D Tidak Sesuai (39) Segel : D Utuh o Rusak D Tid ak Sesuai (45) 

Selesai Masuk Tgl. .......... (40).......... Selesai Masuk Tgl. .......... (46) ......... . 

Pukul : ...... .... (41).......... Pu kul .......... (47) .. .. .... .. 

Petugas TPB, 

Tanda Tangan 

Nama 

NIP 

......... (42) ... .... .. 

.. ..... .. (43) ........ . 

.. ......... (44) ...... ... . 

Petugas Dinas Luar, 

Tanda Tangan 

Nama 

NIP 

........ . (48) ....... .. 

......... (49) ... ... .. . 

...... ... . (50) ........ .. 

----- .. -----·---- -·- ----···----·-····-··- ··--·------·---- ------·---- ---·------·-- --------' 
Peruntukan: Eksportir/TPS/Pihak yang melakukan Konso lidasi/Tempat Muat Ekspor/Kantor Pabean 



TATA CARA PENGISIAN 

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE) 

No. Diisi dengan 

CI) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor p abean atau nama kantor 
pelayanan utama tempat SPPBE diterbitkan. 

('.?.) Nama kantor pabean tempal SPPBE diterbitkan. 

(3) Nomor Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE) 

(4) Tanggal, bulan d an tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SPPBE 

(5) Nomor NPE sesuai dengan nomor yang tercantum dalam NPE. 

(6) Tanggal, bulan dan tahun (cld/mm/yyyy) diterbitkannya NPE sesuai 1ang lercantum 
dalam NPE. 

(7) Nomor pendaftaran PEB sesuai nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB. 

(8) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai yang tercan tum dalam 
PEB. 

(9) Nomor pendaftaran PKBE sesuai nomor pendaftaran yang tercantum dalam PKBE, dalam 
ha! merupakan barang konsolidasi. 

(10) Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) pendaftaran PI<BE. 

(11) Alasan pembatalan PEB atau PKBE. 

(12) Alasan pembel1.dan PEB a tau PKBE. 

(13) NPWP eksportir alau pihak yang melakukan konsolidasi. 

(14) Nama eksportir a tau pihak yang melakukan konsolidasi. 

(15) Merek kemasan yang tercantum pada kemasan barang ekspor atau barang konsolidasi. 

(16) Jenis kemasan yang d igunakan untuk mengemas barang eksp or a tau barang konsolidasi. 

(17) Banyaknya kemasan barang ekspor atau barang konsolidas i. 

(18) Merek dan nomor peti kcrnas yang digunakan untuk mengemas barang ekspor atau 
barang konsolidasi. 

CJ 9) Ukuran peti kemas yang digunakan unlu k mcngemas barang ekspor atau barang 
konsolidasi, misalnya 20' atau 40'. 

(20) Banyaknya peti kemas barang ekspor atau barang konsolidasi. 

(21) Nama pejabat pemeriksa barang yang ditunju k untuk melakukan perneriksaan fisik 
barang ekspor. 

(22) NIP pcjabat barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. 

(23) Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menunjuk pemeriksa barang. 

(24) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (24) . 

(25) NIP pcjabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (24) . 

(26) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yailu: sesuai a tau tidak sesuai, yang 
merupakan has il p emeriksaan fisik barang 

(27) Tanda tangan pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan 
fisik barang ekspor. 

(28) Nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (28) . 

('.?.9) NIP pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (28). 

(3ll) Tanggal, bulan d an tahun (dd/mm/yyyy) persetujuan pengeluaran barang ekspor. 

(31) Tanda tangan pejaba t pemeriksa dokurnen yang menerbitkan SPPBE. 

(32) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (32). 

(33) NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandalangani butir (32). 

(34) Tanggal, bulan dan tahun (d d /mm/yyyy) d ikeluarkannya barang ekspor dari kawasan 



pabean di pelabuhan muat, lempal muat ekspor, TPS a tau tempat lain selain TPS. 

(35) Waklu dikcluarkannya barang ekspor dari kawasan pabean di pelabuhan muat, tempat 
nrnat ekspor, TPS atau tempal Jain selain TPS. 

(36) Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang. 

(37) Nama petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang yang menandatangani 
SPPBE pada bulir (37). 

(38) Nomor induk pegawai petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang yang 
menandalangani SPPBE pada butir (37). 

(39) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai, 
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor 
dimasukkan ke TPB. 

(40) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dimasukkannya barang ekspor ke TPB. 

(4.1) Wakll.1 dimasukkannya barang ekspor ke TPB. 

(42) Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB. 

(43) Nama pejabat bea dan cukai yang megawasi TPB yang menandatangani bulir (43). 

(44) N IP pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB yang menandatangani butir (43). 

(45) Memberi tanda pada salah salu kotak yang tersedia, yaitu: uluh, rusak atau tidak sesuai, 
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peli kemas pada saat barang ekspor 
dimasukkan kembali ke kawasan pabean tempat pemuatan. 

(46) Tanggal, bulan dan tahun (dd/111111/yyyy) dimasukkannya barang ekspor kawasan 
pa bean tempat pemuatan semula. 

(47) Waktu dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean tempat pemuatan semula. 

(48) Tanda lan3"an peluzas dinas luar yang mengawasi pemasukan kembali ke kawasan 
pabean tempat pemuatan. 

(49) Nama pelugas d.inas luar yang mengawasi pemasukan kembali ke kawasan pabean 
lempal pemuatan.yang menandalangani bulir (49). 

(50) NIP petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan kembali ke kawasan pabean tempat 
pemuatan.yang menandatangani butir (49). 



BCF 3.12 
,-----------·--------·--------- ---·----·- ·-··----- ---- ··- - ····---------·-··--··-··--·----------- - ----

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (1) ............ .. 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ................. (2) ................. .. 

LAPORAN PEMERIKSAAN EKSPOR (LPE) 
Nomor: ...... ... ... (3) .......... .. ... Tanggal: ............ .. (4) ......... . 

A. KPU BC/ KPPBC PENERBIT : ..................... (5) ....................... . 

B. PERNYATAAN EKSPORTIR 
.-------·---- -·-- -·----·- - ·----·- ---- ·-·-·- ---

Nomor PEB : ......... (14) ......... Tanggal : ... (15) ... . 

EKSPORTIR 

a. NPWP ....... (6) ....... . 

b. NIPER ....... (7) ....... . Tangga l Pemeriksaan .......... . (16) ............ . 

c. Nama ... ... . (8) ....... . 

d. Alamat ... .... (9) ... .... . Lokasi Pemeriksaan ........... (17) ............ . 
.------- - ··------- - ·- ·- -------- - - --+-------- -----·--------! 

PENERIMA 

a. Na ma ... .... (10) ... ... . . 

b. Alamat ....... (11) ...... . . 

c. Negara ....... (12) ....... . 

>-------------- --·---- ----····-·----- ·~ 
URAIAN BARANG 
..... .... ...... ........................... . (13) ...................... ............... .. .. . 

~ - --------- - ----------- - - ----
C. HASIL PEMERIKSAAN 

FASILITAS YANG DITERIMA 

. .................................. (18) ...... ..... ....... ............ ... . 

Pelabuhan Muat Asal 

Pelabuhan Muat Ekspor 

Pelabuhan Tujuan 

Packing List 

Invoice 

.. ....... (19) ...... ... . 

: ......... (20) ......... . 

: ......... (21) ........ .. 

... .. .... (22) ......... . 

.. ....... (23) ......... . 

Va luta : .. ....... (24) ............ Nilai FOB: ........ (25) ....... . 

·- --------- ----------------- --~ 
Jumlah dan Jenis Kemasan Nomor Peti Kemas 

.................. ...... ...... .. (26) ... ....................... .......... ......... . . 
--------- - ------ ---- ---- --·----

Merek dan Nomor Kemasan 
.. ............................... ........ (28) ...... ..... ............................ . 

.. ........ ... ................... (27) .. .................... ........ ........ ........ . 
<-----~---- ·--- ---- ___ ________ _ ,.__ __ ·---- -~-------,--------

No Pos Tarif Uraian Barang Satuan Jumlah 

.. (29) .. . ..... (30) .. . ..... (31) ..... ...... (32) ..... . ..... (33) ... .. 

I--- ·-~------ - ··- - ··-- -~- - ----- ---·------ - -----'-------'--------

CATATAN PEMERIKSAAN 

............... ... ..................... ................................................ .... (34) ........................ ......... ... ............ ...... ........... .......... .. .... .. . 
>------- ----·-------

NO MOR SK MENTERI KEUANGAN 

..... .... ............................ .. ... ........................... ........ .......... .... (35) .................. ..... ................ ... ......... ................................. . 
~ ---- --- · 

'--- ----·--------------- - - -~ - ---- --

......... ... (36) ... ... ..... , ................. (37) .................... . 

Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Tanda tangan 

Nama 

NIP 

...... ..... (38) ... ...... .. 

........... (39) ......... . . 

.. ... ..... __ .(4_0) ._ ..... _ ..... __ J 
Peruntukan : Eksporti r /Perusahaan Pengirim Barang/ Kan tor Pabean 



TATA CARA PENGISIAN 
LAPORAN PE:t\1ERIKSAAN EKSPOR (LPE) 

No. Diisi dengan 

('I) Nama kantor wilayah bca dan cu kai yang nwmbawahi kantor pabean a tau nama kantor 

pelayanan ulama tempat LPE diterbitkan. 

(2) Nama kantor pabean tempat LPE diterbitkan. 

~) NomorLPE 

(,J) Tangga!, bulan dan lahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya LPE 

(5) Nama kantor pabcan penerbil LPE 

(6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum clalam 

PEB. 

(7) NlPER eksporlir sesuai dengan NIPER yang tercanlurn dalam PEB. 

(8) Nama eksporlir sesuai dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB. 

(9) Alamat eksportir sesuai dengan alamat eksporlir yang tercanlum dalam PEB. 

(10) Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang 

tercanlum dalam PEB. 

(n) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang 

tercantum dalam PEB. 

(12) Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercanlum dalam 

PEB. 

(13) Uraian barang ekspor sesuai yang- tercantum dalam PEB. 

(H) Nornor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor perdaftaran yang tercantum dalam PEB. 

(15) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang 

tercanlum dalam PEB. 

(16) Tanggal, bulan, dan tahun (cld/mm/yyyy) pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor. 

(1 7) Lokasi pemeriksaan fisik barang ekspor. 

(18) Fasilitas yang dilerima oleh eksportir, yai lu fasilitas pembebasan atau pengembalian bea 

masuk atas barang impor yang dilujukan unluk cliolah, dirakit, atau dipasang pada 

barang lain. 

(19) Nama pelabuhan mual asal barang ckspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal 

yang tercanlum dalam PEB. 

(20) Nama pelabuhan mual ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang 

tercantum dalam PEB. 

(21) Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean 

(22) Nomor packing lisl sesuai yang lercantum dalam PEI3 . 

(23) Nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(24) Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli 



dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(25) Nilai total barang ekspor dengan Incotenn FOB, sesuai nilai FOI3 yang tercantum dalam 
PEI3 . 

(26) Jumlah dan jenis kemasan yang cligunakan untuk m.engemas barang ekspor sesuai hasil 
pemeriksaan. 

(27) Merek dan nomor kemasan barang ekspor sesuai basil pcmeriksaan. 

(28) Nomor peti kemas yang d igunakan unluk mengemas barang ekspor sesuai hasil 
pemeriksaan. 

(29) Nomor urut data jenis barang ekspor. 

(30) Pos tarif barang yang diekspor sesuai hasil pemeriksaan. 

(31) Uraian barang ekspor sesuai hasil pemeriksaan. 

(32) Jenis satuan barang ekspor scsuai hasil pemeriksaan. 

(33) Jumlah barang ekspor sesuai hasil pemeriksaan. 

(?>+) Catatan pemeriksaan LPE yang dibuat oleh pejabat pemeriksa dokumen. 

(35) Nomor surat keputusan men teri keuangan tentang pemberian fasilitas pembebasan atau 

pengembalian bea masuk alas barang impor yang dilujukan untuk diolah, dirakit, atau 
dipasang pada barang lain . 

(36) N arna kota/daerah tempat dilerbitkannya LPE. 

(37) Tanggal, bulan dan tahun (dd/rnm/yyyy) diterbitkannya LPE. 

(38) Tanda Langan pejabal pemcriksa dokumen yang menerbitkan LPE. 

(39) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani LPE pada butir (40). 

(40) N IP p ejabat pemeriksa dokumen yang rnenanclatangani LPE pada butir (40). 



Kop Perusahaan 

; ... ....... (1) .. ..... .... .. . 
; ............. (2) ................ . . 

Nomor 
Lampiran 
Hal Pemberitahuan eksportir yang merupakan kelompok Perusahaan 

...... (3) ............ .. 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / 
Kepala Kanlor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ...... (4) ...... 

Contoh 3.J\ 

Sehubungan dengan Peraluran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah 
lerakhir dengan Peraluran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.04/2014 dan 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana 
Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kam.i mengajukan pemberitahuan mengenai eksportir 
yang lermasuk dalam kelompok perusahaan kami. 

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan salu berkas dokumen yang terdiri dari: 
a. Nama perusahaan yang bertanggung jawab atas penggabungan pengiriman barang ekspor dari 

kelompok perusahaan. 
b. Nama-nama Perusahaan yang berada dalam satu kelompok. 
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

.. .. (5) ..... .... ,tgl ..... (6) .. ....... 

Tanda tangan clan cap perusahaan 

Nama/jabatan. 



No. 

TATA CARA PENGISIAN 
Contoh 3.A 

Diisi dengan 

(1) Nomor sural pemberitahuan eksporlir yang merupakan kelompok perusahaan. 

(2) Jumlah lampiran sural pernberitahuan eksportir yang merupakan kelompok 

perusahaan. 

(3) Nama kelompok perusahaan (holding company). 

(4) Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai 

yang mengawasi kegiatan ekspor perusahaan yang bersangkutan. 

(5) Nama daerah a tau tempat penerbitan surat pemberitahuan eksportir yang merupakan 

kelompok perusahaan. 

(6) Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat pemberitahuan eksportir yang merupakan 

kelompok perusahaan. 



Nomor 
Lampiran 
Hal 

Kop Perusahaan 

: .. .. .... .. (1) ..... ... ... .. . 
: ......... .. .. (2) ............... .. 

Permoh onan Pend.aftaran sebagai 
Konsolidator Barang Ekspor 

Contoh 3.B 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ...... (3) ...... 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
145/PMK.04/2007 tentang J<etentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.04/2014 dan 
Peraturan Direklur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana 
Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan penn ohonan pendaftaran perusahaan 
sebagai konsolidalor barang ekspor. 

Sebagai bahan perlimbangan disampaikan satu berkas dokumen yan g terdiri dari: 
a. fotokopi akte pendirian Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh ins tansi yang 

berwenang; 
b. fo tokopi Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang 

berwenang; 
c. fo tokopi Nomor Pokok \Vajib Pajak (NPWP); 
d. fo tokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ser ta fo tokopi SPT tahunan PPh tahun 

terakhir bagi perusahaan yang sud.ah wajib menyerahkan SPT; 
e. peta Iokasi dan denah bangunan/ lapangan untuk kegiatan stuffii11g; 
f. fotokop i serLifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelalihan 

Keuangan (BPPK); 
g. surat pernyalaan d iatas materai yang menyatakan kesanggupan untu k dilakukan audit oleh 

Direktora l Jenderal Bea dan Cukai. 

Demikian permohonan d iajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan 
peraluran penmdang-undangan. 

. ... (4) ......... ,tgl ..... (5) ....... .. 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama/jabatan. 



No. 

TATA CARA PENGISIAN 
Contoh 3.B 

Diisi dengan 
-------- -------------------- ------------------------

(1) Nomor surat pennohonan pendaftaran sebagai konsolidator barang ekspor. 

(2) Jumlah lampiran surat permohonan pendaftaran sebagai konsolidator barang ekspor. 

(3) Nama kanlor pelayanan ulama atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai 

yang mengawasi kegiatan ekspor pil1ak yang mengajukan permohonan pendaftaran 
sebagai konsolidator barang ekspor. 

(4) Nama daerah atau ternpat penerbitan surat permohonan pendaftaran sebagai 

konsolidator barang ekspor. 

(5) Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan pendaftaran sebagai 

konsolidator baran3 ekspor. 



I<Efv1ENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTOR.\TJENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR \VILAYAH/KANTOR PELA YANAN UTAM:\ ..... .. ... (1) .. .......... . . . 

Contoh 3.C 

KANTOR PENG,\WASAN DAN PELAYi\NAN BEA DAN CUKAI .. ........ (2) ...... ... ..... . 

KEPUTUS,\N KEPALA KANTOR PELA YANAN UT AMA .......... (1) ............... / KEPALA KANTOR 
PENGAWASAN D.\N PELA YAN.\N BEA DAN CUKAI .......... (2) ........ .... .. . 

NOJ\10R: KEP-.......... (3) ..... .. ...... . . 

TENTANG 

PERSETUJUAN SEB/\GAI KONSOLID.\TOR BARANG EKSPOR 
KEP.\OA .... ... ... (4) .. ... ......... . 

KEPALA BID,\NG ............. (1) ............ / KEPALA KANTOR PELA YANAN DAN PENGAWASAN 

Ml.'11imbang 

Menr;ingat 

Menetapkan 

PERTAMA 

BEA DAN CUK.\l ........ ..... (2) ...... .. .. .. , 

a. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap pennohonan ... ...... . (4) ............... nomor 

... .... .. . (4)... .. . . . ... . . . . tanggal d iperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah 

memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Konsolida tor Barang Ekspor; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

memberikan perselujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor kepada ..... .. ... (4) ..... .. .... . . .. ; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tenlang I<epabcanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 3612) scbagaimana telah d iubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara 466]); 
2. Peraturnn Men teri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Kctentuan Kepabeanan Di 

Bidang Ekspor sebagaimanu telah diubah terakhir d engan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 145/ Pl\!K.04/20]4; 

3. Peraturnn Direklur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-... .. /BC/2014 ten tang Tata Laksana 

Kepabeanan di Bidang Ekspor. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUS,\N KEPALA 13IDANG .. .... .... ... (1) ... .... ..... / KANTOR PENGAWASAN DAN 
PELAYJ\NA.N BEA DAI\! CUKAJ ................ (2) ......... TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI 
KONSOLIDATOR B,\RANG EI<SPOR KEPADA ............... (4) ........... . .. . 

Kepada 
Nama Perusahaan 

NPWP 

Alamat Perusahaan 

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab 

Alamat Pcmilik/ Penan~gung Jawab 

: ........... .... (4) .. .. ............. . .. 

: .. .... .... ..... (7) ... .... . ... ... ... .. . 
: ............... (8) .... .. ..... ........ . 
: ... ............ (9) .. . .. ..... ... ...... . 
: .. ... ...... .. .. (10) ..... ... .......... . . 

diberikan perselujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor; 



KEDUA 

KETIGA 

KEE:APAT 

Pemberian perselujuan sebagai dimaksud dali 1111 Diktum Pertama disertai kewajiban 

sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pembukuan dan bersedi, 1 diaudi t oleh Direktora t Jen dera l Bea dan 

Cukai; 

b. Menyedia ka n ruanr,an kerja untu k Petugas Bea dan Cukai; 

c. Mempunyai pega,,va i yang bersertifikat al iii kepa beanan yang diterbitkan BPPK 

Kementerian Kr uangan; 

d. Mempunyai tempa t untuk kegiatan stuffing; 

e. Meminta Persetujwm Kan tor Pelayanan Utama ..... (1) ... .... .. /Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan ..... (2) ..... bila akan mengadakan pe,·ubahan tata letak bangunan/ruangan; 
dan 

f. Memberitahukan 2 (d ua) bulan sebelumnya ke Kantor Pelayanan Utama ... (1) . .... . 

/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .... .. (2) .. .. ... bila a kan menutup usahanya. 

a. Terhadap perusahnan sebc1ga imana dimaksud dalam Diktum Pertama berhak 

melakukan kegiatan usaha di w ilayah kerja Kantor Pelayanan Utama . ..... (1 ) .. .. . 

/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ... (2) ... . 

b. Persetujuan sebagaima na dimaksud dalam [•iktum Per tama dicabut apabila 

melakukan pelanggaran ketentuan perundang-und angan yang berla ku dan a tau tidak 

melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan berturu t t urut. 

Kcputusan ini mulai berfoku sejak tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
2. Kepala Kantor Pelayana n Utama / Kantor Wilayah Bea dan Cukai ...... (1) ... . . 

Oitetapkan di ...... (11) ..... pada tanggal ... ... (12) .. .. . 

. . . . . ... ...... .. .. .... .. .. (13) .. .... .... .. ... ...... ... . 

.. .. . .... .. .. ........... (14) .............. .. ...... . 

NIP .. ... .. ........... (15) ........... ... ...... .. . 



No. 

TATA CARA PENGISIAN 
PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR 

Contoh 3.C 

Diisi dengan 
-------------------------------------------

('I) 

(2) 

(3) 

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor 
pelayanan utama tempat persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor diterbitkan. 

Nama kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tempat persetujuan sebagai 
konso lidator barang ekspor dite rbitkan. 

Nomor persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor sesuai dengan kode surat d i lingkungan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ada pun tata urutan nomor dan kode adalah: 

.. ... .... /WIK ........ /KP ........ / ..... ..... . 

L tahun diterbitkannya perselujuan sebagai konsolidator 
barang ekspor 
kode kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai yang 
menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor 
kode kantor wilayah yang membawahi kantor pengawasan 
clan pelayanan bea cukai y,1ng menerbitkan persetujuan 
sebagai konsolidator barang ekspor 
nomor surat persetujuan sebagai konsolidator banmg ekspor 

(4) Nama pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator. 

(5) Nomor surat pennohonan sebagai konsolidator barang ekspor. 

(6) Tanggal, bulan clan tahun surat pennohonan sebagai konsolida tor barang ekspor. 

(7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang mengajukan permohonan sebagai konsoliclator. 

(8) Alamat lengkap p ihak yang mengajukan permohonan sebagai konsolidator barang ekspor. 

(9) Nama pemilik a tau penanggungjawab clari pihak yang melakukan konsolidasi. 

(10) Alamat lengkap pemilik a tau penanggungjawab dari pihak yang melakukan konsolidasi. 

('rt) Dilerah a tau tempat cliterbitkannya persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor. 

CJ 2) Tanggal, bulan dan tahun d iterbitkannya persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor. 

(13) Pejabat bea dan cukai yang menandatangani keputusan. 

(H ) Nama pejabat bca clan cukai yang menandatangani kepulusan. 

(15) NIP pejabat bea clan cukai y,mg menandatangani kcputusan. 



Kop Perusahaan 
.......... . (1) ............. .. 
........... (2) .............. . 

Nomor 
Lampiran 
Hal Permohonan Pemuatan Ekspor Barang Curah 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .......... (3) . . ... ........ .. 

Contoh 3.D 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang 
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraluran Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.04/2014 dan Pcralurnn Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-
32/BC/ 2014 tentang Tatalaksana Kcpabennan di Bidang Ekspor, dengan ini kmni mengajukan permohonan untuk 
mendapatkan perselujuan pemuatan ekspor barang curah, dengan rincian sebagai berikut: 

1. EKSPORTIR: 
a. NPWP : ...................... (4) .......... .. ... ....... .. 
b. Nama : ...................... (5) ...................... .. 
c. .\lamat : ...................... (6) .................... .. .. 

2. SARANA PENGANGKUT: 
a. Nama : ... ........... ........ (7) ............ ........... . 
b. Voyage/Flight/Nopol : .......... ............ (8) ...................... .. 

3. TANGGAL PERKIRA.\N EKSPOR: ....... ............... (9) ...................... .. 

4. PELABUHAN MUAT: 
a. Pclabuhan Muat Asal : ....... ........ ....... (10) .............. ......... . 
b . Pclabuhan Muat Ekspor/Tempat Muat Ekspor : ...................... (11) ....................... . 

5. PEL\BUHAN BONGKAR LUAR NEGERI: .................. (12) ....... .... ... .... . 

6. DAT A BARANG: 
a. Jenis : ...................... (13) .............. ........ .. 
b. Jumlah : ..................... . (14) ....................... . 

Demikian permohonan ini diajukan dengan sesungguhnya dan kami menyatakan bersedia memenuhi 
ketenluJn perundang-undangan. 

. .. ... (15) ... .... . ,tgl .... (16) ......... 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

----- ---- Nama/Jabatan --·-·---
CATATAN PERSETUJU1\N PEMUATAN 
.......... .. (17) ... ...... . . 

1--- -----------·------· 
CAT,\TAN PEMf\SUKAN BARANG KE KAWASAN 
PABEAN 

Selesai masuk tanggaJ... .. (21) .... pukuJ....(22) ..... 
Petu gas Dinas Luar 

Tanda Langan : ........ (23) ............ .. 
Na.ma : ..... ... (24) ............. . 

'--N_IP _____ : =:;(25) .. :..:..::.:.:..:..:.:... _____ _ 

Kepala Kantor 

Tanda tangan : ........ (18) ......... .. .. . 
Nama : ........ (19) ......... .... . 
NIP : ....... .:..:. .. (ia::2.::...1.0)..:..:. .. c..:..:. .. ·c..:..:.· .. ..:..:.· .. ..:..:. .. .:..._· --------l 

CAT AT AN PEMUATAN BARANG KE SARANA 
PENGANGKUT 

Selesai muat tanggal....(26) ..... pukul..(27) ... 
Pelugas Dinas Luar 

Tanda tangan : .. .... .... (28) .......... .. 
Na.ma : .......... (29) .......... .. 
NIP. ____ :_ .. _ ... .::.:.::.@_':_). ..... _ .. _ ... _ .. ______ ~ 



No. 

TATA CARA PENGISIAN 
Contoh 3.D 

Diisi dengan 
---- -------- ---·-----·--------- -----·---- -

(1) Nomor surat permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

(2) Banyaknya lampiran dari sural permohonan pernuatan ekspor barang curah. 

(3) Nama kantor pelayanan utama atJu kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai 
yang mengawasi kegialan ekspor barang curah yang bersangkutan. 

(4) NPWP eksporlir barang curah. 

(5) Nama eksportir barang curah sesuai dengan nama eksportir pada kartu identitasnya. 

(6) Alamat eksportir barang curah sesuai dengan alamat eksportir pada kartu identitasnya. 

(7) Nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dalam hal 
pengangkutan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana 
pengangkut pertama yang memuat barang curah . 

(8) Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage unluk sarana pengangkul laut, 
nomor flight unluk sarana pengangkut udara, a tau nomor polisi untuk sarana pengangkut 
darat. 

(9) Tanggal, bulan dan tahun (dd/ 111111/yyyy) perkiraan barang akan diekspor, yaitu 
perkiraan tanggal selesai pemualan barang ke sarana pengangku t yang menuju luar 
daerah pabean. Dalam hal pengangkutan multimoda, maka tanggal perkiraan ekspor 
yang ditulis adalah tanggal perkirnan ekspor dari sarana pengangkut perlama yang akan 
membawa barang ekspor. 

(10) Nama kanlor pa bean di pelabuhan muat asal. 

(11) Nama kanlor pa bean di pclabuhan muat ekspor. 

(penjelasan bulir (10) dan (11) : dalam ha! barang konsolidasi dimuat ke sarana 
pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean atau d imuat ke sarana 
pengangkul tujuan dalam daerah pabean dan sarana pengangkut tersebut merupakan 
bagian dari pengangkulan multimoda, maka kantor pemuatan asal sama dengan kantor 
pemuatan ekspor). 

(12) Nama pelabuhan tempal akan d ibongkarnya barang ekspor di luar daerah pabean. 

(13) Uraian jenis barang curah yang akan diekspor. 

(14) Jumlah barang curah yang akan dickspor. 

(15) Narna daerah alau tempal penerbitan surat permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

(16) Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

(17) Catalan perselujuan muat barang curah yang akan diekspor dalam hal pennohonan 
pemuatan ekspor barang curah diselujui oleh kepala kantor pabean pemuatan. 

(18) Tanda tangan kepala kanlor pabean pemuatan yang mcnyelujui permohonan pemuatan 
ekspor barang curah. 

(19) Nama kepala kantor pabean pemrn1tan yang menandatangani butir (18). 

(20) Nomor lnduk Pegawai kepala kanlor pabean pemuatan yang menandatangani butir (18). 

(21) Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) masuknya barang ekspor curah ke kawasan 
pabean. 

(22) Waktu masuknya barang ekspor curah ke kawasan pabean. 

(23) Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. 



(24) Nama petugas dinas luar yang menandatanp,ani butir (23). 

(25) Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani butir (23). 

(butir (21) s .d . butir (25) diisi dalam ha! barang curah dimuat ke sarana pengangkut di 
kawasan pabean) 

(26) Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) dimuatnya barang ekspor curah ke sarana 
pengangkut. 

(27) Waktu dimuatnya barang ekspor curah ke sarana pengangkut. 

(28) Tanda tangan petugas di.nas luar yang mengawasi pemuatan. 

(29) Nama pelugas dinas luar yang menandatangani butir (28). 

(30) Nomor Induk Pegawai petugas dinas Juar yang menandatangani bulir (28). 

(butir (26) s.d. butir (30) diisi dalam ha! barang curah dimuat ke saran a pengangkut di 
lempal lain diluar kawasan pabean) 



r------------------·--··-------·- - -------·-----·- -----·----·------------ ------, Contoh 3.E 
KEM ENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (1) ............. . 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ......... .. ..... . (2) ... ........... .... . 

Pemberitahuan Barang Yang Akan Diekspor Yang Diangkut Dengan Sarana Pengangkut Laut 
Dan/Atau Udara Dalam Negeri Yang Bukan Merupakan Bagian Dari Angkutan Multimoda 

I Nomor ......... (3)......... Tanggal : ..... . (4) ...... I 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepa la Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
..................... (5) ..... .. ...... ... .... .. . 

Berikut ini diberitahukan data barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut / udara 

dalam negeri untuk dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean di pelabuhan 
muat ekspor, dengan data-data sebagai berikut: 

r---·--- ---------- ----·-~---------------------, 
II. DATA PELABUHAN MUAT ASAL: I. DATA SARANA PENGANGKUT: 

1. Nama : .................. (6) ................. ... . 1. Nama : ....... ..... .. .... (10) .. ..... ....... .... . 
2 . Voyage/ Flight : ............. ..... (7) ........ ......... .. .. 2. KPUBC/KPPBC : ........ .. .... ... . (11) ....... ......... ... . 
3 . BC 1.1 (outward manifest) 

Nomor : ......... .... ... .. (8) ............... ..... . 

Tanggal _____ .: ....... ........ .. . (9) .. ...... ....... ...... _.~--·----- --------------~ 

r-----.---------.,.-·-----·---·-·~---------· 
PKBE NPE Peti Kemas/Kemasan 

Tanggal Nomor Tangga l Merek/Nomor Ukuran 
·--

PEB 
No Eksportir - - -··- r--·-------- 1------~----1-

1-----+------- Nomor _ Tanggal _ _ No_m_o_r_+---==- ·- -+- -

. (12). ..... (13).. .. . .. (14 }... . ... (15).. .. . .. (16) .. . ... (17) ... ... (18) ... ... (19) ... ... ..... (20) ........ .. .. (21) ... . 

~-.~----- ·---·--···---- - - --- ---- ··-·-··------- - -

Keterangan: Copy PEB/PKBE, NPE & Fotokopi BC 1.1 (outward manifest) terlampir I 

Kepala Ka ntor 

Tanda tangan 

Nama 

NIP 

: ........... (22) .. ......... . 

: ........ .... (23) ....... .... . . 
: ........... . (24) .......... .. . 



TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERITAHUAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT 
DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI 

YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN MULTIMODA 

No. Diisi dengan 

(1) Nama kantor wi layah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor pelayanan 

utama di pelabuhan muat asal. 

(2) Nama kantor pengawasan dan pelayanan di pelabuhan muat asal. 

(3) Nomor pemberitahuan barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut atau 

udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda. Adapun tata urutan 

nomor dan kode adalah: 

PEM ...... ... /WBC. ....... /KP ... ..... / .... .. ... .. 

tahun diterbitkannya pemberitahuan 

kode kantor pengawasan dan pelayanan bea 
cukai yang menerbitkan pemberitahuan 

kode kantor wilayah yang membawahi kantor 
pengawasan dan pelayanan bea cukai yang 
menerbitkan pemberitahuan 

nomor pemberi t ahuan 

(4) Tanggal, bu Ian dan tahun (dd/mm/yyyy) pemberitahuan sebagimana dimaksud butir (3). 

(5) Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan pel abuhan muat ekspor. 

(6) Nama sarana pengangkut yang mengangkut barang yang akan diekspor dari pelabuah muat asal. 

(7) Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage untuk sarana pengangkut laut atau nomor flight 

untuk sarana pengangkut udara. 

(8) Nomor BC 1.1 outward manifest yang didaftarkan pada kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat 

asal. 

(9) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1 outward manifest yang didaftarkan pada kantor 

pabean pemuatan di pelabuhan muat asal. 

(10) Nama pelabuhan muat asal. 

(1'1 ) Nama kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal tempat pendaftaran PEB. 

(12) Nomor urut data yang akan diberitahukan. 

(B) Nama eksportir sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(14) Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum da lam PEB. 

(15) Tanggal, bu Ian dan tahun (dd/mm/yyyy) pend afta ran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(1 6) Nomor PKBE sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE yang telah didaftarkan, da lam hal ekspor 

barang konsolidasi. 

(17) Tanggal, bu Ian dan tahun {dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBE sesuai yang tercantum dalam PKBE. 

(18) Nomor NPE sesuai yang tercantum dalam NPE. 



(19) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE sesuai yang tercantum dalam NPE. 

(20) Merek/nomor peti kemas/kemasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(21) Ukuran dari peti kemas atau kemasan pada butir (20) sesuai dengan ukuran peti kemas atau kemasan 

yang tercantum dalam PEB. 

(22) Tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal. 

(23) Nam a kepala kantor yang menandatangani butir (22). 

(24) Nomor lnduk Pegawai kepala kantor yang menandatangani butir (22}. 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANA N UTAMA BEA DAN CUKAI .. . ... (1) ...... . 
KA NTOR PENG AWASAN DAN PELA YANAN BEA DAN CUKAI ...... (2) ... ... . 

Contoh 3.F 

Pemberitahuan Hasil Rekonsiliasi Barang Ekspor Yang Diangkut Dengan Sarana Pengangkut 
Laut Dan/Atau Udara Dalam Negeri Yang Bukan Merupakan Bagian Dari Angkutan Multimoda 

[ Nomor: .. .. ..... (3) .. . .... .. Tanggal: .. . .. . .. . (4) .. 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .... (5) ...... 

Dengan ini. disampaikan hasil rekonsili.asi antara BC 1.1 (outward mn1tifest) dengan NPE: 

I I I PEB I PKBE NPE Peti Kemas/Kemasan 

I 
Sarana BC 1.1. ! 

I , I Peng.mgku t 

! No Eksportir I Nomor '. Tanggal ' Nomor I Tanggal Nomor j Tanggal j Merck/Nomor Ukuran -Nama - Nomor Kcterangan 

i 1 I I I 
-Voy./Flight - Tanggal 

- No. pos/ sub pos 

I I I I ! 

i .(6). .. .. (7) .... ...(8) .. . ... (9) ... ...(10) ... I ... (11) ... ... (12) ... I ... (13) .. . .. ... (14) ..... ... (15) ... I ..(16) .. ..(17) .. .. ... (18) ...... 

I I 
I I 

j 

Kepala Kantor 

Tanda tangan : .. ......... ... (19) .......... ........ . 
Nama : .. ....... ..... (20) ... .. ..... ... ..... . 
NIP : ..... .... ..... (21) .. ............ ... .. 



TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERITAHUAN HASIL REKONSILIASI BARANG EKSPOR YANG 
DIANGKUT DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA 
DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN 

MULTIMODA 

No. 

(1) 

Diisi dengan 

Nama kanlor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor 
pelayanan utama di pelabuhan muat ekspor. 

(2) Nama kantor pengawasan dan pelayanan di pelabuhan muat ekspor. 

(3) Nomor pemberilahuan basil rekonsiliasi barang ekspor yang diangkut dengan sarana 
pengangkut laut dan/ a tau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan 
multimoda. Adapw1 lata urutan nomor dan kode adalah: 

PEM .... . .... /WBC. . ..... ./KP .. ... ... / ... ... ... .. 

~ 
.__ _____ _ ____ ,.. 

tahun diterbitkannya pemberitahuan 

kode kantor pengawasan dan pelayanan bea 
cukai yang menerbitkan pemberitahuan 

kode kantor wilayah yang membawahi 
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai 
yang menerbilkan pemberi tahuan 

nomor pemberitah uan 

(4) Tanggal, bulan dan lahun (dd/mm/ yyyy) pemberitahuan sebagimana dimaksud bulir (3). 

(5) Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan da.n pelayanan pelabuhan muat 
ekspor. 

(6) Nomor urut data yang akan diberitahukan. 

(7) Nama eksporhr yang lercanlum dalam PEB. 

(8) Nomor PEB yang disampaikan pada kanlor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal. 

(9) Tanggal, bulan dan lahun (dd/111111/yyyy) PEB sebagaimana dimaksud butir (9) . 

(10) Nomor [>KJ3E yang disampaikan pada kantor pabean pemualan di pelabuhan muat asal. 

(11) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PKBE sebagaimana dimaksud butir (11). 

(12) Nomor NPE yang diterbitkan oleh kantor pabean pemualan di pelabuhan muat asal. 

(13) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) NPE sebagairnana dimaksud butir (13) . 

(14) Merek/nomor peli kemas/kemasan barang ekspor. 

(15) Ukuran dari peti kemas atau kernasan pada bulir (15). 

(16) Nama sarana pengangkut yang m engangkut barang ekspor dengan tujuan luar daerah 
pabean. 

Nomor perjalanan sarana pengangkul, nomor voyage untuk sarana pengangkut laut atau 
nomor flight unluk sarana pengangkut udara. 

(17) Nomor BC 1.1 yang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat ekspor. 

- Tani?,ga!, bulan dan lahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1. 



Nomor pos a tau sub pos barang ekspor dalam BC 1.1. 

(18) Keterangan 

Pengganlian peli kemas/kemasan, dalam hal terjadi uengganlian. 

Dan lain-lain. 

(19) Tanda tangan kepala kantor pa bean pemuatan di pelabt•han muat ekspor. 

(20) Nama kepala kantor pabean pemuatan yang menandalangani butir (20). 

(21) Nomor induk pegawai kepala kanlor pabean pemualan y.mg menandatangani butir (20). 



Contoh 3.G 

Kop Perusahaan 

Nomor : ........... CI) .... .. .. ...... . 
Lampiran : .... ...... . (2) ......... .... . 
Hal: Permohonan Pemasukkan Sebagian Peti Kemas ke Kawasan Pabean 

tempat pemuatan 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ...... .... (3) .. . 

Sehubun.gan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Nomor PER-32/BC/ 2014 
Ta ta Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk 
memasukkan sebagian peti kemas ke kawasan pabean tempat pemuatan .. .. .... .. .. (4) . .... . .. . yang belu m 
dipenuhi persyaratan dokumen berupa Laporan Surveyor, dengan rincian sebagai berikut: 

1. DATA PEB 
No Aju : ........ ... (5) ..... .... ... .. . 

2. DATA BARANG 
a. Jenis : ........... (6) ............ .. . 
b. Jumlah : .. .. ..... .. (7) .... ...... .. .. . 

3. DATA PETIKEMAS 
No. 
Urut 

1. 
2. 

3. 

Nomor Peli kemas Ukuran No. Nomor Pel"i kemas 
Urut 

Ukuran 
-------- ·---- -·- ------ · ----- ---- ----------------+-------i 
......... .. ........ (8) .. ......... .. _:.::.:.:.: ____ ~_...:.:..:..:...~: __ _ 4. -- ··-·~~ ···· .. .... .. _. .... .... .. ......... ..... . 
.... ........... ...... ...... .... .. .... .. .... . 5. ·-------··---·---·--l------1 
............. .... .. ....... ........ ..... .... . 6. . ...... .... ............ ........ ..... ... . - +---t-·------·- ---+-_:..:._:..:._:..:.--1 
dst... ........ .... . 

4. SARANA PENGANGKUT 
a. Nama : ........... (10) .. .. .. .. ...... . 
b. Voyage/Flight/Nopol : ...... .. .. . (11 ) ......... .. ... . 

5. T.\NGGAL PERKIRAAN EKSPOR: ...... .. ... (12) .............. . 

Demikian permohonan ini diajukan dengan sesungguhnya dan kami menyatakan bersedia 
nw menuhi ketenluan perundang-undangc1n. 

. ..... (13) ..... ... , tgl .... (14) ........ . 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama/Jabatan 

-- --- ·-- --···---- -------------------- ----
C:'\ TATAN PERSETUJUAN 
...... ..... (15) .............. . 

C\TA'I'AN PEMASUK1\ N B,\ R,\NG 
...... ... .. (20) .......... .... . 

. ................. ....... (16) .. ........... ....... ..... . 

Tanda tangan 
Nama 
NIP 

: .... ....... (17) .......... ... . . 
: .. ... ...... (18) ..... ....... .. . 
: ........... (19) ...... .. ... ... . 

·- - --·-----·-----·-·----------·---------l 

Pelugas Dinas Luar 

Tanda tangan 
Nam.a 
NIP 

: ........ ... (21) ............. . . 
: ... ....... . (22) ..... ......... . 
: .. ......... (23) .... .......... . 

-- - --- ---- - - ---------·---·---------·- - -----'----'-----------' 



TATA CARA PENGISIAN 
PERMOHONAN PEMASUKAN SEBAGIAN PETI KEMAS KE KAWASAN PABEAN 

TEMPAT PEMUATAN 

No. Diisi dengan 

(1) Nomor surat p ermohonan pemasukan sebagian peli kemas ke kawasan pabean ternpat 
pemuatan . 

(2) Banyaknya lampiran dari surat permohonan. 

(3) Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai 
yang mengawasi ka,vasan pabean tempat pemuatan sebagai tempat akan dimasukkannya 
barang ekspor. 

(4) I<awasan pabean tempat pemuatan sebagai tempat akan dimasukkanya barang ekspor. 

(5) Nomor aju PEB . 

(6) Uraian jenis barang yang akan diekspor. 

(7) Jum lah barang yang akan diekspor. 

(8) Nomor pet-i kemas. 

(9) Ukuran peti kcmas. 

(10) Nama sarana pengangkut sesuai yang tercanlum dalam PEB 

(11) Nomor voyage/ flight/ nomor polisi (nopol) sarana pengangkut sesuai yang tercanlum 
dalam PEB. 

(12) Tanggal, bulan dan tahun perkiraan barang yang akan diekspor, sesuai yang tercantum 
dalam PEB. 

(13) Nama daerah a tau tempat penerbitan surat pennohonan. 

(14) Tanggal, bulan dan tahun (dd /mm/yyyy) penerbitan surat perrnohonan. 

(15) Cata tan persetujuan pemas ukan sebagian petikemas ke kawasan pabean. 

(16) Nama jabatan yang memberikan perselujuan pemasukan sebagian peti kemas ke kawasan 
pabean tempat pemuatan. 

(17) Tanda tangan pejabat yang menyetujui pemasukan sebagian petikemas ke kawasan 
pa bean tempat pemuatan . 

(18) Nama pejabat yang menandatangani buti r (17). 

(19) Nomor lnduk Pegawai pejabat yang menandatangani butir (1 7). 

(20) Catatan pemasukan peti kemas ke kawasan pabean tempat pem uatan, meliputi identita~; 
peti kemas (nomor dan ukuran) dan waktu (tanggal dan jam) pernasukan peti kemas k<! 
kawasan pabean tempat pcmuatan. 

(21) Tanda tangan petugas dinas lmi r yang mengawasi pemasukan. 

(22) Nama pelugas dinas luar yang menandatangani bulir (21). 

(23) Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani butir (21). 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

ttd . 

. \CUNG KUSWANDONO 




